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TERORISME

Buku Ini memaparkan rangkaian kebijakan perang melawan
terorisme oleh Pemerintah Republik Indonesia pascaperistiwa
11 September 2001 dan bagaimana implikasinya terhadap
citralslam di Indonesia dalam rentang waktu setelah peristiwa
11 September 2001 hingga sekarang.

YISVN AVINAYHNOIN

Indonesia pascaperistiwa 11 September 2001 dianggap lﬁl‘ﬂ Iﬂdﬂl’lE‘Slﬂ
rniegara yang rawan serangan teror bahkan dianggap sebagai — ]; t £
poros jaringan terorisme Asia Tenggara. Untuk mengatasi hal SCﬂ})efls 1wa

WTC 2001

tersebut pemerintah Rl mengeluarkan berbagal kebijakan
untuk mengatasi serangan terorisme yang mencakup dua
aspek, yaitu aspek pemberantasan (kontraterorisme) dan =
aspek pencegahan (antiterorisme),

Pada prinsipnya kebijakan pemerintah melalui penerbitan
berbagai instrumen hukum sudah dapat menjadl payung
hukum bagi kedua aspek tersebut. Tetapi dalam prakteknya,
terutama dari aspek perkembangan yuridisnya, pemberiakuan
kebijakan melawan terorisme dalam hal pencegahan sering -
menimbulkan kesalahpahaman dan memicu ketegangan di
tengah masyarakat.
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Pengantar

Buku ini memaparkan rangkaian kebijakan perang
melawan terorisme oleh Pemerintah Republik Indonesia
pascaperistiwa 11 September 2001. Fokus yang akan
diteliti adalah implikasi kebijakan melawan terorisme
tersebut terhadap citra Islam di Indonesia dalam rentang
waktu setelah peristiwa 11 September 2001 hingga
sekarang sebagai satu bagian sejarah Islam di Indonesia.

Perkembangan kata ‘teror-terorisme’ semakin
menguat terutama setelah terjadinya serangan terhadap
menara kembar Word Trade Center (WTC) di New York
Amerika Serikat (AS) pada tanggal 11 September 2001.
Peristiwa serangan disebut ‘teror’, pelakunya dituduh
sebagai ‘teroris’ dan spirit penyerangan tersebut disebut
‘terorisme’.

Fenomena ini menjadi menarik untuk
diperbincangkan terutama ketika ada upaya menjadikan
peristiwa peledakan gedung kembar World Trade Center
(WTC) pada 11 September 2001 sebagai kejadian yang
menyemangati berbagai elemen gerakan radikal untuk
melakukan aksi serupa di berbagai penjuru dunia.

Buku ini mengungkapkan bahwa Indonesia
pascaperistiwa 11 September 2001 sering diguncang

beberapa kejadian serangan bom dianggap negara yang
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rawan serangan teror bahkan dianggap sebagai poros
jaringan terorisme Asia Tenggara. Untuk mengatasi hal
tersebut pemerintah RI mengeluarkan berbagai kebijakan
untuk mengatasi serangan terorisme yang mencakup dua
aspek, yaitu aspek pemberantasan (kontraterorisme) dan

aspek pencegahan (antiterorisme).

Pada prinsipnya kebijakan pemerintah melalui
penerbitan berbagai instrumen hukum -secara kronologis-
seperti Perppu Nomor 1 dan 2 tahun 2002, UU Nomor 15
tahun 2003 sudah mencakup dan dapat menjadi payung
hukum bagi kedua aspek tersebut. Tetapi dalam
prakteknya, terutama dari aspek perkembangan
yuridisnya, pemberlakuan kebijakan melawan terorisme
dalam  hal  pencegahan  sering  menimbulkan
kesalahpahaman dan memicu ketegangan di tengah
masyarakat.

Adapun implikasi kebijakan pemerintah Indonesia
dalam memerangi terorisme terhadap citra historis Islam
di Indonesia, yaitu, (1). Menegaskan citra Islam radikal
sebagai model ekpresi keberagamaan Indonesia. Sebab-
sebabnya antara lain, adanya anggapan bahwa Indonesia
sebagai simpul terorisme internasional, meningkatnya
sentimen anti-Amerika Serikat, meningkatnya aksi bom

untuk dan atas nama jihad, meningkatnya aksi
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penangkapan terhadap aktivis Islam radikal dan
sebagainya. (2). Memunculkan ketegangan antara umat
Islam dan pemerintah yang disebabkan keterbatasan
pemahaman sebagian aparat penegak hukum terhadap
ajaran agama Islam. Ketegangan juga disebabkan
maraknya pengawasan aktifitas masyarakat seperti
wacana pelarangan buku-buku agama yang dianggap
mengajarkan kekerasan, pemeriksaan sidik jari santri,
usulan pembubaran ormas-ormas radikal, pengawasan
aktivitas dakwah, penangkapan sewenang-wenang dan
kasus salah tangkap oleh aparat keamanan dan
sebagainya.

Kajian buku ini memang tidak dapat memberi
gambaran yang utuh tentang fenomena terorisme di
Indonesia. Namun, setidaknya dengan menuliskan
beberapa aspek dalam peristiwa tersebut, diharapkan
dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi literatur

kajian terorisme di Indonesia. [Padang, Februari 2016]

Wallahu A’lam bi al Shawab.
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A. FENOMENA TEROR

Teror (Arab: irhdb) beberapa waktu belakangan
menjadi kosa kata yang sangat populer, bahkan secara
sporadis menjadi sangat berpengaruh terhadap stabilitas
keamanan di berbagai belahan dunia. Kata ini secara
pasti juga memasuki berbagai ranah kehidupan politik,
ekonomi, kebudayaan bahkan menyentuh wilayah
agama. Tanpa pandang bulu, kata ini juga popular di
Indonesia dan menyita perhatian negara untuk
mengatasinya.

Sejalan dengan teror berkembang pula beberapa
istilah yang diderivasi dari kata tersebut yaitu teroris,
terorisme dan yang spektakuler perang melawan
terorisme (war against terrorism). Peristilahan tersebut
bukanlah kata yang muncul dalam ruang kosong dan
tanpa tujuan yang jelas. Tetapi setiap peristilahan itu
justru membawa konsekwensi yang besar bahkan
mempengaruhi tatanan kehidupan manusia dan juga
tatanan dunia.

Perkembangan kata teror semakin menguat terutama
setelah terjadinya serangan terhadap menara kembar
Word Trade Center (WTC) di New York Amerika Serikat
(AS) pada tanggal 11 September 2001. Peristiwa serangan

disebut teror dan pelakunya dituduh sebagai teroris dan
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spirit penyerangan tersebut disebut terorisme. Setelah
serangan tersebut Presiden Amerika Serikat George W
Bush menabuh genderang perang melawan terorisme
(War against Terrorism).

Fenomena ini menjadi menarik diperbincangkan
terutama ketika ada wupaya menjadikan peristiwa
peledakan gedung kembar World Trade Center (WTC)
pada 11 September 2001  sebagai kejadian yang
menyemangati berbagai elemen gerakan radikal untuk
melakukan aksi serupa di berbagai penjuru dunia.

Peristiwa 11 September 2001 bukanlah peristiwa
biasa. Mathias Brockers, seorang investigator, wartawan
dan penulis buku asal Jerman dalam bukunya Konspirasi
9.11 menyatakan:

"Peristiwa penyerangan terhadap WTC merupakan
kejadian millenium yang masih akan menyibukkan beberapa
generasi sejarawan dan peneliti. Dari hari ke hari, saya
semakin percaya kejadian itu bukanlah tindakan teror “biasa”.
Apakah benar ada sebuah motif dibalik tragedi fantastik itu,
sebuah malapetaka yang direkayasa seperti Pearl Harbor...”?

Menggarisbawahi pernyataan Brocker tersebut,
peristiwa 11 September 2001 tidak saja menyibukkan

sejarawan dan peneliti, tetapi lebih dahsyat dari itu juga

1 Mathias Brocker, Konspirasi 9.11, alih bahasa Godjali dkk., (Jakarta:
PT Ina Publikatama, 2006), h. 25
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menyibukkan banyak negara yang dilanda gelombang
kekerasan dan aksi pemboman yang disinyalir terkait
erat kelompok teroris yang menyerang gedung WTC.
Benar saja, peristiwa tersebut menjadi membesar
karena “efek ledakan” itu terasa ke berbagai penjuru
dunia, apalagi saat tuduhan diarahkan kepada umat
Islam.2  Meskipun secara tegas Amerika Serikat
mengarahkan tuduhan kepada jaringan Al-Qaeda
pimpinan Osama bin Laden, tetapi berbagai gerakan
radikal serupa di berbagai negara dikaitkan atau divonis
sebagai bagian dari aksi-aksi Al-Qaeda.? Dalam hal ini,
peristiwa 11 September 2001 dapat disebut sebagai titik
pemicu (trigger point) ketegangan antara Amerika dengan
kelompok Islam. Pada akhirnya peristiwa 11 September
2001 itu sendiri mengalami “internasionalisasi” dalam

bentuk perang global terhadap terorisme.

2 Hal ini dapat dikonfirmasi dengan temuan jajak pendapat
Washington Post/ ABC News yang dikutip oleh John L. Esposito dan
Dalia Mogahed bahwa setelah peristiwa 11 September 2001, hampir
separuh (46%) orang Amerika berpandangan negatif terhadap Islam.
Lebih lanjut baca John L. Esposito dan Dalia Mogahed, Saatnya Muslim
Bicara! Opini Umat Muslim tentang Islam, Barat, Kekerasan, HAM, dan
Isu-Isu Kontemporer Lainnya (Bandung: Mizan,2008), h. 72

3 Dalam kasus ledakan bom di Indonesia, beberapa waktu setelah Bom
Bali I (12 Oktober 2002), Menteri Pertahanan Mathori Abdul Jalil
mengatakan, “dilihat dari akibatnya, peristiwa Bali merupakan kerja
kelompok teroris professional. Selama ini orang menafikan adanya
Jaringan Al-Qaeda. Saya yakin, Al-Qaeda benar-benar Ada di
Indonesia “. Lebih lanjut lihat Arifatul Choiri Fauzi, Kabar-kabar
Kekerasab dari Bali, (Yogyakarta: LKiS, 2007), h. 60
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Peristiwa 11 September 2001 di Amerika Serikat itu
diikuti penyerbuan Afghanistan dan perang melawan
terorisme oleh AS dan sekutu-sekutunya. Demikian pula
semua aksi kekerasan yang dilakukan di berbagai
penjuru dunia termasuk di Indonesia telah menjadi
persoalan internasional dalam bentuk agenda perang
terhadap terorisme global. Agenda ini telah ikut
menyeret Indonesia pada lingkaran perang melawan
terorisme.

Sesungguhnya, aksi teror (terutama dalam bentuk
peledakan bom) bukanlah hal yang baru di Indonesia.
Meskipun berat untuk diungkapkan, namun peristiwa 11
September 2001 dapat disebut sebagai babak baru aksi
terorisme di Indonesia pasca Orde Baru. Jika dirunut ke
belakang, dalam kurun 1984 (peledakan gedung BCA
Pacenongan, Glodok dan Gajah Mada di Jakarta yang
menyeret beberapa tokoh Petisi 50) hingga 2001
setidaknya telah terjadi sekitar 21 kali serangan teroris di
Indonesia.* Bahkan Imparsial, lembaga pemantau HAM
Indonesia mencatat sejak 11 November 1976 (teror bom
terhadap Masjid Nurul Iman Padang yang dituduhkan
kepada Kelompok Komando Jihad), tidak kurang dari 49

4 Wawan H Purwanto, Terorisme Undercover; Memberantas Teroris
hingga ke Akar-akarnya, Mungkinkah? (Jakarta: CMB Press, 2007), h. 18
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kali aksi pengeboman menimpa beberapa wilayah
Indonesia hingga aksi Bom Bali 1.5

Setelah aksi Bom Bali I, Imparsial juga mencatat tidak
kurang dari 48 kali aksi pengeboman menimpa beberapa
wilayah Indonesia.¢ Di antaranya aksi peledakan bom di
Legian Kuta Bali (12 Oktober 2002) yang dikenal dengan
Bom Bali I, aksi bom bunuh diri (suicide bombing)
terhadap hotel JW Mariott Jakarta (5 Agustus 2003),
pengeboman Kedutaan Besar Australia di Kuningan
Jakarta yang dikenal dengan Bom Kuningan (9
September 2004), Bom Bali II yang menghancurkan Raja’s
Bar Kuta Square dan Nyoman Kafe Jimbaran Bali (1
Oktober 2005) dan yang mutakhir aksi pengeboman
Hotel JW Mariott dan Hotel Ritz Carlton (17 Juli 2009)
yang dilakukan oleh jaringan Noordin M. Top yang
didakwa keras berafiliasi dengan Jama’ah Islamiyah (JI),
sayap Al-Qaeda di Asia Tenggara.

Dalam kasus Indonesia, pemerintah Indonesia telah
mengambil tindakan terhadap pelaku pengeboman di
tanah air. Banyak pihak melihat tindakan pemerintah ini

sebagai respon positif sekaligus momentum yang tepat

5 Tim Imparsial, The Indonesia Human Rights Monitor, Implikasi
Perang Melawan Terorisme terhadap Penegakan HAM di Indonesia
(Laporan Monitoring Koalisi untuk Keselamatan Masyarakat Sipil 2002-
2009), (Jakarta: Imparsial, 2009), h. 50-56

6 Ibid. h. 56-61
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menghadapi aksi kekerasan, kejahatan dan teror
(kriminal) di Indonesia yang sudah berlangsung lama.
Tetapi ada juga yang curiga, tindakan ini sebagai bagian
dari agenda terselubung (hidden agenda) dalam perang
melawan terorisme global yang dimotori Amerika serikat
(AS).

Namun di balik gencarnya pelaksanaan agenda
perang melawan terorisme sikap pemerintah Indonesia
terkesan berubah terutama terhadap beberapa komunitas
gerakan Islam. Perubahan sikap ini diduga kuat akibat
ditemukannya fakta lapangan bahwa ternyata pelaku
pengeboman itu berasal dari kalangan Islam atau
setidak-tidaknya dilakukan oleh orang beragama Islam.
Di samping itu sulit dipungkiri bahwa konstalasi politik
internasional mengalami perubahan setelah kejadian
tersebut.

Misalnya, setelah peristiwa 11 September 2001
tersebut muncul berbagai bentuk respon negara
(pemerintah) terkait perang melawan terorisme seperti
dikeluarkannya  Peraturan Pemerintah  Pengganti
Undang-undang (Perppu) nomor 1 dan nomor 2 tahun
2002 tentang Antiterorisme, Undang-Undang Nomor 15
tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme, usulan pengambilan sidik jari santri di

beberapa pesantren, pembentukan halagah kebangsaan
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dan pembentukan Gugus Anti Teror di Departemen
Agama serta RUU Nomor 6 Tahun 2006 Tentang
Pengesahan Konvensi Internasional Pemberantasan
Pendanaan Terorisme, 1999 (The Suppression of The
Financing of Terrorism, 1999)7. Tetapi beberapa kebijakan
tersebut  terkesan  diskriminatif dan  cendrung
memojokkan kelompok tertentu terutama dari kalangan
Islam.

Terorisme memang harus dilawan karena
merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan (crime
against humanity) dengan cara yang sangat kejam.
Nurcholish Madjid menyatakan kejahatan teror
merupakan pelanggaran terhadap kesucian hak manusia
yang paling asasi dan paling universal.® Al Qur’an
bahkan menegaskan barangsiapa yang membunuh
seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh)
orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di
muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh
manusia seluruhnya.?

Kebijakan negara dapat dilihat dari produk hukum
yang memayungi kebijakan tersebut. Ringkasnya, tugas

negara adalah membuat hukum dan

7 Dihimpun dari berbagai sumber. Secara khusus beberapa kebijakan
negara tersebut akan menjadi fokus penelitian ini

8 Brocker, op.cit. h.8

9 Al Qur’an Surat Almaidah (5) ayat 32
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mengaplikasikannya. Dari segi hukum, tindakan yang
diambil pemerintah Indonesia terhadap pelaku teror
dapat dipahami sebagai prosedur standar mengatasi aksi
kriminalisme. Namun, penting juga dikaji secara
mendalam bagaimana latar belakang dan asal usul
historis kelahiran sebuah kebijakan agar terhindar dari
prasangka yang negatif terhadap kebijakan tersebut.
Prasangka negatif terhadap terhadap setiap
kebijakan sangat lazim terjadi. Prasangka negatif ini
lambat laun berubah menjadi sebuah pencitraan yang tak
menguntungkan terhadap Islam dan wumat Islam
Indonesia. Apalagi secara umum Islam di berbagai
negara di dunia sering berhadapan dengan persoalan
pencitraan yang mempengaruhi pandangan subyektif
oleh pada umumnya bangsa barat. Misalnya, menurut
subyektifitas barat, negeri-negeri muslim
dikelompokkan ke dalam dua kategori; “moderat” dan
“radikal”. Dua negara kelompok moderat yang paling
disukai adalah Mesir dan Saudi Arabia. Tetapi setelah
peristiwa 11 September 2001 sebutan moderat ini
diragukan karena kebanyakan pembajak pesawat yang
menabrakkan pesawat ke gedung World Trade Center

New York justru berasal kedua negara tersebut. Apalagi
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kedua negara tersebut minus dalam demokrasi dan
transparansi sipil.10

Pencitraan yang berangkat dari sebuah produk
kebijakan yang notabene sebagai produk hukum
merupakan persoalan serius dalam sejarah. Dalam
pandangan Gadamer, sejarawan yang berusaha
memahami sebuah hukum dengan mengacu pada situasi
asal usul historisnya tidak dapat mengabaikan
perkembangan  yuridisnya. Ia akan cendrung
menyediakan baginya pertanyaan-pertanyaan yang
mengarahkan diri pada tradisi historis.’? Tidak cukup
sampai di situ, Josef Bleicher menyatakan ”aplikasi hukum
menuntut sebuah interpretasi yang dikaitkan dengan masa kini
dan masyarakat kontemporer.”12 Oleh sebab itu dianggap
penting untuk mengkaji kembali perspektif kebijakan-
kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah Indonesia
dalam menangani kasus-kasus terorisme sebagaimana
dipaparkan di atas melalui pertanyaan-pertanyaan yang
sifatnya mendalami kebijakan tersebut dan dampaknya

terhadap citra Islam Indonesia.

10 Yudi Latif, Kebebasan dan Fanatisisme dalam Abd. Hakim (ed)
Bayang-bayang Fanatisisme, Esai-esai untuk mengenang Nurcholish Madjid,
(Jakarta: PSIK Paramadina, 2007), h. 139

11 Josef Bleicher, Hermeneutika Kontemporer: Hermeneutika sebagai Filsafat
dan Kritik, Alih bahasa Ahmad Norma Permata, (Yogyakarta: Fajar
Pustaka Baru, 2003), h. 144

12 Jbid, h. 117

20 Muhammad Nasir



Pengkajian itu menjadi menarik untuk dilakukan
terutama dalam konteks perkembangan historis gerakan
Islam di Indonesia. Apalagi ada asumsi yang menyatakan
peristiwa 11 September 2001 merupakan kejadian yang
menyemangati kelompok gerakan yang dilabeli dengan
gerakan fundamentalisme atau gerakan Islam radikal
untuk melakukan aksi serupa di berbagai penjuru dunia,
termasuk di Indonesia. Bahkan fundamentalisme agama
dalam hal ini disebutkan sebagai faktor ideologis yang
mendorong gerakan teror.’®> Dengan kata lain, citra
historis Islam Indonesia terlabeli dengan julukan pejoratif
radikal, fundamentalis, teroris dan sebagainya. Di
samping itu secara normatif, fenomena terorisme juga
turut mereduksi citra Islam Indonesia akibat pengaruh
politik, ekonomi dan kejadian historis dalam rentang
waktu pencanangan gagasan perang melawan terorisme
di Indonesia.*

Beberapa pertanyaan yang dapat dikemukakan

akibat meningkatnya eskalasi teror pasca peristiwa 11

BBLihat tulisan Parluhutan Siregar, Problematika Terorisme dan Upaya
Pemecahannya dalam http.//Ipkub.org/Wacana/terorisme.htm, diakses 19
Juli 2008

14 Salah satu metode yang digunakan dalam mengkategorikan citra
Islam Indonesia adalah metode logik yang dipakai Mohd. Arifullah
yang membagi citra Islam dalam tataran historis dan normatif. Lebih
lanjut dalam Mohd. Arifullah, Rekonstruksi Citra Islam di Tengah
Ortodoksi Islam dan Perkembangan Sains Kontemporer (Jakarta: Ul Press-
Sultan Thaha Press, 2004)
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September 2001 dan timbulnya respon pemerintah dalam
bentuk kebijakan perang melawan terorisme antara lain;
1) apakah kebijakan tersebut terkait dengan
perkembangan historis gerakan Islam sepanjang sejarah
interaksinya dengan negara Indonesia dan 2) apakah
kebijakan tersebut mencerminkan terjadinya distorsi
pemahaman pemerintah terhadap aspek normatif agama
Islam di Indonesia?

Berdasarkan uraian di atas pantas dicari perspektif
perang melawan terorisme oleh pemerintah Indonesia
pascaperistiwa 11 September 2001 melalui penelusuran
implikasi kebijakan tersebut terhadap citra Islam

Indonesia.

B. MEMBINCANG NARASI TERORISME

Narasi besar pembahasan buku ini adalah upaya
pemberantasan terorisme di Indonesia, terutama tentang
implikasi kebijakan melawan terorisme tersebut terhadap
citra Islam di Indonesia dalam rentang waktu setelah
peristiwa 11 September 2001 hingga sekarang sebagai
satu bagian sejarah Islam di Indonesia. Agar pembahasan
lebih fokus, penulis akan menstrukturnya dalam sebuah

pertanyaan “Bagaimana Implikasi Kebijakan Pemerintah
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Indonesia dalam Melawan Terorisme terhadap Citra Islam di
Indonesia Pasca Peristiwa 11 September 20017”

Agar lebih mudah mengindentifikasi pokok-pokok
yang akan dicari jawabannya’® berdasarkan pertanyaan
penelitian di atas maka perlu dibuat batasan-batasan
spesifik. Dalam hal ini batasan masalah yang akan
digunakan adalah batasan yang digunakan dalam
disiplin ilmu sejarah. Taufik Abdullah sebagaimana
dikutip Badri Yatim mengatakan ada empat batasan yang
menjadikan peristiwa masa lampau menjadi sejarah,
yaitu: 1). Pembatasan yang menyangkut dimensi waktu
yang include ke dalam batasan peristiwa; 2) Pembatasan
yang menyangkut peristiwa; 3) Pembatasan yang
menyangkut tempat tertentu; 4) Pembatasan yang
menyangkut seleksi (bagian dari suatu proses atau
dinamika).’e Batasan keempat dipergunakan apabila
fokus kajian menyangkut dua atau lebih variabel yang
ingin diteliti. Dalam hal ini variabel yang terkait dengan
batasan keempat ini adalah implikasi kebijakan
pemerintah RI dalam memberantas terorisme di
Indonesia sebagai bagian dari dinamika pemberantasan

terorisme.

15 Jujun S. Suriasumatri, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, (Jakarta:
Pustaka Sinar Harapan, 2007), h. 311

16 Badri Yatim, Historiografi Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997),
h.2-3
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Sesungguhnya, ada banyak literatur yang membahas
terorisme terutama setelah peristiwa 11 Sepetember 2001.
Literatur tersebut memuat banyak hal tentang terorisme,
kebijakan anti/kotra terorisme dan aksi teror yang marak
di dalam negeri maupun dari luar negeri. Selain
beragamnya teori dan pendekatan yang dipakai literatur
tersebut, tidak dapat dielakkan beragamnya kepentingan
dalam penulisan literatur tersebut. Secara praktis,
berlimpahnya literatur yang membahas terorisme ini
justru menjadi sumber yang berharga bagi penulis untuk

menulis topik ini.
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SEPUTAR
MAKNA TERORISME
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A. DEFINISI TERORISME

1. Asal kata Terorisme

Dari segi bahasa, istilah teroris mulai popular di
Perancis pada abad 18. Kata Terorisme berarti dalam
keadaan teror (under the terror), berasal dari bahasa latin
“terrere” yang berarti gemetaran dan “detererre” yang
berarti takut.1”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia teror adalah
upaya menciptakan ketakutan, kengerian dan kekejaman
oleh seseorang atau  golongan. Terorisme adalah
penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan
dalam usaha mencapai tujuan (terutama tujuan politik);
praktek tindakan teror.!8 Contoh penggunaan Kkata
terorisme seperti: terorisme seks: penggunaan kekerasan
seksual untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha
untuk mencapai tujuan (terutama tujuan politik):
terorisme seks terhadap perempuan pernah terjadi pada
pertengahan bulan Mei 1998 di Jakarta'¢

17 “History and causes of terrorism “http://en.wikipedia.org/wiki/
terrorism. Diakses tanggal 21 April 2008

18 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
(Jakarta: Balai Pustaka, 2002), ed.3. cet.2, h. 1085

19 http:/ /kamusbahasaindonesia.org/teror/mirip, diakses tanggal 19
Maret 2010
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Sedangkan dalam bahasa Arab, teror dinamakan
dengan irhdb sedangkan teroris adalah irhdbiy. Irhab
berarti membuat kekacauan dan menakut-nakuti. Irhab
juga berarti menghalau onta dari telaga dengan cara
menakut-nakutinya. Irhab juga dapat diartikan intimidasi
atau ancaman.? Dalam kamus Munjid, kata teroris
(Irhaby) lebih luas lagi maknanya. Teroris adalah orang
yang menggunakan cara-cara menakut-nakuti untuk
menegakkan kekuasaannya.?!

Makna Irhab - turhibiin lainnya dapat diambil dari
ayat Al Qur’an sebagai berikut :

Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa
saja yang kamu sangqupi dan dari kuda-kuda yang
ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu)
kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan
orang orang selain  mereka yang kamu  tidak
mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja
yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan
dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan
dianiaya (dirugikan). (QS. Al Anfal (8) : 60)

20 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al Munawwir, (Yogyakarta:
Pustaka Progresif, 1984), h. 526

2l Abu Louis Ma'luf, al Munjid fi al Lughah wa al A’lam, (Beirut: Dar al
Masyriq, 1986), cet. Ke-34, h. 282
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Ayat di atas konteksnya sangat jelas yaitu perintah
kepada kaum muslimin agar mempersiapkan diri dengan
segala bentuk kekuatan untuk membuat rasa takut (teror)
kepada musuh Islam agar mereka tidak menzalimi umat
Islam.22

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat
dipahami bahwa kata terorisme memuat dua arti pokok
yaitu takut dan kekerasan. Dengan demikian, secara
bahasa terorisme dapat ditulis sebagai usaha untuk
menciptakan ketakutan atau kengerian dengan cara

melakukan kekerasan atau kekejaman.

2. Makna Istilah terorisme

Hingga saat ini belum ada kesepakatan yang
signifikan di antara sarjana atau pakar sosial politik
mengenai makna istilah terorisme. Begitu juga definisi
terorisme yang diajukan oleh beberapa negara atau
organisasi internasional pun sering berbeda dan saling
bertabrakan akibat titik pandang (point of view) dan
kepentingan yang mengikutinya pada saat pendefinisian.

Hal ini lumrah terjadi karena masalah terorisme

pada masing-masing negara jelas berbeda, terutama dari

2 Fauzan al Anshary, Terorisme dalam Perspektif Barat dan Islam dalam
ZA Maulani dkk, Terorisme dan Konspirasi Anti Islam, editor Abduh
Zulfidar Akaha, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2002), h.166
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segi aksi, pelaku dan tujuan teror itu sendiri. Misalnya;
aksi terorisme dalam bentuk bom bunuh diri (suicide
bomb) lazim terjadi di kawasan Timur Tengah. Sementara
aksi teror bom hit and run gerilyawan perjuangan
Republik Irlandia Utara, Irish Republican Army (IRA) yang
kerap terjadi di Inggris.

Begitu pula pendefinisian oleh  organisasi
internasional juga berbeda bahkan sering berseberangan
satu sama lain karena perbedaan penekanan program,
fokus kegiatan, faktor-faktor yang sifatnya segmentatif
dan batasan lingkup kegiatan seperti soal Hak Asasi
Manusia (HAM), Demokrasi, Hubungan Internasional
hingga faktor ekonomi.

Pengertian paling mungkin dilakukan adalah
pengertian yang diambil secara etimologis dari kamus
dan ensiklopedia. Dari pengertian etimologis itu dapat
diintepretasikan pengembangannya yang biasanya tidak
jauh dari pengertian dasar tersebut.

Secara filosofis Hannah Arendt, filosof dan politisi
Yahudi kelahiran Jerman melihat terorisme sebagai
sebuah propaganda sekaligus filsafat kebencian.

Menurutnya:

“yang terbukti sangat menarik adalah bahwa

terorisme  semacam  filsafat untuk mengungkapkan
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frustrasi, kemarahan, rasa benci; semacam ekspresionisme

politik yang menggunakan bom untuk mengekspresikan

diri, yang amat suka memperhatikan publisitas untuk

menggemakan perbuatan-perbuatan mereka dan bersedia

membayar dengan hidup mereka karena telah berhasil

memaksakan pengakuan eksistensi seseorang dalam strata

normal masyarakat.”23

Secara praktis, Arendt melihat teror sebagai sarana
untuk mengamalkan ideologi tertentu yang dianut oleh
sebuah rezim totaliter. Ideologi itu harus memperoleh
dukungan banyak orang dan bahkan dukungan
mayoritas sebelum dapat dijalankan sepenuhnya.2*
Dalam negara totaliter menurut Arendt propaganda dan
teror merupakan dua sisi mata uang yang sama.?
Propaganda merupakan paket perang urat syaraf, tetapi
teror lebih dari itu.2e Bahkan teror menjadi substansi
rezim totaliter.

Definisi ~ yang  ditawarkan  Arendt  diatas
mengesankan bahwa teror adalah sebuah tindakan bukan
ideologi dan dari segi pelaku teror lebih dititikberatkan

kepada negara. Dengan kata lain, teror merupakan alat

2 Hannah Arendt, Asal-usul Totalitarisme [ilid III ,(Jakarta: Yayasan
Obor Indonesia, 1995), h. 45

24 Hannah Arendt, Asal-usul Totalitarisme Jilid I ,(Jakarta: Yayasan Obor
Indonesia, 1995), h. 7

25 [bid, h. 59

26 Ibid, h. 69

30 Muhammad Nasir



kekuasaan. Pendapat Arendt ini tentu berangkat dari
pengalaman empiris dan rekam jejak historis terorisme .

Sejarah tentang terorisme berkembang sejak berabad
lampau, ditandai dengan bentuk kejahatan murni berupa
pembunuhan dan ancaman yang bertujuan untuk
mencapai tujuan tertentu. Perkembangannya bermula
dalam bentuk fanatisme aliran kepercayaan yang
kemudian berubah menjadi pembunuhan, baik yang
dilakukan secara perorangan maupun oleh suatu
kelompok terhadap penguasa yang dianggap sebagai
tiran. Pembunuhan terhadap individu ini sudah dapat
dikatakan sebagai bentuk murni dari Terorisme dengan
mengacu pada sejarah terorisme modern.?”

Koesparmono Irsan menyatakan, praktek terorisme
sebenarnya berusia sama tuanya dengan usia peradaban
manusia. Sejarawan Yunani Kuno Xenophon (431-350
SM) menulis tentang efektifitas perang psikologis untuk
menghadapi para pemberontak.2® Meski istilah teror dan
terorisme baru mulai populer abad ke-18, namun
fenomena yang ditujukkannya bukanlah baru. Menurut
Grant Wardlaw dalam buku Political Terrorism (1982),

manifestasi terorisme sistematis muncul sebelum

27 Loudewijk F. Paulus, “Terorisme”, http:// buletinlitbang. dephan.
go.id, diakses 12 Februari 2010

28 Muhammad Ikhlas Thamrin, Densus 88 Undercover, (Solo: Quo
Vadis, 2007), h. 38
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Revolusi Perancis, tetapi baru mencolok sejak paruh
kedua abad ke-19.2

Kata terorisme yang berasal dari Bahasa Perancis le
terreur semula dipergunakan untuk menyebut tindakan
pemerintah hasil Revolusi Perancis yang
mempergunakan kekerasan secara brutal dan berlebihan
dengan cara memenggal 40.000 orang yang dituduh
melakukan kegiatan anti pemerintah.

Menurut Noam Chomsky, istilah terorisme pada
waktu itu digunakan dalam makna aslinya, terutama
untuk menunjuk aksi-aksi kekerasan pemerintah
(penguasa) yang ditujukan untuk menjamin ketaatan
rakyat.30 Tetapi beberapa waktu belakangan, menurut
Chomsky makna aslinya seolah terlupakan. Istilah
terorisme justru diterapkan terutama untuk aksi
pembalasan yang dilakukan oleh individu atau
kelompok terhadap penguasa.

Selanjutnya kata terorisme dipergunakan untuk
menyebut gerakan kekerasan anti pemerintah di Rusia.

Dengan demikian kata terorisme sejak awal

2% Rikard Bagun, “Indonesia di Peta Terorisme Global”, http://
www.polarhome.com, 17 November 2002, diakses 22 Januari 2010

30 Noam Chomsky, Menguak Tabir Terorisme, judul asli Pirates and
Emperors: International Terrorism in the Real World, penerjemah Hamid
Basyaib (Jakarta: Mizan, 1991), h. 20
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dipergunakan untuk menyebut tindakan kekerasan oleh
pemerintah maupun kegiatan yang anti pemerintah.3!

Menurut Webster’s New World College Dictionary
(1996), definisi terorisme adalah “the use of force or threats
to demoralize, intimidate, and subjugate.”32 Mohammad
Mova Al’Afghani membedakan terorisme ke dalam dua
macam definisi, yaitu definisi tindakan teroris (terrorism
act) dan pelaku terorisme (terrorism actor). Disepakati oleh
kebanyakan ahli bahwa tindakan yang tergolong
kedalam tindakan terorisme adalah tindakan-tindakan
yang memiliki tiga elemen yaitu kekerasan, tujuan politik
dan teror / intended audience.33

Definisi akademis tentang terorisme tidak dapat
diselaraskan menjadi definisi yuridis. Bahkan Amerika
Serikat yang memiliki banyak peraturan (act) yang
menyebut kata ferrorism atau terrorist di dalamnya,
sampai saat ini pun masih belum dapat memberikan
standar definisi tentang terorisme, baik secara akademis

maupun yuridis.

3 Muhammad Mustofa, Memahami Terorisme: Suatu Perspektif
Kriminologi, (Jakarta: Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI, 2002) vol
2 no III (Desember 2002), h. 30

32 Imam Cahyono, “Terorisme dan Hegemoni Kesadaran”, httpy/
mail2.factsoft.de/ pipermail/national/ 2002>, 30 Oktober 2002, 12 April
2010

3 Mohammad Mova Al Afghani, “Kampanye Melawan Terorisme Telah
Merusak Tatanan Hukum” http:/ /www.theceli.com, 6 Agustus 2003,
diakses 12 April 2010
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Jirgen Habermas, filosof asal Jerman menyebutkan

ada tiga jenis terorisme yang berbeda satu dengan

lainnya,? yaitu;

D

Perang gerilya tanpa pandang bulu, contohnya
kejadian terorisme di Palestina, di mana pembunuhan
sering dilakukan para pejuang militan yang dalam
menyerang (targetnya) tidak mengharapkan dirinya
selamat.

Perang gerilya paramiliter, contohnya model perang
gerilya paramiliter yang diterapkan oleh gerakan-
gerakan  kemerdekaan nasional dan  secara
retrospektif disahkan oleh pembentukan negara yang
mereka perjuangkan.

Terorisme global, yang mana tidak tampak
mempunyai tujuan-tujuan yang realistis dari segi
politik selain mengeksploitasi kerapuhan sistem yang
kompleks. Terorisme global ini memuncak pada
serangan 11 September terhadap gedung World Trade
Center di New York.

Merujuk kepada pendapat Habermas di atas,

terorisme jenis pertama dan kedua terlihat partisan dan

3 Jurgen Habermas dalam Giovanna Borradori, Filsafat Dalam Masa
Teror; Dialog dengan Jiirgen Habermas dan Jacques Derrida, (Jakarta:
Penerbit Kompas, 2005), h. 81
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hanya berlaku pada lokasi-lokasi spesifik atau wilayah-
wilayah spesifik. Jenis pertama bisa dilihat dari intensitas
bom bunuh diri serta serangan membabi buta yang
dilakukan oleh gerilyawan intifadah di Palestina tanpa
mempertimbangkan keselamatam diri mereka sendiri.
Jumlah dan persenjataan yang tidak memadai tidak
menyurutkan perlawanan mereka, bahkan terkesan tidak
realistis serta tanpa perhitungan. Jenis kedua bisa dilihat
dari intensitas serangan yang dilakukan oleh gerilyawan
Chechen di Chechnya terhadap pemerintah Rusia. Di
samping itu, terorisme jenis pertama dan jenis kedua ini
sangat jelas mempunyai tujuan yang spesifik yaitu
menuju kemerdekaan nasional negara Palestina dan
negara Chechnya.

Sementara terorisme jenis ketiga memiliki spektrum
yang lebih luas hingga terkadang mengaburkan tujuan
mereka sendiri. Aktor atau pelaku terorisme jenis ketiga
inipun sangat samar dan sulit ditangkap. Hal ini pulalah
yang menyebabkan terorisme global dianggap sebagai
ancaman terbesar terhadap otoritas negara-negara yang
terduga dijangkiti serangan sel terorisme global.

Jacques Derrida dalam percakapannnya dengan
Giovanna Borradori®®> membagi terorisme kepada dua

jenis yaitu;

3 Jacques Derrida, dalam Giovanna Borradori, op.cit, h. 153
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1) Terorisme Nasional yaitu aksi terorisme yang
dilakukan dengan tujuan mengalahkan atau
membebaskan sebuah teritori dan mendirikan sebuah
negara kebangsaan.

2) Terorisme Internasional adalah aksi terorisme yang
kegentingan peristiwa dan implikasinya dapat
dirasakan oleh seluruh dunia.

Menurut Derrida jenis terorisme/ perjuangan
kemerdekaan sebagaimana pada poin yang pertama
hanya ada di masa lalu dan menyisakan sedikit saja di
masa sekarang. Hal itupun diikuti oleh pelaku terorisme
yang lain yaitu terorisme negara.3¢ Sementara terorisme
Internasional, terutama sebagaimana yang dikenal
sekarang ini menurut Derrida masih kabur dan samar-
samar. Konstruksi media massa atas peristiwa serangan
terhadap gedung World Trade Center (WTC) dan
Gedung Pentagon pada 11 September 2001 yang
cendrung membesar-besarkan peristiwa ini dari segi
jumlah korban dan besarnya kerusakan hingga
menjadikan peristiwa ini menjadi peristiwa internasional.

Apakah terorisme kejahatan nasional atau
internasional? Menurut Antonio Cassese, pertama:

terorisme memiliki pengaruh yang meluas, tidak hanya

3 Barangkali yang dimaksud Derrida dengan terorisme negara di sini
adalah terorisme yang dilakukan oleh negara penjajah.
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terhadap satu negara, kedua: yang paling penting
dilakukan dan dipusatkan di dalam wilayah satu negara
yang kemudian menjurus pada ”state promotion”, “state
toleration” atau “state acquiesce”, sehingga alasan bagi
penanganan secara internasional atau menjadi sangat
beralasan. Ketiga: perbuatan tersebut dilaksanakan dalam
skala luas. Di samping kejahatan perang, terorisme dapat
dijadikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan

(crimes against humanity).37
Pengertian lainnya meletakkan terorisme dalam

kaitannya dengan pengertian kejahatan dalam hukum
internasional. Sejauh ini, Terorisme hanya dapat
dikategorikan  sebagai kejahatan dalam  hukum
internasional bila memenuhi kriteria yang disebutkan
dalam 12 konvensi multilateral yang berhubungan
dengan terorisme yaitu:

1) Convention on Offences and Certain Other Acts
Committed On Board Aircraft (“Tokyo Convention”,
1963).

2) Convention for the Suppression of Unlawful Seizure

of Aircraft (“Hague Convention”, 1970).

37 Jawahir Thontowi, Islam, Neo Impreialisme dan Terorisme; Perspektif
Hukum Internasional dan Nasional, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. xiii
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Convention for the Suppression of Unlawful Acts
Against the Safety of Civil Aviation (“Montreal
Convention”, 1971).
Convention on the Prevention and Punishment of
Crimes  Against Internationally Protecred Persons,
1973.
International Convention Against the Taking of
Hostages (“Hostages Convention”, 1979).
Convention on the Physical Protection of Nuclear
Material (“Nuclear Materials Convention”, 1980).
Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of
Violence at Airports Serving International Civil
Aviation, supplementary to the Convention for the
Suppression of Unlawful Acts against the Safety of
Civil Aviation, 1988.
Convention for the Suppression of Unlawful Acts
Against  the Safety of Maritime Navigation, 1988.
Protocol for the Suppression of Unlawful Acts
Against the Safety of Fixed Platforms Located on the
Continental Shelf, 1988.

10) Convention on the Marking of Plastic Explosives for

the Purpose of Detection, 1991.

11) International Convention for the Suppression of

Terrorist Bombing (1997, United Nations General
Assembly Resolution).
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12) International Convention for the Suppression of the
Financing of Terrorism, 1999.38

Antonio Cassese memberikan gambaran umum
(general feature) terorisme sebagai kejahatan dalam hukum
internasional yang terdiri dari tiga elemen utama:

1) Perbuatan-perbuatan tersebut harus telah diakui atau
setidaknya memiliki unsur-unsur yang dapat
digolongkan dalam kejahatan di banyak negara;

2) Perbuatan-perbuatan tersebut ditujukan untuk
menyebarkan teror dengan menggunakan kekerasan
atau ancaman yang ditujukan terhadap negara, publik
atau sekelompok orang;

3) Haruslah memiliki motivasi politik, ideologis,
keagamaan dan tidak ditujukan bagi keuntungan-
keuntungan yang bersifat pribadi.?

Berkaitan dengan hal tersebut, hukum pidana
internasional telah menambahkan tiga lagi perbuatan
yang dikategorikan sebagai kejahatan yaitu; kejahatan
agresi (agression), kejahatan penyiksaan (forture) dan
kejahatan terorisme (ferrorism). Sebelumnya hanya

dikenal tiga macam yaitu; kejahatan perang (war crimes),

38 “Convention Against Terrorism”, <http//www.unodc.org>, diakses 28
April 2010
39 Jawahir Thontowi, op.cit., h. xii
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kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity)
dan genosida (genocide).40

Terorisme dalam bentuk lainnya antara lain gerakan
protes sistem sosial yang sedang berlaku di sebuah
negara. Misalnya aksi teror oleh Brigade Merah Italia
yang bertujuan membebaskan Italia dari kaum kapitalis
multinasional. Pemerintah Italia memasukkan Brigade
Merah ke dalam kelompok teroris.*!

Adakalanya terorisme digunakan untuk
menyingkirkan lawan politik, misalnya teror yang
digunakan Moammar Khadafi terhadap lawan politiknya
dengan menggunakan pembunuh-pembunuh bayaran
dari Eropa (luar negeri). Salah satu korbannya adalah
mantan Perdana Menteri Libya A. Hamid Bakhous yang
terbunuh di Mesir.

Berdasarkan wuraian di atas dapat disimpulkan
bahwa terorisme dari segi aksinya mengandung makna
positif dan makna negatif. Di samping itu, terorisme dan
teror telah berkembang dalam sengketa ideologi,
fanatisme agama, perjuangan kemerdekaan,
pemberontakan, gerilya bahkan juga oleh pemerintah

sebagai cara untuk menegakkan kekuasaannya.

40 Ibid, h. x
41 Muhammad Ikhlas Thamrin, op.cit, h. 40
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Makna positif dapat dilihat dari segi tujuan politik
teror itu sendiri misalnya aksi teror yang ditujukan untuk
perjuangan kemerdekaan menuju terbentuknya negara
bangsa. Dalam konteks ini, istilah teror justru tidak tepat
karena teror merupakan manipulasi bahasa yang
dilakukan oleh penjajah (imperialis/kolonialis) untuk
memojokkan gerakan/ gerilyawan kemerdekaan suatu
bangsa.

Sementara makna negatif dapat dilihat dari jenis
teror yang dilakukan oleh negara untuk menjamin
ketaatan rakyat kepada pemerintah. Praktek teror seperti
ini merujuk kepada pendapat Hannah Arendt
sebelumnya, merupakan praktek negara tiran dan
totaliter. Dalam era demokrasi sekarang ini, negara yang
tiran dan totaliter dimusuhi karena tidak sesuai dengan

prinsip demokrasi.

3. Tujuan terorisme

Terorisme dalam serangkaian aksinya berupaya
menebaran kepanikan, intimidasi, dan kerusakan di
dalam masyarakat melalui kekerasan atau ancaman
untuk menurunkan semangat, menakut-nakuti, dan
menaklukkan pihak yang diteror. Adapun tujuan-tujuan

yang lazim dari terorisme adalah :
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a. Tujuan politik

Melihat dari latar sejarahnya, terorisme bertujuan
politik dan ini merupakan tujuan utama terorisme.
Menurut Jurgen Habermas terorisme hanya dapat diberi
isi politik jika mempunyai tujuan-tujuan politik yang
realistis. Kalau tidak terorisme sejajar dengan tindakan

kriminal biasa.42

2) Tujuan ideologis

Sebagaimana diungkapkan oleh Hannah Arendt
terorisme digunakan sebagai sarana untuk mengamalkan
ideologi tertentu yang dianut oleh sebuah rezim totaliter.
Ideologi itu harus memperoleh dukungan banyak orang
dan bahkan dukungan mayoritas sebelum dapat
dijalankan sepenuhnya.** Berbagai aksi yang terjadi

kekerasan selama Perang dingin* yang berlangsung

42 Giovanna Borradori, op.cit., h. 81

4 Hannah Arendt, Asal-usul Totalitarisme Jilid I ,Op.cit., h.7

44 Perang Dingin adalah sebutan bagi sebuah periode di mana terjadi
konflik, ketegangan, dan kompetisi antara Amerika Serikat (beserta
sekutunya disebut Blok Barat) dan Uni Soviet (beserta sekutunya
disebut Blok Timur) yang terjadi antara tahun 1947 —1991. Persaingan
keduanya terjadi di berbagai bidang: koalisi militer; ideologi,
psikologi, dan tilik sandi; militer, industri, dan pengembangan
teknologi; pertahanan; perlombaan nuklir dan persenjataan. Istilah
"Perang Dingin" diperkenalkan pada tahun 1947 oleh Bernard Baruch
dan Walter Lippman dari Amerika Serikat untuk menggambarkan
hubungan yang terjadi di antara kedua negara adikuasa tersebut.
Lihat di "httpy/id.wikipedia.org/wiki/Perang_Dingin"

42 Muhammad Nasir
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antara 1947-1991 tersebut bisa disebut sebagai contoh

terorisme yang sarat tujuan ideologi.

3) Tujuan Agama

Terorisme bertujuan agama yang dimaksud di sini
adalah penggunaan kekerasan yang menggunakan dalil-
dalil agama dengan alasan untuk tujuan agama itu
sendiri. Ada banyak istilah yang digunakan pakar untuk
melihat teror yang dilatarbelakangi agama. Dalam
sejarah, terorisme jenis ini lebih sering disebut “perang”.
Referensi historis perang antar agama ini misalnya
Perang Salib (Crusades) yang berlangsung tiga gelombang
(antara 1095 M - 1219 M). Dalam pengantar buku Holy
War : The Crusade and Their Impact on Today's (Perang Suci:
Dari Perang Salib hingga Perang Teluk, Karen Armstrong
memilih istilah perang suci (the crusade), dan pada
bukunya yang lain ia memakai istilah the Battle of God
atau ”“Berperang demi Tuhan”4. Mark Juergensmeyer
menyebutnya “Teror Atas Nama Tuhan”4 dalam
bukunya Teror Atas Nama Tuhan: Kebangkitan Global

Kekerasan Agama.

4 Lihat buku Karen Armstrong, Berperang demi Tuhan (Jakarta: Mizan
2000)

46 Mark Juergensmeyer, Teror Atas Nama Tuhan : Kebangkitan Global
Kekerasan Agama, (Jakarta: Nizam Press, 2002). Judul asli, Teror in the
Mind of God: The Global Rise of Religious Violence (California: University
of California Press, 2000)
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Menurut Francois Houtart, secara apologis
kandungan agama-agama pada dasarnya adalah anti
kekerasan (non wviolent), namun manusia baik secara
individu atau kolektif menyelewengkan maknanya.*
Kekerasan atas nama agama menurut Houtart berangkat
dari pertentangan antara yang baik dan jahat.
Pertarungan antara keduanya memicu kekerasan yang
saling berbalasan. Berikutnya, penyebaran agama juga
bisa menimbulkan kekerasan apabila kekerasan menjadi
alat penyebaran agama tersebut. Dampak dari kekerasan
atas nama agama ini antara lain ketakutan atau kengerian
sebagai arti dasar kata teror serta menimbulkan distorsi

besar terhadap agama.

4. Taktik Terorisme

Studi para pakar terorisme menunjukkan berbagai
alasan di balik aksi teror yang mereka lakukan. Teroris
sering mengaku bahwa mereka telah kehabisan cara
untuk merubah situasi sosial, politik, ekonomi ataupun
kehidupan beragama dan tidak memiliki pilihan lain

untuk menyampaikan maksudnya selain dengan cara-

47 Wim Beuken, Karl-Kuschel et.al, Agama sebagai Sumber Kekerasan,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. ix
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cara kekerasan. Di antara taktik yang sering

digunakan teroris dalam melancarkan aksinya adalah:

1) Bom, baik bom bunuh diri (suicide bom) ataupun
meletakkan atau melontarkan bom ke area target
dan pelakunya diupayakan selamat (hit and run).
Dalam dekade terakhir, aksi teror yang tercatat di
media massa berhubungan dengan bom.

2) Pembajakan, yang populer selama periode 1960-
1980-an. Jenis pembajakan yang populer adalah
pembajakan pesawat terbang komersil. Contoh
terbaru adalah pembajakan pesawat terbang
komersil yang kemudian ditabrakkan ke gedung
World Trade Center (WTC) New York pada 11
September 2001.

3) Pembunuhan. Taktik ini merupakan aksi terorisme
tertua dan masih sering digunakan hingga saat ini.
Sasaran serangan biasanya adalah pejabat
pemerintah, politisi dan aparat keamanan dan
biasanya target sudah diramalkan dan pembunuh
biasanya mengklaim bertanggungjawab  atas
pembunuhan tersebut.

4) Penculikan, penyanderaan, perampokan, ancaman

atau intimidasi dan berbagai taktik lainnya.
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Sebagai catatan tambahan, teroris sengaja
menjadikan warga sipil sebagai sasaran serangan dengan
alasan warga sipil memiliki kemampuan berunding,
diplomasi dan lobi yang lemah. Selain itu serangan
terhadap warga sipil merupakan cara yang jitu untuk

menarik perhatian massa dan dunia.
B. TEROR DAN PENCITRAAN TERHADAP ISLAM

Citra adalah kata benda yang berarti rupa atau
gambar. Dalam istilah manajemen, citra merupakan
gambaran yang dimiliki orang banyak mengenai pribadi,
perusahaan, perusahaan, organisasi atau produk.4
Berdasarkan definisi di atas, yang dimaksud dengan
Citra Islam di Indonesia dalam penelitian ini adalah
gambaran yang dimiliki orang banyak mengenai Agama
Islam di Indonesia baik dari segi ajaran (normatif)
maupun kesejarahannya (historis).

Islam di Indonesia pascaperistiwa 11 September 2001
menurut pendapat beberapa kalangan tenggelam dalam

pencitraan yang negatif. Citra Islam yang negatif

48 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Cet. I Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 216
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menurut Mohd. Arifullah®* dipicu oleh berbagai
preseden yang dilakukan oleh atau kepada umat Islam.
Citra negatif tersebut bergerak pada dua dataran, yaitu
dataran historis dan dataran normatif. 50

Pendapat Arifullah itu agaknya dipengaruhi oleh
pemikiran Fazlur Rahman yang membagi Islam dalam
dua aspek pokok yaitu aspek normatif dan aspek historis.
Dalam bukunya yang berjudul, Islam and Modernity:
Transformation of an Intellectual Tradition (1982),
sebagaimana dikutip Abd. A’la,’! ia merekomendasikan
perlunya pembedaan antara Islam normatif dan Islam
historis. Menurutnya, Islam normatif adalah ajaran-
ajaran Al-Qur’an dan Sunnah Nabi yang berbentuk nilai-
nilai moral dan prinsip-prinsip dasar, sedang Islam
historis adalah penafsiran yang dilakukan terhadap
ajaran Islam dalam bentuknya yang beragam.

Islam normatif menurut Rahman merupakan kriteria
untuk menilai Islam historis. Berdasarkan hal ini
diharapkan citra Islam yang sering digeneralisir menjadi
citra negatif dan citra positif saja dapat diluruskan.

Menurut Fazlur Rahman bahwa antara Islam normatif

49 Lihat Mohd. Arifullah, Rekonstruksi Citra Islam di Tengah Ortodoksi
Islam dan Perkembangan Sains Kontemporer (Jakarta: Ul Press-Sultan
Thaha Press, 2004)

50 Jbid, h. xxiii

51 Abd A’la, Dari Neomodernisme ke Islam Liberal; Jejak Fazlur Rahman
dalam Wacana Islam di Indonesia, (Jakarta: Paramadina, 2003), h. 69
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dan Islam historis harus dibedakan. Islam normatif
adalah Islam (Al-Qur'an dan hadis) yang dinamis dan
humanis, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.
Sedangkan Islam historis adalah ajaran-ajaran Islam yang
telah bercampuraduk dengan interpretasi (pemahaman)
manusia.

Islam Normatif menurut Fazlur Rahman adalah
Islam pada dimensi sakral, yang diakui adanya realitas
transendental, yang bersifat mutlak dan universal,
melampaui ruang dan waktu atau sering disebut sebagai
realitas ke-Tuhan-an. Sementara, Islam Historis adalah
Islam yang tidak bisa dilepaskan dari kesejarahan dan
kehidupan manusia yang berada dalam ruang dan
waktu, Islam yang terangkai oleh konteks kehidupan
pemeluknya dan ia berada di bawah realitas ke-Tuhan-
an.

Harian Republika edisi 22 Agustus 2006 memuat
wawancara Sekjen The Muslim Council of Britain, Igbal
Sacranie. Dalam wawancara itu, Igbal menyatakan,
bahwa di berbagai belahan dunia, komunitas Muslim
sangat terpinggirkan oleh isu-isu bercitra negatif.
Pencitraan itu sangat menyakitkan, dan begitu ofensif
diberitakan media. Di antaranya, adalah pernyataan
Presiden AS George W Bush, yang dengan simplistis

menyatakan bahwa ancaman teroris atas pesawat-
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pesawat tujuan AS yang terbang dari Inggris adalah
bagian dari gerakan fasis Islam. Pencitraan semacam itu,
jelas harus segera diatasi oleh umat Islam. Dalam hal ini,
menurut Igbal, media harus bisa membedakan dan
memiliki keseimbangan dalam memberitakan tentang
Islam dan aktivitas sekelompok umat Islam.52 Pernyataan
Igbal tersebut setidaknya telah membuat kategori
tersendiri tentang citra Islam, yaitu: Islam sebagai agama
dan aktivitas umat Islam.

Kajian tesis tentang Implikasi Kebijakan Pemerintah
Indonesia dalam Melawan Terorisme terhadap Citra Islam di
Indonesia  Pasca  Peristiwa 11  September 2001  ini
dimaksudkan sebagai sebuah penelitian agama dengan
pendekatan sejarah. Dengan kata lain, kajian ini
diharapkan menjadi sebuah historiografi sejarah agama
atau sejarah Islam di Indonesia.

Menurut Imam Suprayogo, objek penelitian agama
adalah ajaran dan keberagamaan.’® Ajaran adalah teks
(tulisan) yang menggambarkan doktrin teologis, simbol,
norma dan etika yang harus dipahami, diyakini,
disosialisasikan diamalkan dan dilembagakan dalam
kehidupan. Ajaran itu bisa berupa teks al Qur’an, Hadits

dan pemikiran para ulama. Sedangkan keberagamaan

52 Harian Republika (Jakarta), 22 Agustus 2006
5% Imam Suprayogo, Tobroni, Metodologi Penelitian Sosial -
Agama, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), h. 20
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adalah fenomena sosial yang diakibatkan oleh agama.
Fenomena ini bisa berupa struktur sosial, pranata sosial
atau prilaku sosial.

Di Indonesia, perang global melawan terorisme
mendapat sambutan positif dari pemerintah. Setidaknya,
keterlibatan dalam perang global ini dapat memberikan
dampak positif terutama dalam mengatasi persoalan
keamanan dalam negeri. Pernyataan perang melawan
terorisme terlihat dari lahirnya beberapa kebijakan
pemerintah, di antaranya Undang-Undang Nomor 15
tahun 2003 Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Terorisme yang dimaksud dalam kebijakan tersebut
adalah tindak pidana terorisme. Sayangnya, tatkala
kebijakan itu diterapkan, umat Islam merasa terpojok
karena pemberitaan media®* serta bahasa-bahasa yang
dilontarkan pemerintah seolah tertuju kepada umat
Islam. Kesan atau pencitraan yang muncul adalah
terorisme di Indonesia merupakan produk ideologi Islam
yang  tersambung dengan jaringan  terorisme
internasional. Kesan negatif itu seolah menghapuskan

kenyataan lainnya bahwa mayoritas umat Islam hidup

54 Hal ini dapat ditemukan dengan mudah pada tulisan-tulisan yang
tersebar di media massa cetak ataupun internet yang bernada
stigmatisasi yang mengidentikkan Muslim dengan teroris atau Islam
dengan terorisme, terutama pada tulisan yang mengkhusukan kajian
terhadap terorisme.
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dalam suasana damai di bawah dua organisasi massa
(ormas) Islam terbesar yaitu Nahdlatul Ulama dan
Muhammadiyah serta beberapa ormas lainnya.

Kebijakan pemerintah memang bukan penyebab
utama timbulnya citra negatif terhadap Islam di
Indonesia. Sebab utama yang dapat dimaklumi oleh
umat Islam adalah adanya pelaku terorisme yang
beragama Islam dan justru secara serampangan
menggunakan dalil-dalil dan terma agama untuk tujuan
teror (kekerasan). Beberapa dalil dan terma yang sering
digunakan misalnya jihad, syahid, rampasan perang (fa'i)
dan sebagainya. Tetapi belakangan ini, kebijakan
pemerintah menjadi dominan dan menjadi penyumbang
bagi terbentuknya citra negatif terhadap Islam di
Indonesia.

Berdasarkan beberapa argumen di atas, kebijakan
pemerintah dalam mengatasi masalah terorisme di
Indonesia telah menimbulkan implikasi negatif di
samping dampak positif lainnya. Implikasi negatif ini
dapat disebut sebagai dampak yang tidak diharapkan
(unintended consequences). Dalam penelitian tesis ini,
penulis melihat kemungkinan munculnya implikasi
kebijakan melawan terorisme itu adalah kepada citra

Islam di Indonesia, terutama jika ditinjau dari segi

Perang Melawan Terorisme 51



sejarah perkembangan Islam di Indonesia (implikasi

historis).
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INDONESIA MELAWAN TEROR
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A. AKSI TERORISME DI INDONESIA PASCA-
PERISTIWA 11 SEPTEMBER 2001

Terorisme di Indonesia bukanlah hal yang baru
terutama dalam bentuk aksi yang dikategorikan
terorisme. Misalnya aksi pengeboman yang melanda
beberapa tempat dan fasilitas umum di Indonesia. Jika
dirunut ke belakang, dalam kurun 1984 (peledakan
gedung BCA Pacenongan, Glodok dan Gajah Mada di
Jakarta yang menyeret beberapa tokoh Petisi 50) hingga
2001 setidaknya telah terjadi sekitar 21 kali serangan bom
di beberapa wilayah Indonesia.’ Imparsial, lembaga
pemantau HAM Indonesia mencatat sejak 11 November
1976 (teror bom terhadap Masjid Nurul Iman Padang
yang dituduhkan kepada Kelompok Komando Jihad),
tidak kurang dari 49 kali aksi pengeboman menimpa
beberapa wilayah Indonesia hingga aksi Bom Bali 1.5

Besarnya angka kejadian pengeboman tersebut
membuat Indonesia yang dihuni oleh mayoritas Muslim
ini dituduh sebagai sarang kelompok teroris

sebagaimana sering disebut pascaserangan terhadap

55 Wawan H Purwanto, Terorisme Undercover; Memberantas Teroris
hingga ke Akar-akarnya, Mungkinkah? (Jakarta: CMB Press, 2007), h. 18
% Tim Imparsial, The Indonesia Human Rights Monitor, Implikasi
Perang Melawan Terorisme terhadap Penegakan HAM di Indonesia
(Laporan Monitoring Koalisi untuk Keselamatan Masyarakat Sipil 2002-
2009), (Jakarta: Imparsial, 2009), h. 50-56

54 Muhammad Nasir



menara kembar World Trade Center (WTC) di New York
tahun 2001. Kenyataan ini menarik untuk dibahas karena
ada kesan yang muncul bahwa peristiwa 11 September
2001 itulah yang sesungguhnya menjadi titik tolak
menguatnya wacana terorisme di Indonesia. Oleh sebab
itu, untuk melihat seberapa besar aksi terorisme di
Indonesia, seberapa besar tindakan yang diambil
pemerintah terhadap pelaku terorisme dan seberapa
besar pula pengaruh aksi terorisme Indonesia dalam
wacana terorisme internasional perlu digambarkan
secara ringkas kronik beberapa kejadian terorisme di
Indonesia pascaperistiwa 11 September 2001 tersebut.
Beberapa aksi terorisme yang terkenal tersebut antara

lain:

1. Bom Balil, 12 Oktober 2002

Bom Bali terjadi pada malam hari tanggal 12 Oktober
2002 di kota kecamatan Kuta di pulau Bali, Indonesia.
Peristiwa ini menimbulkan korban 202 orang meninggal
dan mencederai 209 orang. Korban kebanyakan
wisatawan asing (terutama Australia) yang sedang
berlibur di Bali. Peristiwa ini dianggap sebagai peristiwa
terorisme terparah dalam sejarah Indonesia, sekaligus

menjadi babak baru tragedi bom di Indonesia. Saat itu
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Presiden Amerika Serikat (AS), George Walker Bush
tengah gencar-gencarnya merekrut negara-negara lain,
salah satunya Indonesia, agar mau bergabung dengan AS
dalam perang melawan terorisme.

Bom Bali I ini merupakan satu-satunya bom yang
berskala internasional. Di samping korbannya adalah
warga asing, dari segi jumlah korban merupakan jumlah
terbanyak kedua setelah Bom WTC New Tork, 11
September 2001.57 Pada hari itu, beberapa bom meledak.
Bom pertama dan kedua mengguncang kawasan di Jalan
Legian, Kuta (Sari Club dan Paddy’s Cafe). Sedangkan
ledakan lainnya terjadi dekat kantor konsulat Amerika
Serikat (AS) Denpasar. Untuk ledakan pertama dan
kedua, polisi mengindentifikasi bahwa ledakan berasal
dari bom mobil yang diletakkan dalam Mitsubishi L300.
Bom Bali I ini dikaitkan dengan keberadaan jaringan

organisasi bawah tanah Jama’ah Islamiyah (JI).

2. Bom Hotel JW Mariott Jakarta, 5 Agus 2003

Bom melanda Hotel JW Mariott di kawasan Mega
Kuningan, Jakarta, Selasa, 5 Agus 2003 pada pukul 12.45
dan 12.55 WIB. Bom ini menghancurkan sebagian hotel

JW Mariott, menewaskan 12 orang dan melukai 150

57 Ibid, h. 56
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orang. Akibat peristiwa itu, Hotel JW Marriott ditutup
selama tiga minggu dan setelah melakukan operasi
perlengkapan mulai reopened menyelesaikan renovasi
kembali tanggal Jumat, 22 Agus 2003.58

Ledakan berasal dari bom mobil bunuh diri dengan
menggunakan mobil Toyota Kijang bernomor polisi B
7462 ZN vyang dikendarai oleh Asmar Latin Sani.
Menurut kepolisian, kelompok pelaku adalah kelompok
Jama’ah Islamiyah (JI) Padang dan Bengkulu yang
sebelumnya merupakan sel tidur yang belakangan
diaktifkan oleh Dr. Azahari, Noordin M Top dan

Dulmatin.?

3. Bom Kedutaan Besar Australia di Jakarta, 2004

Ledakan bom bunuh diri juga melanda Kedutaan
Besar Amerika Serikat (AS) di kawasan Kuningan
Jakarta, 9 September 2004. Bom ini menewaskan 5 orang®?

dan menyebabkan 180 orang luka-luka.! Ledakan ini

58 Pengeboman JW Marriott 2003, Wikipedia bahasa Indonesia, diakses
21 April 2010

% Tim Imparsial, op.cit., h. 58
0 Jumlah korban tewas tidak begitu jelas. Pihak Indonesia berhasil
mengevakuasi 9 orang, namun pihak Australia menyebut angka 11
orang. ibid, h. 59
61 Majalah Tempo, Ledakan di Tengah Sarapan, Edisi 20-26 Juli 2009,
tanggal 26 Juli 2009, h. 34
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juga mengakibatkan kerusakan beberapa gedung di
sekitarnya seperti Menara Plaza 89, Menara Grasia, dan
Gedung Bank Negara Indonesia (BNI).

Menurut Polisi, pengeboman dilakukan oleh Heri
Kurniawan alias Heri Golun dengan menggunakan Mini
Van Daihatsu berwarna hijau. Heri berhasil diidentifikasi
melalui tes DNA. Pada 5 November 2004, polisi berhasil
mengungkap pelaku lainnya yaitu Rois, Ahmad Hasan,
Apuy dan Sogir alias Abdul Fatah di Kampung Kaum

Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

4. Bom Bali II, 1 Oktober 2005

Bom kembali mengguncang Bali pada tanggal 1
Oktober 2005. Pada peristiwa ini terjadi tiga kali
pengeboman, dua di Kuta yang menghancurkan Raja’s
Bar Café & Restaurant dan Kuta Square, serta satu bom di
Jimbaran yang menghancurkan Nyoman Café di dekat
Hotel Four Seasons Jimbaran. Sedikitnya 23 orang tewas
dan 196 lainnya luka-luka, beberapa warga negara
Australia turut menjadi korban peristiwa ini. Peristiwa
ini masih bermodus bom bunuh diri. Pelakunya yang
berhasil diidentifikasi adalah Aip Hidayat, Misno, alias
Wisnu alias Yanto dan Muhammad Salik Firdaus.

Pada acara konferensi pers, Presiden Susilo Bambang
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Yudhoyono mengemukakan telah mendapat peringatan
mulai bulan Juli 2005 akan adanya serangan terorisme di
Indonesia. Namun aparat mungkin menjadi lalai karena
pengawasan adanya kenaikan harga BBM.¢2 Pascatragedi
tersebut, Pemerintah Australia meminta Indonesia
menetapkan Jama'ah Islamiyah (JI) sebagai organisasi
terlarang. Sebaliknya pemerintah Indonesia beralasan,
pelarangan tidak bisa dilakukan karena secara formal JI

tidak tercatat sebagai organisasi®®

5. Bom Hotel JW Mariott dan Ritz-Carlton Jakarta, 17
Juli 2009

Pada 17 Juli 2009 itu terjadi dua ledakan, yang
pertama terjadi pukul 07.47 WI di Hotel JW Mariott,
dilakukan oleh penghuni kamar 1808. Ledakan kedua di
Hotel Ritz Carlton pukul 07.57 WIB. Polisi yakin aksi ini
merupakan bom bunuh diri karena di sana ditemukan
satu kepala manusia yang diduga kuat kepala pelaku. ¢

Peristiwa ini menewaskan 9 orang dan sedikitnya 62
orang terluka. Peristiwa ini juga mengakibatkan batalnya

kedatangan tim sepakbola Loga Primer Inggris,

62 Bom Bali 2005, Wikipedia Bahasa Indonesia, diakses 21 April 2010
63 Howard Desak RI Soal JI, Republika (Jakarta), 6 Oktober 2005

64 Ledakan di Tengah Sarapan, Majalah Tempo (Jakarta), edisi 20-26 Juli
2009, h. 14

Perang Melawan Terorisme 59



Manchester United yang dijadwalkan menginap di Ritz
Carlton. Manchester United dijadwalkan bertanding
dengan tim bintang sepakbola Indonesia, Senin, 20 Juli
20009.

Polisi menduga Bom ini masih dilakukan oleh
jaringan Noordin M. Top, sempalan Jama’ah Islamiyah.
Tetapi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
membuka kemungkinan pelaku lainnya. Dalam jumpa
persnya, Presiden SBY mengaitkannya dengan
kemenangan SBY dalam Pemilihan Presiden. Ia menduga
ada pihak yang ingin menjadikan Indonesia seperti Iran
setelah Pemilu. ¢

Teror bom di Indonesia bukanlah fenomena tunggal,
tetapi dilatarbelakangi berbagai motif sosial politik yang
bersifal lokal domestik (dalam negeri) di samping
dikaitkan dengan fenomena global seperti menguatnya
jaringan terorisme internasional dan isu-isu globalisasi
lainya. Di samping beberapa kasus teror bom di atas, ada
banyak kejadian bom lainnya yang terkait dengan konflik
sosial politik di Indonesia. Misalnya, pemboman dalam
konflik pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh
Merdeka (GAM), Konflik Poso, Ambon dan aksi
perusakan dan pemboman tempat ibadah dan fasilitas

perbelanjaan di beberapa tempat di Indonesia. Gambaran

65 Ibid., h. 37
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singkat kasus konflik dan peledakan bom di tanah air
dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1
Peledakan Bom di Era Reformasi sebelum Bom Bali
200266
No Waktu Lokasi Korban/ Keterangan
kerusakan
1 11 Plaza Atrium Tidak ada Pelaku M Rosalin,
Des.1998 | Senen Jakarta | korban Handa-yani dan Yan
Pieterson Manusama
2 2 Jan. Toserba - Pelaku V.M. Rosalin
1999 Rama-yana, J1 Han-dayani dan Yan
Sabang, Pieterson Manusama,
Jakarta Pusat diduga bermotif
sengketa pribadi.
3 15 April Plaza Hayam | - Pelaku adalah Ikhwan,
1999 Wuruk, Naiman, Edi Taufik,
Jakarta Barat Suhendi, dan Edi
Rohadi, Anggota
Angkatan Muja-hidin
Islam Nusantara
(AMIN) pimpinan Eddy|
Rianto. Motifnya
kriminal.
4 19 April Masjid Istiglal | Korban 2 luka- | Pelakunya adalah Eddy
1999 Jakarta luka Rianto alias Umar, 40
th. Ia diduga otak pe-
rampokan Bank BCA

66 Tim Imparsial, op.cit., h.51-56
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Taman Sari, Jakarta dan
peledakan 1 wartel di
Hayam Wuruk.
5 20 Okt. Bundaran 1 orang -
Hotel pendukung
1999 Indonesia PDI- P tewas
dan 15 terluka
6 28 Mei GKPI Medan | menyebabkan Pelaku menurut polisi
2000 32 orang luka Jamaah Islamiyah (JT)
serius. pimpinan Abu Hanifah
Ketua Wakalah Sumut.
Menurut polisi Bom di
bawah kendali Hambali
7 4 Juli Gedung Tidak ada Pelaku Said Adnan
2000 Bundar korban
Kejaksaan
Agung
Jakarta
8 22 Juli Gereja Santa - Imam Samudera
2000 Anna Jakarta (pengen-dali
operasional lapangan
JI). Menurut kepolisian
Hambali adalah pen-
gendali luar negeri.
9 1 Agus Rumah Dubes | 2 tewas, 21 Pelaku Abdul Jabar bin
Filipina J1. terluka, ter- Ahmad Kandai me-
2000 Imam Bonjol, masuk Dubes nurut kepolisian bom
Menteng Filipina Leoni- | di bawah Kendali
des T Caday. Hambali
10 27 Agus Gereja GKRI - Pelaku menurut polisi
Medan depan Jamaah Islamiyah (JT)
2000 GKII Medan pimpinan Abu Hanifah
Ketua Wakalah Sumut.
Menurut polisi Bom di

62 Muhammad Nasir




bawah kendali Hambali

11 27 Agus Rumah - Pelaku menurut polisi
pendeta Jamaah Islamiyah (JT)
2000 Sitorus pimpinan Abu Hanifah
Medan Ke-tua Wakalah Sumut.
Menu-rut polisi Bom di
bawah kendali Hambali
12 27 Agus Kedubes Tidak ada Pelaku: Iwan Setiawan
Malaysia, J1. korban jiwa. Saifan Nurdin, M.
2000 Mudin, dan Praka
Rasuna Said, Ibrahim Hasan.
Kuningan Menurut polisi aksi ini
terkait dgn Gerakan
Jakarta Aceh Merdeka.
13 13 Sept. Lantai Parkir | 10 orang Pelaku Tengku
Gedung Bursa | tewas, 90 luka- | Ismuhadi, Iwan
2000 Efek Jakarta, luka. 104 mobil | Setiawan, Saifan
JI. Sudirman rusak berat, 57 Nurdin, dan M. Mudin,
Jakarta rusak ringan. Praka Ibrahim Hasan,
Irwan bin Ilyas, Ibrahim
Abdul Wahab. Menurut
Kepolisian aksi ini
terkait Gerakan Aceh
Merdeka.
14 14 Okt. PT New - Menurut kepolisian
Month, Bom di bawah kendali
2000 Sumbawa Hambali
15 12 Nowv. Gedung ISTP | - Pelaku menurut polisi
Dharma Jamaah Islamiyah (JT)
2000 Agung pimpinan Abu Hanifah
Medan Ketua Wakalah Sumut.
Bom di bawah kendali
Hambali
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16 24 Des. Serangkaian 16 orang tewas | Mabes Polri mencatat
aksi bom melukai 96 pada malam Natal
2000 pada malam jiwa, 37 mobil tersebut ter-jadi 23
Natal di rusak. ledakan. Kepoli-sian
beberapa kota menyebutkan Bom di
di Indonesia. kendali Hambali
17 25 Des. Rumah - Pelaku menurut
pendeta LT kepolisian Jamaah
2000 Manson, Islamiyah (JI),
Medan pimpinan Abu Hanifah,
Ketua Wakalah JI
Sumut.
18 18 Jan. Taman Mini - Pelaku Elize M.
2001 Indonesia Tuwahatu.
Indah
19 10 Mei Asrama Mhs. 3 tewas, 18 Pelaku: Muslihuddin
2001 Aceh, J1. terluka, Muarif, Taufik
Perahu 1, sebagian Abdullah, Mushalli,
Manggarai bangunan Jenis bom rakitan
Jakarta hancur.
20 22 Juli Gereja HKBP | 5 luka-luka - -
2001 Duren Sawit,
Jakarta Timur
21 22 Juli Gereja St 64 luka-luka -
2001 Anna, Pondok
Bambu, Jak-
Tim
22 1 Agus Pelataran 6 orang cedera | Pelaku Edi Setyono dan
Atrium Se- Taufik bin Abdul Ha-
2001 nen, lim.
23 23 Sept. Plaza Atrium, | - Pelaku Ramli dkk.
Senen, Jakarta menurut kepolisian
Bom di bawah Kendali
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2001

Hambali

24 12 Okt. Restoran KFC, | Tidak ada 1 bom lainnya dipasang
Makassar korban jiwa. di kantor MLC Life Cab,
2001 Makassar tidak
meledak.
25 6 Nov. Australian - Bom rakitan meledak di
In-ternational halaman
2001 School (AIS),
Pejaten,
Jakarta.
26 9 Nov. Gereja Petra, - Pelaku Ujang Haris,
J1. Cilincing Wahyu Handoko
2001 Raya, Koja
Jakarta
27 26 Nov. Gereja Hancur akibat
Bethany - ledakan bom.
2001 Poso
28 22 Des. GKP 2 kali ledakan Menurut kepolisian. Bo
Pangkalan tak ada korban | m di bawah kendali
2001 Kerinci Hambali
P.Baru
29 1 Jan. RM Ayam 1 pelaku tewas
2002 Bulungan, dan 1 lainnya
Kebayoran luka-luka
Baru
30 18 Jan. Tiga rumah - -
ibadah di
2002 Palu
31 3 April Hotel Ambo- 4 tewas, 47
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2002 ina, Maluku luka berat.
32 4 April Kantor - -
2002 PDAM di
Ratulene,
Poso
33 28 Mei Bom rakitan 4 los terbakar -
2002 meledak di
tiga tempat di
Poso
34 5 Juni Bus PO Anta- | 4 penumpang -
2002 riksa Palu-
Ten-tena, tewas dan 16
meledak di Ds
Toini, Poso lainya terluka.
Pesisir
35 9 Juni Parkir Hotel Korban 4 Pelaku Dodi Prayoko
2002 orang luka alias
Jayakarta, berat
Dis-kotek Buyung
Eksotis,
Jakarta
36 1 Juli Desa Tagolu, - -
2002 Kec. Lage,
Kab. Poso
37 1 Juli Mal Graha 7 orang luka- pelaku terkait GAM
2002 Cijantung luka yakni, Ramli. M. Nur,
Jakarta Mudawali, Muh. Hasan
Irsyadi dan Syahrul.
38 26 Agus Bom I di Ger- | 1 orang polisi -
bang Rejo & dan 1 warga
2002 bom II sipil luka
Kasintuwu.
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serius.

Berdasarkan informasi yang dimuat dalam tabel di
atas beberapa kasus peledakan bom terkait dengan kon-
flik sosial politik di Indonesia, yaitu konflik pemerintah
Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Kon-
flik Poso dan Ambon. Beberapa nama yang belakangan
dikaitkan dengan jaringan terorisme internasional seperti
Hambali, Imam Samudra dan Abu Hanifah mulai
muncul, serta organisasi Jama’ah Islamiyah juga mulai
disebut.

Tabel 2
Peledakan Bom di Era Reformasi setelah Bom Bali 200267
N | Wa- Lokasi Korban/ kerusa- Keterangan
° ktu kan
1 12 2 ledakan di Le- | 202 orang tewas, Ledakan berasal dari
Okt. gian, Kuta Sari bom mobil yang

Club & Paddy’s | mayoritas warga diletakkan dalam
2002 | Café). 1 Leda-kan| Australiadan300 | Mitsubishi L300. Pelaku

dekat kantor orang luka-luka. Imam Samudra, Mukhlas

konsulat AS, alias Ali Gufron, Amrozi

Denpasar. Ali Imron adik kandung
Amrozi

67 Ibid., h.56-61
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2 12 Konjen Filipina, | Tidak ada korban | pelaku pemboman Otje
Okt. Manado, Sulut jiwa dan Idris.
2002
3 5Des. | Resto McDo- 3 orang tewas dan | 16 orang ditetapkan
nald's & Mal 11 luka-luka. sebagai pelaku
2002 | Ratu Indah
Makassar
4 3 Wisma Bhayang- | Tidak ada korban | tersangka pelaku AKP
Febru | kari, Mabes Polri | jiwa. Anang Sumpena.
ari Jkt
2003
5 1 Jalur pipa PT - Pelaku Panglima
April | Perusahaan Gas Gerakan Aceh Merdeka
2003. | Negara Medan Wil. Medan Deli Manaf
Abdi
6 27 Terminal 2F, 2 orang luka berat | -
April | Bandara Sukarno| dan 8 lainnya luka
2003 -Hatta, Jakarta sedang dan ringan.
7 30 Pasar Aceh, 3 pedagang terkena| -
Juni Banda Aceh serpihan bom.
2003
8 12]Juli | Bus Omegajur. | Menewaskan 1 -
2003 Palu - Tentena, orang remaja
Lage, Poso putri
9 14 Juli | Gedung Dewan | rolling door rusak Disebutkan melibatkan
2003 Perwakilan dan kaca pintu
Rakyat RI Gedung Nu- anggota Gerakan Aceh
santara I pecah
Merdeka (GAM).
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10 |5 Hotel JW 12 orang tewas Bom mobil bunuh diri
Agus | Marriott, Jakarta | dan 150 orang menggunakan mobil To-
cedera . Sebagian | yota Kijang No. polisi B
2003 Hotel JW Marriott | 7462 ZN yang dikendarai
hancur oleh Asmar Latin Sani.
Pelaku adalah JI Padang
dan Bengkulu (sel tidur
yang diaktifkan oleh Dr.
Azahari, Nurdin M. Top
dan Dulmatin.
1m |7 JL.Pulau Sabang, | 1 tewas Bachtiar (20 tahun)
Agus | Rayamanya, Poso tewas, diduga sbg
perakit bom
2003
12111 Depan kantor Lu-| Lima warga luka-
Sept. rah Kasiguncu, luka
Poso Pesisir.
2003
1B | 14 Kel. Kasiguncu, | - -
Okt. Kec. Poso Pesisir
2003
1411 Kantor agen PO | - -
Nov. Bus Omega, Kota
Tentena
2003
15 | 23 Depan kantor - -
Des. Lurah Lemboma-
wo Kec. Poso
2003 Kota,
16 | 26 Bom rakitan ber- | - -
Nov. |kekuatan rendah

di J1. Pulau Irian,

Tanah Runtuh,
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2003 Poso.
17 | 26 Perbatasan Kel. - -
Des. Gebang Rejo dan
Lembomawo
2003 Kec. Poso Kota.
18 | 4Jan. |tiga bom aktif di | - -
2004 Desa Tabalu,
Kec.Poso Pesisir.
19 | 5Jan. |Simpang ]l - Pelakunya penjual mie
2004 Aceh, menurut polisi
Sisingamangaraja adalah anggota separatis
menuju terminal Gerakan Aceh Merdeka
Amplas Medan
20 | 10Jan. |Kafe Bukit 4 tewas dan 2 Pelakunya, Arman, Idil,
Sampoddo Indah Ahmad Rizal, Jeddi, Be-
2004 di Kec.Wara, luka-luka nardi dan Jasmin Aswan-
Kab.Luwu, di, Ishak, Nirwan, Kahar,
Palopo Agung Hamid..
21 | 18Jan. |1 bom aktif di - -
perbatasan Kel.
2004 Moengko Lama
dan Rayamanya,
kota Poso.
22 | 13 Pasar Sentral Menewaskan 6 Meledak di dalam
April | Poso angku-tan kota jurusan
2004 warga Poso-Tentena
23 117 21 bom rakitan di| - -
April Poso, tersebar di
2004 3 kec.
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24

17 Juli
2004

GOR Poso,

Sulawesi Tengah

Sarjono,Fikri Nayu, Ko-
kong, Syahril Nakita
alias Ayi, Wiwij Kalahe,

Jindra Nirda, Taufik
Bulaga alias Upik
Lawanga.
25 | 9Sept. | Kedutaan Besar | 5 tewas dan Pelaku adalah Heri Kur-
Australia, ratusan ter-luka. niawan alias Heri Golun
2004 Kuningan, Sejumlah gedung | dengan menggunakan
Jakarta di sekitarnya van mini jenis Daihatsu
rusak. Jumlah bewarna hijau. Pelaku
korban tewas yang lain yaitu Rois,
tidak begitu jelas. | Ahmad Hasan, Apuy,
Pihak Indonesia dan Sogir alias Abdul
Menyebut 9 Fatah
orang namun
Australia
menyebut 11
orang
26 | 13 Kantor polisi di | Menewaskan 5
Nov. Poso, orang
2004
27 | 12 Gereja Immanuel | - Haris dan Amril Ngiode
Des Palu
alias Aat.
2004
28 | 1Jan. |Penginapan - -
2005 Alamanda, Poso
Kota dan JI Pulau
Kalimantan,
29 | 3Jan. | Dekat Asrama Kerusakan -
2005 Brimob, Poso
bangunan
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30 | 7Jan. |Moengko Lama, | - -
2005 Poso Kota
31 | 22 Batu Merah, 19 orang terluka Sholeh dan Abdullah.
Maret | Ambon Terkait konflik Ambon
2005
32 | 28 Kantor Pusat Re- | - -
April | konsiliasi Konflik
2005 dan Perdamaian
(PRKP), J1 Ka-
tamso 13, Poso
Kota. Kantor
Lembaga Pengu-
atan Masyarakat
Sipil (LPMS), JL
W.Monginsidi,
Bonesompe, Poso
33 | 28 2 bom, menghan-| 22 orang tewas Ardin alias Rojak alias
Mei curkan Pasar (10 orang Pe- Djanatu, Armil Ngiode,
2005 Sentral Tentena, | rempuan, 10 laki- | Mujadid dan Iwan Irano
Poso laki dan 2 orang
anak-anak
34 | 8Juni |Rumah Abu Jibril| - -
2005 di Pamulang
Barat
35 | 28 markas tim suk- | - -
Juni ses Piet-Thalib,
2005 Poso.
36 | 29 Depan kejaksaan | - -
Juni negeri Poso,
2005
37 | 12Juli | Kantor Komisi - -
Pemilihan Umum|
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2005 Daerah Poso.
38 | 25 Pasar Mardika, Delapan orang Pelaku yakni Kasim Wali
Agus | Ambon lukaluka.
(eksekutor), A Lulu Kal-
2005 bera a (perakit bom), Sar-
min Makian alias Aden
(yang menyuruh), Bakri
Kaliky (peracik bom dan
perencana pengeboman).
39 | 17 J1. Monginsidi, 4 cedera, salah
Sept. Kel. Lawanga, satunya perempu
Kec. Poso an
2005
40 | 1Okt. |Raja'sBar & 22 orang tewas 3 bom bunuh diri. Pelaku
Restaurant, Kuta | dan 102 luka-luka adalah Aip Hidayat,
2005 Square, Pantai Misno alias Wisnu alias
Kuta dan di Yanto, Muhammad Salik
Nyoman Café Firdaus
Jimbaran.
4 | 27 Bus AKDP PO Beberapa penum | -
Okt. Omega pang luka bakar.
2005
42 31 Pasar Babi Maesa| 8 tewas, 6 luka Pelaku Abdul Muis Dedy
Des. Palu, berat dan 57 luka Parsan, dan Firsan alias
ringan. Icang (perakit bom)
2005
4313 Kompleks GOR | - -
Agus | Poso, J1. Brigjen
Katamso,
2006
4 | 29 Taripa, Kec. - 4 ledakan bom, disusul
Sept. PamonaTimur. kerusuhan massa
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2006

Carlton, Jakarta.

53 orang terluka.

45 | 30 Dekat Gereja
Sept. Maranatha &
Kantor Camat
2006 Poso Kota
46 | 18Jan. |Jalan Pulau Sum-| -
bawa Kel. Ge-
2007 bang Rejo Poso,
47 | 20Jan. |lbomrakitandi | -
depan Gereja Ad-
2007 vent di Kel. Ka-
sintuwu, Poso
48 | 17]Juli |Hotel JW Marri- | 9 orang tewas, Pelaku Dani Dwi Perma-
2009 ott dan Ritz- na, 19 th, dan Nana

Ikhwan Maulana, 28 th

Pada tabel 2 di atas, kasus peledakan bom masih

terkait dengan konflik sosial politik di Indonesia, yaitu

konflik pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh
Merdeka (GAM), Konflik Poso dan Ambon. Tetapi
pascabom Bali 12 Oktober 2002, terjadi perubahan yang

signifikan. Teror bom domestik bernuansa konflik sosial

politik masih sering terjadi, namun gaungnya dikalahkan
oleh teror bom Bali I dan II (2002 &2005), Bom JW Mariott
I (2003) Bom Kedubes Australia / bom Kuningan (2004)

dan Bom JW Mariott-Ritz Carlton (2009).
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beralih menjadi kasus internasional dan pola pemboman
juga mengalami perubahan mengikuti pola bom bunuh
diri yang lazim terjadi di Timur Tengah.

Berdasarkan uraian di atas juga dapat diidentifikasi
bahwa pelaku teror bom berasal dari latar masalah dan
aktor yang berbeda-beda. Pelaku teror bom domestik
biasanya terkait dengan konflik sosial politik di
Indonesia. Pelaku yang dirilis oleh pemerintah
Indonesia untuk kasus domestik antara lain Gerakan
Aceh Merdeka (GAM), dalam konteks konflik RI GAM
dan Kelompok Sipil/ perorangan dalam Konflik sosial
Poso dan Ambon. Teori tentang terorisme internasional
dengan sendirinya telah mengubah status teror bom di
Indonesia sekaligus pelakunya.

Bom Bali I dan II (2002 & 2005), Bom JW Mariott I
(2003) Bom Kedubes Australia / bom Kuningan (2004)
dan Bom JW Mariott-Ritz Carlton (2009) dinilai
merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, dilakukan
oleh jaringan terorisme internasional dan sebagainya.
Organisasi yang disebut antara lain Jama’ah Islamiyah
yang diduga sebagai jaringan Al-Qaeda di Asia

Tenggara di mana sebagian anggotanya ikut ambil
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bagian dalam perjuangan Mujahidin Afghanistan

melawan tentara pendudukan Uni Soviet.®8

B. ASAL USUL DAN AKAR IDEOLOGIS TERORIS-
ME DI INDONESIA

1. Asal-usul Terorisme di Indonesia

Aksi teror yang bertubi-tubi di awal abad ke-21 yang
menjalar ke berbagai negara memunculkan istilah
lahirnya “Abad Teror” sebagaimana disebut dalam buku
Strobe Talbot The Age of Terror: American and the World
After September 11 (New York: Basic Book, 2001)% Sebutan
lainnya yang popouler di kalangan akademisi antara lain
“Abad Radikalisme”, “Abad Fundamentalisme”, dan
“ Abad Ekstremisme”. Indonesia pun tidak luput dari aksi
teror yang secara tiba-tiba mengubah citra Islam
Indonesia yang moderat dan ramah menjadi beringas.
Wajah beringas ini tentu saja ditampilkan oleh aktor-

aktor yang disebut sebagai teroris oleh negara. Beberapa

68 Endang Turmudi dan Riza Sihbudi, Islam dan Radikalisme di
Indonesia, (Jakarta: LIPI Press, 2005), h. 50

6 M Zaki Mubarak, Genealogi Islam Radikal di Indonesia: Gerakan,
Pemikiran dan Prospek Demokrasi, (Jakarta: LP3ES, 2008), h. 2
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argumen yang mengemuka mengenai asal-usul kejadian

teror di Indonesia. Di antaranya:

a. Konflik Sosial Politik di Indonesia

Jauh sebelum peristiwa 11 September 2001 Indone-
sia sudah sering dilanda aksi kekerasan yang belakan-
gan disebut sebagai terorisme. Motif terkuat dari aksi
terorisme tersebut adalah konflik sosial politik sebagai-
mana terjadi di Aceh, konflik bermotif solidaritas agama
dengan target sasarannya antara lain rumah ibadah dan
prasarana sipil lainnya, konflik sosial berlabel agama di
Ambon dan Poso serta beberapa tempat lainnya.
Menurut Imparsial, konflik ini memiliki motif
separatisme serta motif benturan kepentingan ekonomi
politik elit lokal-nasional.”0

Robin Luckham menilai aksi terorisme yang terjadi
di Indonesia sebagai krisis politik terbesar yang
merupakan sisa carut-marut warisan politik masa lalu
dan kegagalan demokrasi diiringi dengan Kkrisis
legitimasi dan krisis kapasitas negara. Politik yang
terbuka berjalan seiring dengan hukum yang bobrok

serta rendahnya penghormatan terhadap HAM, korupsi

70 Imparsial, op.cit., h.13
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yang merajalela serta problem sosial ekonomi yang

terjadi di Indonesia.”

b. Perang Global Melawan Terorisme

Peristiwa 11 September 2001 adalah titik tolak men-
guatnya wacana dan aksi terorisme di Indonesia. Me-
nurut Syafiq Hasyim, Amerika dan Inggris telah berhasil
meyakinkan masyarakat dunia (termasuk Indonesia)
bahwa terorisme merupakan persoalan yang harus men-
dapat perhatian dan penyelesaian bersama dari masya-
rakat dunia.”
Keyakinan akan adanya terorisme di Indonesia didukung
oleh besarnya angka kejadian pengeboman di Indonesia
yang dihuni oleh mayoritas Muslim. Sebelum peristiwa
11 September 2001, aksi pengeboman di beberapa tempat
di Indonesia masih terhitung sebagai persoalan keama-
nan dalam negeri meskipun dari beberapa pelaku yang
diungkapkan kepolisian terkait dengan jaringan teroris-
me internasional. Tetapi tren terorisme di Indonesia mu-
lai berubah ketika serangan terhadap fasilitas publik
yang dianggap representasi asing/ barat di Indonesia

mulai marak diiringi dengan keterlibatan jaringan inter-

71 Robin Luckham, Democratic Strategies for Security in Transituion and
Conflict, (London & New York: Zed Books, 2003), h. 21

72 Syafiq Hasyim, “Lima Tahun Tragedi 11/9/2001”, Kompas (Jakarta)
Senin 11 September 2006, h. 4
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nasional seperti Jama’ah Islamiyah (JI) yang disebut se-

bagai jaringan Al-Qaeda di Asia Tenggara.

c. Teori Konspirasi

Teori konspirasi paling sering muncul dalam
perbincangan masyarakat berkaitan dengan rentetan
aksi-aksi bom yang terjadi di Indonesia maupun di luar
negeri. Tujuan teori ini diharapkan mampu menguak
berbagai misteri yang meliputi peristiwa-peristiwa
tersebut, terutama siapa otak pelaku pengeboman
tersebut. Tesis utama teori konspirasi adalah penolakan
(negasi) bahwa bukan kelompok Islam melakukan aksi

terorisme.

Terkait dengan aksi terorisme di Indonesia,
penganut teori ini sebagaimana ditulis Riza Sihbudi,”
berkeyakinan bahwa kasus Bom Bali merupakan bagian
dari skenario besar intelijen Amerika Serikat (AS) CIA
dan intelijen Israel Mossad untuk mendukung perang
melawan terorisme yang tengah dijalankan oleh AS.
Dasar teori konspirasi ini menurut Saifullah M. Sawi

adalah adanya kejanggalan dibalik peristiwa Bom Bali,”*

73 Riza Sihbudi, Terorisme dan Konspirasi Anti Islam dalam ZA Maulani
dkk, op.cit., h. 63-64

74 Lebih lanjut lihat Saifullah M. Sawi, “Terorisme Islam” di Indonesia
Merupakan Tuduhan dan Konspirasi Anti Islam Negara-negara Barat,
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yang menguatkan kesan bahwa bom Bali memang

dirancang oleh kekuatan global. Sedangkan pelaku

terorisme merupakan aktifis gerakan Islam radikal di

Indonesia ditambah dengan aktor-aktor siluman ciptaan

AS, misalnya Umar al Faruq yang mengaku mendapat

restu dari Abu Bakar Ba’asyir untuk melakukan aksi

pemboman di Bali.”> Tujuan konspirasi ini adalah:

1)

2)

3)

4)

Membenarkan asumsi yang telah dikembangan mela-
lui kampanye disinformasi sebelum peristiwa 11 Sep-
tember 2001, bahwa Indonesia adalah salah satu sa-
rang terorisme Islam

Menekan pemerintah RI agar segera memungkam
gerakan-gerakan Islam di Indonesia yang makin ma-
rak dan galak terutama terhadap konspirasi AS dan
Israel

Memecah belah Negara Kesatuan RI menjadi egara-
negara kecil agar mudah dikuasai dan dikeruk
kekayaan sumber daya alamnya

Menekan pemerintah RI (Megawati) agar endukung
invasi militer AS ke Irak. Sebelum Bom Bali, aksi-aksi
menentang invasi militer AS menguat, namun setelah

itu, semua opini berbalik arah. 76

Makalah Diskusi Dosen Fakultas Ilmu Budaya-Adab IAIN Imam
Bonjol Padang, Rabu, 21 Oktober 2009, h. 7-10

75 Wawan H Purwanto, op.cit., h. 20

76 ZA Maulani dkk, op.cit. h. 63
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Nurcholish Madjid (Cak Nur) mensinyalir adanya
konspirasi domestik bahwa tragedi bom bali adalah
rancangan pihak-pihak tertentu dari kalangan aspiran
kekuasaan untuk menciptakan kekacauan umum sebagai
alasan pembenaran tindakan mereka.””

Sepertinya teori konspirasi ini agak sulit
diaplikasikan untuk menganalisis kejadian terorisme di
Indonesia yang rumit. Level konspirasi internasional dan
domestik sebagaimana disebut di atas patut diwaspadai.
Beberapa Dbentuk konspirasi lainnya yang kerap
diwacanakan antara lain, keterlibatan Tentara Nasional
Indonesia (TNI), rekayasa Inteliien Indonesia, dan
tuduhan yang terbesar adalah adanya keterlibatan
jaringan organisasi Al-Qaeda yang disebut AS sebagai
jaringan terorisme internasional. Dalam hal ini, teori
konspirasi terkesan penyederhanaan masalah sekaligus
meletakkan peristiwa ini dalam konteks konflik Islam-
Barat. Dengan kata lain, teori konspirasi ternyata juga
berada dalam alur pikir benturan antara peradaban (the

Clash of Civilizations) yang dirilis Samuel P. Huntington.

77 Mathias Brocker, op.cit., h. 15
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d. Jihad Global Gerakan Islam Transnasional

Serangan Amerika Serikat, Inggris dan sekutunya ke
Afganistan dan Irak pascaperistiwa 11 September 2001
memicu bangkitnya aksi balasan yang dilakukan oleh
gerakan Islam lintas bangsa (transnasional) dengan klaim
Jihad global. Kekerasan global yang dilakukan AS/Barat
mendapatkan aksi balasan dari kelompok Islam terutama
yang berhaluan radikal. Kelompok Islam radikal yang
bersifat transnasional atau supranasional tersebut tidak
terikat kepada negara tertentu.”®

Kelompok Islam radikal transnasional ini lebih me-
musatkan perhatian dan kegiatannya dalam memerangi
pemerintah yang selalu menekan dan hendak memberan-
tas gerakan Islam di negaranya. Mereka berasal dari ber-
bagai negara yang penduduknya mayoritas beragama
Islam. Mereka direkrut dari berbagai kelompok Islam,
Ikhwan al-Muslimin, Jama’ah Salafi, Jamaah Tabligh, Ja-
ma’ah Islamiyah, dan Jama’at-i Islami.”

Di Indonesia, keberadaan jaringan Islam transnasio-
nal ini berawal dari mahasiswa Indonesia alumni Timur
Tengah. Organisasi Islam yang ada sekarang ini seperti

Ikhwan al-Muslimin, Hizbut Tahrir Indonesia dan seba-

78 Abdul Muis Naharong dan Herdi Sahrasad “Islam antara
Fundamentalisme dan Multikulturalisme”, Kompas (Jakarta), Jumat, 02
Maret 2007, h. 5

79 Ibid
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gainya didirikan oleh alumni Timur Tengah. Aksi tero-
risme tidak terkait langsung dengan mereka, tetapi bebe-
rapa tokoh Islam yang terlibat konflik Poso dan Ambon
merupakan alumni Timur Tengah yang pernah ikut ber-
jihad di Afghanistan saat pendudukan Uni Soviet di ne-
gara tersebut. Beberapa dari veteran Afghanistan ini be-
lakang terlibat dalam serangkaian aksi bom di Indonesia.

Beberapa penulis seperti Al Chaidar, Sidney Jones,
Noor Huda Ismail, Hamdan Basyar, dan Nasir Abbas se-
petinya sepakat bahwa momen penting yang harus dica-
tat berkenaan dengan jaringan terorisme global adalah
pengalaman di Afganistan.80 Di antara argumen utama
mereka adalah bahwa aksi bom dan terorisme di Indone-
sia merupakan resonansi dari aksi yang sama di Afgha-
nistan, Irak dan beberapa negara Timur Tengah lainnya.
Di samping itu, keterlibatan alumni Afghanistan ini juga

terlihat dalam konflik di Mindanao Filipina Selatan.

2. Akar Ideologis Terorisme di Indonesia

Belakangan ini, kata “Islam” sering diikutkan

dengan istilah seperti “fundamentalis”, “militan”,

80 PSIK-Indonesia, Terorisme, Ideologi, dan Gerakan Transnasional di
Indonesia, http:/ /psik-
indonesia.org/home.php?page=fullnewsé&id=191, diakses 28 April
2010
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“radikal”, “teroris”, “modernis”, “liberalis”, dan
“sekularis”, dan lain-lain. Berbagai penamaan tersebut
sudah sangat umum dipakai dalam mengkaji dan
mengulas Islam moderen. Bahkan, isu “fundamentalisme
Islam” telah menyedot perhatian jauh sebelum Perang
Dingin berakhir.8! Para sarjana telah mencermati
terjadinya gelombang "tsunami’ politisasi agama sebagai
fenomena global yang baru. Mereka mendeskripsikan
dan menganalisis gelombang baru itu sebagai
fundamentalisme agama sebagai tandingan dari
modernisme dan sekularisme.

Maraknya aksi teror di Indonesia telah
menyimpulkan beragam pertanyaan. Siapa dalang di
balik aksi tersebut, apa motif di balik aksi tersebut, dari
mana sumber dananya serta teoretisasi apa yang relevan
untuk mengungkap gerakan terorisme di Indonesia
khususnya, dan di dunia secara umum.

Opini yang berkembang dan yang terkuat mengenai
faham yang menimbulkan aksi terorisme antara lain
faktor agama dan ideologis. Ada yang berpendapat
terorisme bersumber dari ajaran agama dan pernah

dilakukan atas nama semua agama. Sebagian lainnya

81 Martin Marty dan Scott Appleby dalam Bassam Tibbi, Ancaman
Fundamentalisme, Rajutan Islam Politik dan Kekacauan Dunia Baru
(Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), h. 3

84 Muhammad Nasir



berpendapat, terorisme disuburkan oleh ideologi-
ideologi tertentu. Adapun di Indonesia, akar ideologi
terorisme sebagaimana diungkap dalam tabel terdahulu,
terlihat sangat beragam. Tetapi tidak dapat diingkari
sebagian besar aksi terorisme tersebut berbasis umat
Islam dan menggunakan terma-terma umum dalam
agama Islam. Hal ini seolah menguatkan bahwa kasus
terorisme di Indonesia terkait dengan ideologi tertentu
dalam agama Islam.

Ideologi, atau lebih tepatnya pemahaman agama dan
ekspresi keberagamaan yang sering dikaitkan dengan
aksi terorisme adalah Fundamentalisme Islam. Istilah
fundamentalisme Islam meskipun masih dalam status
“sengketa”, namun pemberitaan media massa dan kajian
akademik telah mengukuhkan istilah ini sebagai titik
tolak pembahasan akar ideologi terorisme. Tanpa dapat
dibendung, fundamentalisme Islam telah menjadi tema
baru dalam khazanah sejarah pemikiran Islam di
Indonesia.

Perbincangan tentang fundamentalisme agama
menguat ketika beberapa aksi kekerasan hingga aksi
terorisme yang terjadi di Indonesia melibatkan pelaku
yang begitu konsisten menggunakan dalil-dalil agama
dalam tindakannya. Tidak mengherankan jika paham ini

dapat dengan mudah dikaitkan dengan kekerasan dan
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tindakan terorisme.

Secara historis, istilah fundamentalisme berakar dari
agama Kristen. Istilah fundamentalisme kadang
cenderung berkonotasi negatif dan mengejek, tapi juga
berfungsi untuk memberi batasan terhadap satu kondisi
tertentu sebagaimana gerakan "evangelicals" (para penjaga
Injil) yang erat hubungannya dengan politik di dalam
Gereja.

Menurut Muhammad Imarah, Fundamentalisme
menjadi gerakan keagamaan masyarakat Kristen Barat
pada dasawarsa pertama abad ke-20. Gerakan ini telah
melahirkan banyak organisasi dan yang paling menonjol
adalah di Amerika Serikat. Di antaranya adalah
Perkumpulan Kitab Suci (The Society of the Holy Scripture)
pada tahun 1902. organisasi ini menerbitkan konsep
paper yang berjudul Fundamentals, sebagai pertahanan
dan pembelaan terhadap interpretasi tekstual Injil
sekaligus sebagai serangan terhadap kritik dan
intrpretasi kontekstual terhadap Injil. Di samping itu di
Amerika Serikat juga muncul “Lembaga Kristen
Fundamentalis Internasional” dan “Perhimpunan
Fundamentalis Nasioal” pada tahun 1919.82

Menurut John L Esposito, Fundamentalisme sebagai

82 Keterangan lebih rinci lihat Muhammad Imarah, Perang Terminologi
Islam versus Barat, (Jakarta: Robbani Press, 1998), h. 67-69
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sebuah pemahaman tidak hanya terkait dengan gerakan
atau kelompok sosial msyarakat saja. Bahkan negarapun
bisa dipandang sebagai institusi yang diperintah atas
semangat fundamentalisme ini. Misalnya, monarki
konservatif di Saudi Arabia, Negara sosialis radikal di
Libya, keulamaan yang mengatur Iran, Taliban di
Afghanistan dan Republik Islam Pakistan, semuanya
disebut “fundamentalis”. Istilah tersebut mengaburkan
perbedaan antara mereka sendiri. Contohnya Libya dan
Iran memiliki banyak pandangan anti Barat pada masa
lalu, sedangkan Saudi Arabia dan Pakistan sering
menjadi sekutu AS. Islam politik dan Islamisme adalah
istulah yang lebih berguna jika menunjuk pada peran
Islam dalam politik.

Fundamentalisme atau Islam politik berakar pada
kebangkitan agama kontemporer, yang dimulai pada
akhir 1960-an dan telah mempengaruhi kehidupan
publik dan pribadi muslim. Di satu sisi, banyak muslim
menjadi taat secara agama, menunjukkan peningkatan
perhatian pada shalat, puasa, pakaian dan nilai-nilai
keluarga juga memperbaharui minaty dalam mistisisme
Islam atau Sufisme. Di sisi lain, Islam muncul kembali
dalam kehidupan public sebagai alternative ideology
politik dan social pada nasionalisme sekuler, kapitalisme

barat dan sosialisme Marxis, yang dipercaya telah gagal
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membantu mayoritas Muslim melepaskan diri dari
kemiskinan, pengangguran dan tekanan politik.
Pemerintah, gerakan Islam dan organisasi Islam dari
yang moderat sampai yang ekstrim tertarik pada Islam
untuk legitimasi dan memobilisasi dukungan umum.
Meskipun kosa kata fundamentalisme berasal dari
konteks  sosial  relijius dunia Barat, namun
fundamentalisme sesungguhnya merupakan fenomena
global yang dapat dijumpai dalam semua tradisi agama-
agama besar di dunia8?3 Dalam perkembangan
berikutnya ditemukan kecenderungan penamaan
fundamentalisme agama untuk menandai hadirnya
gelombang  ideologi baru pascakeruntuhan ideologi
sosialisme, yang seringkali diidentikkan dengan Islam.
Usaha mengidentifikasi fundamentalisme dengan
Islam ini terus dilakukan di dunia Barat seiring dengan
menguatnya arus gerakan Islam radikal di dunia Islam.
Dunia Barat tidak saja melihat gejala ini sebagai suatu
perkembangan natural di dunia Islam, tetapi juga
menyatakannya sebagai ancaman bagi masa depan
peradaban Barat. Cara pandang sementara kelompok di
Barat yang melihat fundamentalisme Islam sebagai
ancaman langsung bagi jantung peradaban Barat

memang tidak cukup beralasan, tetapi cara ekspresi

8 Ibid., h. 23
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fundamentalisme Islam yang cenderung menggunakan
retorika “anti Barat”, dan kritis terhadap agenda politik
dan budaya Barat, mempermudah sebagian kalangan
untuk memahami kekhawatiran dunia Barat tersebut.
Dalam Islam, fundamentalisme biasanya
diterjemahkan  dengan  al-Ushuliyyah  al-Islamiyyah
(fundamentalisme Islam), al salafiyah (warisan leluhur),
al-Sahwah al Islamiyah (kebangkitan Islam), al-Ihya al Islami
(bangunnya kembali Islam), al Badil al Islami (alternatif
Islam). Dengan demikian secara umum fundamentalisme
bisa dimaknai sebagai paham untuk kembali kepada
sesuatu yang dipandang sebagai pokok, dasar, dan asas.
Menurut M. ‘Abid  al-Jabiri, istilah  muslim
fundamentalis’ awalnya dicetuskan sebagai penanda
(signifier) bagi gerakan Salafiyyah Jamaluddin Al-
Afghani. Istilah ini, dicetuskan karena bahasa Eropa tak
punya istilah padanan yang tepat untuk menterjemahkan
istilah Salafiyyah. Anwar Abdul Malik memilih istilah itu
sebagai representasi dari istilah Salafiyyah Al-Afghani,
dalam bukunya Mukhtarat min Al-Adab Al-Arabi Al-
Mu’dshir (1965: berbahasa Prancis), dengan tujuan

memudahkan pemahaman dunia tentangnya dengan

84 [bid., h. 5
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istilah yang sudah cukup akrab: fundamentalisme.%5

Mohammed Arkoun menyatakan, fundamentalisme
Islam sebenarnya bukan bagian dari Islam tetapi
merupakan fenomena sosial dan politik semata. Apalagi
gerakan fundamentalisme kontemporer tidak lebih
merupakan hasil ideologisasi dan politisasi Islam.
Demikian pula halnya keseluruhan faktor yang
menggerakkan fundamentalisme Islam baik oposisi,
susunan ideologi, impian kolektif maupun halusinasi
individual tidaklah menuju kepada Islam sebagai agama
dan tradisi pemikiran.s¢

Menurut Nader Saidi, eksistensi fundamentalisme
Islam kontemporer harus dapat dipahami lebih baik
dalam kaitannya dengan kegagalan agenda liberalisme
Islam (the Failure of Islamic Liberalism) abad ke-19 dan 20.
Gerakan Islam fundamentalis modern adalah penolakan
secara mendasar atas liberalisme Islam dan reaksi
terhadap  kontradiksi-kontradiksi  internal  serta
kesukaran dalam usahanya menyelaraskan antara
persepsi-persepsi Islam dan tantangan modernisasi.

Adapun karakter fundamentalisme Islam menurut Nader

8 Zainul Ma'arif, Paradigma Kompleks sebagai Pisau Analisis,
http:/ /islamlib.com/ id/index.php?page=article&id=74, 28/11/2002,
diakses 28 Mei 2008

8 Mohammaed Arkoun, Membongkar Wacana Hegemonik dalam Islam
dan Postmodernisme, (Surabaya: Alfikr, 1999), h. 209
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Saidi adalah :

a.

Penafsiran yang bersifat represif atas gagasan Tuhan.
Mereka menolak “demokratisasi” interpretasi teks-
teks Tuhan, tetapi mengajukan penafsiran yang
absolutis.

Penyatuan antara agama dan negara. Perwujudan
konsepsi ini adalah ide tentang sistem pemerintahan
teokrasi.

Penolakan atas dominasi simbol-simbol modern dan

Barat.

. Penafsiran yang bersifat literal-scriptual, serta

menolak historisisime-rasionalisme.

. “Bukan Barat dan bukan Timur”. Islam telah memiliki

konsepsi sendiri yang meliputi keseluruhan aspek:
sosial, politik maupun ekonomi. Penolakan atas
kapitalisme  maupun  sosialisme  merupakan
konsekuensi  dari  keyakinan terhadap nilai
kekhususan Islam ini.

Pan-Islamisme. Manifestasi lain dari gagasan untuk
menghidupkan kembali konsep pemerintahan Pan-
Islamisme di mana pemeluk Islam didefinisikan
dalam satu kesatuan umat (ummah al wahidah). Angan-
angan ke arah satu kekhalifahan Islam merupakan

satu perwujudan dari ide-ide ini.8”

87 M Zaki Mubarak, op.cit., h. 19
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Sebagai tema sosiologis, "Fundamentalisme" pada
dasarnya merupakan istilah netral yang pada saat
tertentu bisa dimaknai positif ataupun negatif.
Fundamentalisme dimaknai positif dalam arti bahwa
istilah tersebut menunjukkan kelompok yang teguh
memegang keyakinannya tentang kebenaran. Sedangkan
makna negatif terletak pada kesulitan kelompok tersebut
untuk melakukan akselarasi gagasan, negosiasi dan
resistensi dengan kelompok lain yang dianggap sebagai
lawan. Karena itu orang luar memandang bahwa
kelompok "Fundamentalis" sebagai kelompok yang kaku
dan tak kenal kompromi.

Sementara itu, istilah “radikal fundamentalis” di
mana kata “radikal” ditempatkan di depan kata
“fundamentalis” mengandung arti suatu tindakan yang
berhubungan dengan penanganan spontan untuk
meningkatkan keadaan sosial.®® Dengan kata lain suatu
upaya perubahan sosial yang dilakukan secara spontan
menggunakan berbagai macam cara -termasuk
kekerasan- ke arah yang dikehendaki oleh pelaku
perubahan.

Al Zastrouw Ng menerjemahkan kata “radikal” yang

terletak di depan kata “fundamentalis” sebagai

8 Abu Ahmadi, Kamus Lengkap Sosiologi (Solo: Aneka, 1991), h. 226
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penegasan atas watak dan perilaku kaum fundamentalis
yang radikal dan fanatik dalam mengaktualisasikan
idealisme dan konstruksi pemikiran mereka.?® Dengan
demikian, kata radikal fundamentalis mengandung
pengertian suatu tindakan radikal dan fanatik yang siap
melawan musuh Islam untuk membela kebenaran agama
Islam sesuai dengan yang ada dalam keyakinan mereka.

Fundamentalisme Islam Indonesia memiliki ciri khas
yang sangat jauh berbeda dengan fundamentalis Islam di
negara seperti Pakistan ataupun negara-negara timur
tengah lainnya. Kelompok fundamentalisme Islam di
Indonesia mempunyai hubungan yang dekat dengan
kalangan pemerintahan maupun militer.
Fundamentalisme Islam di negara lain rata-rata
menjauhinya bahkan melakukan konfrontasi secara
terbuka.

Fundamentalisme dalam konteks politik sebenarnya
sudah  berakar lama dalam  sejarah  politik
Indonesia.Sejarah Indonesia mencatat beberapa periode
perdebatan negara dan gerakan fundamentalis. Misalnya
sekitar 1940-1960, dengan kontestan Negara dengan
ideology nasionalismenya (diwakili Sukarno-PNI) di satu

pihak dan Masyumi serta elemen gerakan fundamentalis

89 Al-Zastrouw Ng., Gerakan Islam Simbolik,Politik Kepentingan FPI,
(Yogyakarta: LKiS, 2006), h. 35
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lainnya di pihak lain. Begitu juga dengan gerakan Darul
Islam / Tentara Islam Indonesia (DI/TII) tahun 1950-
1965, dengan gerakan mereka yang bertujuan medirikan
Negara Islam Indonesia (NII).%

Dalam konstalasi politik Indonesia, masalah
radikalisme yang dikaitkan dengan kelompomk
fundamentalisme Islam makin lama makin membesar
karena kelompok ini memperoleh dukungan yang
makin lama makin meningkat. Tetapi, gerakan-gerakan
radikal ini kadang berbeda tujuan serta tidak mempunyai
pola yang seragam. Ada yang sekedar memperjuangakan
implementasi syari‘at Islam tanpa harus mendirikan
“Negara Islam”, namun adapula yang memperjuangkan
berdirinya “Negara Islam Indonesia” di samping ada
juga yang memperjuangkan berdirinya “Khilafah
Islamiyah”. Pola organisasinya beragam, mulai dari
gerakan moral ideologi seperti Majelis Mujahidin
Indonesia (MMI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI),
sampai bergaya militer seperti Lasykar Jihad, Front
Pembela Islam (FPI) dan Front Pemuda Islam Surakarta
(FPIS).

Dari keragaman tersebut, salah satu alat untuk

90Yusril Thza Mahendra, Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik
Islam; Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jamd'at-i-
Isldmi (Pakistan), Jakarta: Paramadina, 1999, h. 49

91 Endang Turmudi, op.cit., h. 5
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membedakannya adalah asal-usul organisasi yang
bersifat lokal dan jaringan internasional. Terkait dengan
terorisme, pada umumnya masyarakat Indonesia menilai
fundamentalisme Islam radikal di Indonesia terkait
dengan radikalisme Islam di luar negeri baik konteks
regional (Filipina, Malaysia dan Singapura) maupun
internasional (terutama Timur Tengah).

Hanya saja sesuatu yang unik muncul tatkala
jaringan fundamentalisme radikal lokal dihubungkan
dengan keberadaan dua pesantren yaitu Pesantren Al
Mukmin Ngruki (Solo) dan Al Islam (Lamongan) yang
dianggap sebagai lembaga pendidikan Islam yang
melahirkan alumnus yang berpemikiran fundamentalis
radikal.2 Terkait dengan Ngruki Network sebagaimana
disebut Sidney Jones, seorang peneliti Terorisme di
Internasional Crisis Group (ICG):

“yang saya lihat sampai sekarang, semua warga
negara Indonesia yang dituduh ikut dalam jaringan
kejahatan internasional mempunyai tiga ciri yang
menarik: 1) Punya keturunan jalur genealogi dengan
Darul Islam di Jawa Barat dan di Sulawesi Selatan, 2)
atau mereka pernah belajar di Pesantren Al Mukmin
Ngruki, 3) atau pernah ikut jaringan Ba’asyir dengan

mengikuti pengajian-pengajian yang ada di Malaysia

92 [bid., h. 13
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mulai tahun 1985 sampai 1999” .93

Mengacu pada latar belakang pelaku bom bunuh diri
dan anggota jaringan teroris yang dibongkar polisi, baik
terkait bom gereja pada 2000, bom Kedubes Filipina 2000,
bom Bali 2002, bom Hotel Marriot 2003, bom Kedubes
Australia 2004, sampai bom Bali 2005, pemerintah selalu
berkesimpulan bahwa pelaku pengeboman adalah
penghikmat agama yang fundamentalis dan ekstrem.
Pesantren diasumsikan sebagai ladang pembibitan
penganut agama yang fundamentalis dan ekstrem.%

Fundamentalisme Islam di kalangan Barat secara
pejoratif dimaknai sebagai teroris yang sewaktu-waktu
bertindak mengejutkan, misalnya peristiwa peledakan
gedung kembar WTC 11 September 2001 yang dikaitkan
dengan aksi radikalisme kaum fundamentalis. Begitu
juga beberapa aksi radikal seperti Bom Bali di Indonesia
dikaitkan dengan ulah kaum fundamentalis Islam.

Di Indonesia, kelompok fundamentalisme Islam
yang dianggap sebagai basis teroris adalah Jama’ah
Islamiyah (JI), yang menurut laporan CIA memiliki

jaringan di Asia Tenggara -termasuk di Indonesia- yang

9 ES Soepriyadi, Ngruki dan Jaringan Terorisme: Melacak Jejak Abu Bakar
BA'’asyir dan Jaringannya dari Ngruki sampai Bom Bali, (Jakarta: Al-
Mawardi Prima, 2003), h. 99

9 Mukhijab, Titik Balik Perlawanan Teror, Pikiran Rakyat (Bandung),
26 Desember 2005

96 Muhammad Nasir



bertujuan mendirikan “Federasi Negara Islam Asia
Tenggara”.% Tokoh yang dikaitkan dengan organisasi JI
ini adalah Abu Bakar Ba’asyir.

Menurut Maulani, nama Abu Bakar Ba’asyir
dimunculkan oleh CIA sebagai pemimpin spiritual JI.
Abu Bakar Ba’asyir dipersonifikasi oleh CIA sebagai
Amir ]I kedua setelah kematian Abdullah Sungkar, Amir
JI pertama (tahun 1999). Abdullah Sungkar sendiri adalah
tokoh Al-Qaeda Asia Tenggara. JI didirikan oleh
Abdullah Sungkar setelah ia bertemu dengan Osama bin
Laden di Afghanistan tahu 1985.Nama ]I pertama kali
muncul dan sering dibicarakan seiring terjadinya aksi-
aksi pengeboman gereja-gereja yang terjadi secara
serentak di malam Natal tahun 2000.

Jama’ah Islamiyah (al Jama’ah al Islamiyah) menurut
Nasir Abas adalah pecahan dari jama’ah Darul Islam atau
dikenal dengan NII, yaitu kelompok yang melanjutkan
perjuangan Negara Islam Indonesia,”® dan asal-usul
pemberian nama ini pun tidak diketahui secara pasti,
meski pembentukan ]I diketahui sekitar Januari 1993 di
Towrkham Afghanistan. Tujuan JI adalah membetuk

9 ZA Maulani, op.cit., h. 4
9% Jbid., h, 21
97 Lihat Tabel 1

% Nasir Abas, Membongkar Jama'ah Islamiyah, Pengakuan Mantan
Anggota JI, (Jakarta: Grafindo, 2006), h. 92
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Negara Islam.

Untuk mencapai tujuannya dalam mewujudkan
Negara Islam atau (Daulah Islamiyah), JI menentukan
langkah yang harus diambil, yaitu:

1) Dakwah Islamiyah (seruan dan ajakan);

2) Tarbiyah Islamiyah (pendidikan);

3) Amar Ma'ruf, Nahi Munkar (teguran dan perbaikan);
4) Hijrah dan Jihad fi sabilillah.”

Keutuhan JI sebagai organisasi agaknya tergoncang
ketika Amir JI dijabat oleh Abu Bakar Ba’asyir. Pro-
kontra terjadi di antara petinggi JI. Di antaranya ada
yang tidak setuju dengan pengangkatan Abu Bakar
Ba'asyir sebagai Amir JI. Menurut Nasir Abas, selain
penolakan terhadap Abu Bakar Ba’asyir, konflik semakin
memanas saat Abu Bakar Ba’asyir terpilih sebagai Amir
Majelis Mujahidin Indonesia tahun 2000. Akibatnya
terjadi persilisihan yang memunculkan dualitas loyalitas
di kalangan ]JI. Pada saat itulah muncul kelompok-
kelompok kecil, di antaranya dikoordinir Hambali
melakukan serangkaian pemboman di Indonesia.

Organisasi fundamentalis lainnya yang disebut
terkait dengan JI adalah Majelis Mujahidin Indonesia
(MMI) pimpinan Abu Bakar Ba’asyir dan berpusat di

Solo. Embrio MMI berawal dari ide para mantan tahanan

9 Ibid., h.101
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politik selama pemerintahan Orde Baru, mulai dari

mereka yang terlibat kasus Negara Islam Indonesia

(NII).10 Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba’asyir yang

sejak 1985 hijrah ke Malaysia menginisiasi kongres

Mujahidin Indonesia pada 5-7 Agustus tahun 2000 di

Yogyakarta.

Kongres 1 Majelis Mujahidin Indonesia itu
mengusung tema penegakan Syari’at Islam secara Kaffah.
Konstruksi pemikiran dari kongres tersebut adalah
“Islam adalah solusi bagi semua”. Kongres tersebut
melahirkan 5 butir kesepakatan, yaitu:

1) Wajib hukumnya melaksanakan syari’at Islam bagi
umat Islam Indonesia dan dunia pada umumnya;

2) Menolak segala ideologi yang bertentangan dengan
Islam yang berakibat syirik dan nifaq serta
melanggar hak asasi manusia;

3) Membangun satu kesatuan shaf mujahidin yang
kuat, baik dalam negeri, regional maupun
internasional;

4) Mujahidin Indonesia membentuk majelis Mujahidin
menuju  terwujudnya  Imamah (khilafah)/
kepemimpinan umat, baik di dalam negeri maupun
dalam kesatuan umat Islam sedunia;

5) Menyeru kepada kaum = muslimin  untuk

100 M Zaki Mubarak, op.cit., h.207
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menggerakkan dakwah dan jihad di seluruh penjuru

dunia demi tegaknya Islam sebagai rahmatan il

‘alamin.101

Dua organisasi yang disebut di atas (JI dan MMI)
menunjukkan kesamaan asal usul, visi dan tujuan, yaitu
berasal dari aktivis NII, bervisi tegaknya syari’at Islam
dan mengimpikan terwujudnya negara Islam (Daulah
Islamiyah). Tetapi visi dan tujuan kedua organisasi ini
nyaris “terselubung” dengan kehadiran nama-nama yang
disebut sebagai teroris seperti Imam Samudra, Dr.
Azahari, Noordin M. Top dan banyak nama lainnya.
Beberapa nama seperti tersebut di atas lebih sering
dikaitkan dengan Jaringan Ngruki (Alumni Pondok
Pesantren Al Mukmin Ngruki) yang belakangan menjadi
pemicu kebijakan pengawasan pesantren.

Meskipun terorisme sering diasosiasikan dengan
ideologi fundamentalisme radikal, Added Dawisha
dalam The Arab Radicals (1986) menganjurkan untuk
menggunakan istilah “radikal” dan” radikalisme untuk
menyebut kelompok atau organisasi yang sering dituduh
barat sebagai “teroris” atau tindak “terorisme”.
Terorisme hanya merupakan salah satu di antara

berbagai instrumen kebijakan para pelakunya, sedangkan

101 Jpid., h.218-219
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radikalisme adalah esensi dari kebijakan itu sendiri.
Radikalisme juga mencakup nilai-nilai, tujuan dan
concern dari orang-orang yang merumuskan kebijakan
tersebut.102

Perang melawan terorisme di Indonesia pada
hakikatnya tidak semata-mata ditujukan untuk
memerangi kelompok Islam radikal di Indonesia. Akan
tetapi melihat keterkaitan kelompok Islam radikal dalam
beberapa peristiwa terorisme membuat pemerintah
berupaya memerangi ideologi radikal sebagai bentuk
kebijakan preventif dalam mengatasi akar dan sumber-
sumber terorisme. Hal inilah yang kemudian menjadi
dasar pendapat pemerintah bahwa terorisme di
Indonesia berasal dari radikalisme Islam. Hal terlihat
dalam opini Menkopolhukam Widodo AS dalam Rapat
Konsultasi mengenai Penanganan Kasus Kekerasan Poso
dengan DPR di Jakarta, Kamis 12 Desember 2005. Ia
mengatakan “kenapa teror muncul, ini karena adanya
radikalisme. Orang jadi tega membunh juga karena

radikalisme.”103

102 Azyumardi Azra, Jihad dan terorisme: Konsep dan Perkembangan
Historis, Jurnal Islamika, Edisi 4 , April - Juni 1994.

103 Tamyis Sa’ad, “Yang Tersembunyi di Balik Radikalisme”, Makalah,
2005 (tidak diterbitkan)

Perang Melawan Terorisme 101



102 Muhammad Nasir



KEBIJAKAN
PEMBERANTASAN
TERORISME DI INDONESIA

Perang Melawan Terorisme 103



A.KEBIJAKAN PEMBERANTASAN TERORISME DI
INDONESIA

1. Respon Pemerintah Indonesia terhadap Perang

Global Melawan Terorisme

Peristiwa serangan terhadap gedung World Trade
Center (WTC) New York dan Pentagon pada 11
September 2001 dapat disebut sebagai titik pemicu
(trigger point) perang global terhadap terorisme (Global
War on Terrorism).

Secara historis, Perang Melawan Teror (war against
terorism) populer setelah pidato George Walker Bush,
Presiden Amerika Serikat di depan Kongres Amerika
Serikat tanggal 20 September 2001. Bush mengatakan
“peperangan kita melawan teror dimulai dari Al-Qaeda,
tetapi tidak berhenti di situ.”104

Globalisasi atau internasionalisasi perang melawan
terorisme ini berangkat dari definisi serta bagaimana
kriteria aksi terorisme tersebut menjadi ancaman global
atau internasional. Sebelumnya telah disinggung bahwa
terorisme global menurut Antonio Cassese, pertama:

terorisme memiliki pengaruh yang meluas, tidak hanya

104 Mathias Brocker, Konspirasi 9.11, alih bahasa Godjali dkk., (Jakarta:
PT Ina Publikatama, 2006), h. 105
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terhadap satu negara, kedua: yang paling penting
dilakukan dan dipusatkan di dalam wilayah satu negara
yang kemudian menjurus pada ”state promotion”, “state
toleration” atau “state acquiesce”, sehingga alasan bagi
penanganan secara internasional atau menjadi sangat
beralasan. Ketiga: perbuatan tersebut dilaksanakan dalam
skala luas. Di samping itu terorisme dapat dijadikan
sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against
humanity) di samping kejahatan perang.1% Di samping itu
terorisme internasional terkait dengan pengertian
kejahatan dalam hukum internasional bila memenuhi
kriteria yang disebutkan dalam 12 konvensi multilateral
yang berhubungan dengan Terorisme.

Berdasarkan paparan di atas, istilah perang global
melawan terorisme bukanlah hal yang baru, namun
istilah ini mejadi satu tema baru dalam sejarah dunia
setelah Perang Dunia I dan II, Perang Dingin. Menurut
Azyumardi Azra, setelah peristiwa 11 September 2001 di
Amerika Serikat terjadi, yang kemudian diikuti
penyerbuan Afghanistan dan globar war on terror oleh AS
dan sekutu-sekutunya, maka teori clash of civilizations

seolah menjadi self-fulfilling prophecy, ramalan yang

105 Jawahir Thontowi, Islam, Neo Impreialisme dan Terorisme; Perspektif
Hukum Internasional dan Nasional, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. xiii
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mewujudkan dirinya sendiri.106

Teori Clash of Civilizations dikemukakan oleh Samuel
P Huntington pada tahun 1993. Huntington dalam
tulisannya di Jurnal Foreign Affair menurunkan artikel
judul The Clash of Civilizations yang mengemukakan
sebuah argumen bahwa “sebab utama dan paling
berbahaya dari munculnya konflik politik global adalah
adanya Dbenturan antar peradaban”. Pembahasan
mendalam dari argumennya itu ia tuangkan dalam
bukunya The Clash of Civilizations and the Remaking of
World Order (1996)197 Oleh sebab itu, para pakar banyak
menganalisis terorisme global dalam konteks benturan
antarperadaban, dan perang global melawan terorisme
merupakan kelanjutan dari perang-perang global atau
internasional sebelumnya.

Terjadinya Perang Global Melawan Terorisme
diawali dengan tragedi serangan pada gedung World
Trade Center dan Pentagon yang dikenal dengan
peristiwa 11 September 2001. Saat itu Presiden AS
George W Bush mengultimatum pihak yang dituduhnya
melakukan hal tersebut, yakni jaringan Al-Qaidah.

106 Azyumardi Azra, Aliansi Peradaban, Republika, Kamis, 14 Juni
2007

107 Edisi bahasa Indonesia juga diterbitkan, di antaranya Samuel P.
Huntington, Benturan Antarperadaban dan Masa Depan Politik Dunia,
(Yogyakarta: Penerbit Qalam, 2005)
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Dalam waktu 48 jam pascaperistiwa tersebut, Pemerintah

AS telah membuat tiga kesimpulan :

a. Osama Bin Laden dan organisasinya telah melakukan
serangan teror;

b. Basis mereka di Afghanistan dan harus dihancurkan
melalui perang;

. Perang ini harus dilanjutkan terhadap negara-negara
yang menyediakan tempat perlindungan bagi
teroris.108

Sepertinya, tiga butir pernyataan tersebut telah
menjadi arah politik AS dalam memerangi terorisme.

Presiden AS, George W Bush pada pidatonya di depan

Kongres AS setelah serangan teror menyatakan

pendapatnya yang belakangan menjadi prinsip utama

perang global melawan terorisme. Tanpa

mempertanyakan lagi latar belakang peristiwa 11

September 2001 tersebut, Bush menyatakan, “bersama

kami atau bersama teroris”.10?

Pointer kesimpulan pemerintah AS dan pernyataan

Presiden Bush di atas memberi pengertian bahwa

Amerika Serikat sudah memberi arah yang jelas tentang

perang melawan terorisme. Pertama, AS telah

108 Mathias Brocker, Konspirasi 9.11, alih bahasa Godjali dkk., (Jakarta:
PT Ina Publikatama, 2006), h. 277
109 [bid
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menyatakan Osama Bin Laden dan organisasi Al-Qaeda
sebagai tersangka. Dalam jangka pendek memerangi Al-
Qaeda lebih masuk akal dan dalam konteks politik dalam
negeri AS telah berhasil menciptakan musuh bersama
bagi rakyat Amerika Serikat.

Kedua, Pemerintah AS telah menentukan arah
politik luar negerinya dalam memerangi terorisme
dengan mendesain “poros tersangka” terorisme global,
yaitu negara-negara yang memberikan tempat
perlindungan bagi teroris, atau mengambil keuntungan
dari aksi terorisme tersebut. Sepertinya arah politik luar
negeri AS ini bersifat jangka panjang, sebagaimana
disinggung di awal pidato Bush di depan Kongres AS,
“Semua warga Amerika agar siap  tidak hanya
menghadapi satu perang, melainkan sebuah peperangan
jangka panjang, seperti yang belum kita alami
sebelumnya.”110

Secara umum, respon pemerintah Indonesia
terhadap perang global melawan terorisme termasuk
responsif dan akomodatif. Banyak pengamat menyatakan
faktor peristiwa 11 September 2001, Amerika Serikat dan

hutang luar negeri Indonesia diduga mendalanginya di

110 Pidato Presiden AS George Walker Bush di depan Kongres AS 20
September2001,

http:/ /www.whitehouse.gov/news/release/2001/09/20010920-
8html, diakses 22 Februari 2010
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samping faktor keamanan nasional Indonesia yang pada
saat yang sama sering terjadi serangan bom dan konflik
sosial politik. Adapun bentuk-bentuk respon pemerintah
Indonesia terhadap Perang Global Melawan Terorisme

antara lain:

a. Kerjasama Internasional

Dalam menjalankan perang melawan terorisme ini,
pemerintah AS segera mendeklarasikan Gerakan Koalisi
Dunia untuk menggalang dukungan dunia internasional.
Gerakan Koalisi Dunia ini berupaya mengumpulkan
kekuatan nasional ataupun internasional dalam komando
Amerika Serikat berupa diplomasi, tekanan hukum,
intelijen, pemeriksaan keuangan, aksi militer dan
bantuan pangan.!! Indonesia termasuk dalam Gerakan
Koalisi Dunia ini melalui jalur diplomasi.

Sejalan dengan upaya pemerintah AS tersebut,
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-
PBB) pada tanggal 28 September 2001 mengeluarkan
resolusi No. 1373 yang memerintahkan seluruh negara
anggota PBB agar memberangus terorisme. Isinya antara

lain tentang pembekuan rekening dan aset yang

111 Muhammad Ikhlas Thamrin, Densus 88 Undercover, (Solo: Quo
Vadis, 2007), h. 30

Perang Melawan Terorisme 109



dianggap terkait dengan aksi terorisme.!’2 Menteri Luar
Negeri Indonesia Hassan Wirayudha mengakui bahwa
PBB memberi batas waktu tiga bulan bagi semua anggota
PBB untuk melaporkan hasil penelitiannya terhadap aset
dan rekening “teroris” .13

Tiga bulan itu dihitung dari tanggal 28 September
2001 sampai 28 Desember 2001. Tidak lama setelah itu,
sekitar akhir Oktober 2001 Kejaksaan Agung RI
melayangkan surat kepada Bank Indonesia untuk
meneliti dan membekukan rekening yang terkait dengan
terorisme, terutama Osama bin Laden. Dalam surat itu
terlampir 28 nama individu dan kelompok yang akan
diteliti dan dibekukan rekeningnya.!14

Perkembangan berikutnya, kerjasama Internasional
disebutkan secara khusus dalam pasal 43 Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor
1 tahun 2002:

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana  terorisme, Pemerintah  Republik  Indonesia

melaksanakan kerja sama internasional dengan negara lain

12 Adian Husaini, Siapa yang Diburu:slam atau Teroris?dalam ZA
Maulani dkk, Terorisme dan Konspirasi Anti Islam, editor Abduh
Zulfidar Akaha, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2002), h.117

113 Tbid

114 [pid., h. 118
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di bidang intelijen, kepolisian dan kerjasama teknis lainnya
yang berkaitan dengan tindakan melawan terorisme sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.115

b. Ratifikasi Konvensi Internasional tentang

Terorisme

Terorisme merupakan rangkaian tindakan yang
kompleks, maka pada dasarnya pengaturan melawan
terorisme tidak akan memadai jika hanya dilakukan
dalam satu undang-undang. Dalam mengatasi terorisme
pemerintah Indonesia sudah berupaya mengefektifkan
ketentuan hukum yang sudah ada dan terpencar dalam
berbagai undang-undang, dengan cara
mengintegrasikannya kedalam kerangka hukum yang
komprehensif. Selain itu, melakukan revisi terhadap
beberapa pasal dalam UU yang lain yang relevan, serta
memuat rumusan ketentuan-ketentuan baru, sekaligus
mengadopsi ketentuan-ketentuan dalam 12 konvensi
internasional tentang terorisme. Pemerintah menganggap
penting melakukan aksesi dan ratifikasi terhadap
berbagai ketentuan internasional tentang terorisme.

Konvensi Internasional menurut Jawahir Thontowi

115 Laboratorium Pusat Data Hukum Fakultas Hukum UAJY,
Himpunan Lengkap Undang-Undang Bidang Pidana, (Yogyakarta:
Penerbit ANDI, 2007), h. 397
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adalah salah satu Sumber Hukum Nasional.116 Selain itu,

perang melawan terorisme juga telah menimbulkan

perubahan dalam hukum HAM internasional. Indonesia
sebagai bagian dari komunitas Internasional telah
mengakui dan menerima Deklarasi Universal HAM

(DUHAM) sebagai Internasional Customary Norms.

Terorisme dapat dikategorikan sebagai kejahatan dalam

hukum internasional bila memenuhi kriteria yang

disebutkan dalam 12 konvensi Internasional yang
berhubungan dengan Terorisme yaitu:

1) Convention on Offences and Certain Other Acts
Committed On Board Aircraft (“Tokyo Convention”,
1963).

2) Convention for the Suppression of Unlawful Seizure
of Aircraft (“Hague Convention”, 1970).

3) Convention for the Suppression of Unlawful Acts
Against the Safety of Civil Aviation (“Montreal
Convention”, 1971).

4) Convention on the Prevention and Punishment of
Crimes Against Internationally Protected Persons,
1973.

5) International Convention Against the Taking of

Hostages (“Hostages Convention”, 1979).

116 Jawahir Thontowi, op.cit., h. 131
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6) Convention on the Physical Protection of Nuclear
Material (“Nuclear Materials Convention”, 1979).

7) Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of
Violence at Airpor ts  Serving International Civil
Aviation, supplementary to the Convention for the
Suppression of Unlawful Acts against the Safety of
Civil Aviation, 1988.

8) Convention for the Suppression of Unlawful Acts
Against the Safety of Maritime Navigation, 1988.

9) Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against
the Safety of Fixed Platforms Located on the
Continental Shelf, 1988.

10) Convention on the Marking of Plastic Explosives for
the Purpose of Detection, 1991.

11) International Convention for the Suppression of

Terrorist Bombing (1997, United Nations General

Assembly Resolution).

12) International Convention for the Suppression of the

Financing of Terrorism, 1999.117

Sejauh ini Indonesia telah meratifikasi empat konvensi

internasional terkait dengan aksi terorisme, yaitu:

117 “Convention Against Terrorism”, <http,//www.unodc.org>, diakses
28 April 2010
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1) Convention on the Prevention and Punishment of
Crimes Against Internationally Protected Persons,
1973

2) Convention on the Physical Protection of Nuclear Ma-
terial (“Nuclear Materials Convention”, 1979).

3) International Convention for the Suppression of Ter-
rorist Bombing (1997) United Nations General As-
sembly Resolution), yang berkaitan dengan Pember-
antasan aksi terror bom.118

4) International Convention for the Suppression of the

Financing of Terrorism, 1999

c. Kerjasama Regional

Dalam lingkup regional di ASEAN, pemerintah
Indonesia juga melakukan kerjasama melalui ASEAN
Regional Forum (ARF). Kerjasama tingkat regional ini
terhitung terlambat dan baru dimulai sejak 2 Juli 2004.
Kerjasama ini meliputi bidang keamanan transportasi
barang dan orang untuk menanggulangi ancaman
terorisme internasional. Tetapi sebelumnya pada
Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Brunai Darussalam,
5-6 November 2001 telah disepakati satu strategi bersama
yang disebut “ASEAN Troika” untuk menghadapi

118 Lihat dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 tahun 2002
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ancaman terorisme, terutama untuk Indonesia, Malaysia
dan Filipina yang bermasalah dengan seperatisme dan
kelompok radikal.1®

Selain itu, dukungan ASEAN terhadap perang
melawan terorisme menghasilkan beberapa kesepakatan
antara lain: persetujuan kerjasama antiterorisme lima
negara ASEAN vyaitu Indonesia, Filipina, Malaysia,
Thailand dan Kamboja berupa Agreement on Information
Exchange and Establishment of Communication Procedures.120

Sebenarnya, jauh sebelum peristiwa 11 September
2001 ASEAN telah menyusun kerjasama terkait ancaman
terorisme. Bebera instrumen kerjasama itu antara lain:
ASEAN Declaration on Transnasional Crime (1997), Hanoi
Plan of Action (1998) yang ditetapkan pada KTT ASEAN
di Hanoi 1998 dan ASEAN Plan of Action to Combat
Transnasional Crime (1999).

Kerjasama regional ini dapat dipahami mengingat
lemahnya penegakan hukum dan sistem keamanan
kawasan, dimanfaatkan oleh para penyelundup untuk
penyelundupan senjata api masuk ke Indonesia dengan
sasaran daerah-daerah konflik seperti Aceh dan Poso.

Wilayah Thailand Selatan yang memiliki warga muslim

119 Wawan H Purwanto, Terorisme Undercover; Memberantas Teroris
hingga ke Akar-akarnya, Mungkinkah? (Jakarta: CMB Press, 2007), h. 236

120 Jbid., h. 33
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Islam fundamentalis telah diklaim oleh Kelompok
Jama’ah Islamiyah sebagai bagian dan Daulah Islamiyah
Nusantara. Kelompok Abu Sayyaf di Filipina disinyalir
ada kaitan dengan jaringan kelompok teroris
internasional dan kelompok Jama’ah Islamiyah di
Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, respon pemerintah Indo-
nesia terhadap perang global melawan terorisme cukup
koperatif dan akomodatif. Tetapi dalam berbagai mo-
mentum pemerintah Indonesia terkesan didikte oleh si-
tuasi internasional secara umum dan Amerika Serikat
serta Australia secara khusus. Misalnya dalam kasus ta-
waran bantuan dana dari Amerika Serikat untuk peru-
bahan kurikulum pesantren agar disesuaikan dengan
arus anti-terorisme dalam paket bantuan dana anti-
terorisme sebesar US$ 50 juta pada bulan Agustus 2002.

Secara umum, Perang Global Melawan Terorisme
(global war on terrorism) berawal dari peristiwa serangan
terhadap gedung World Trade Center dan Pentagon yang
dikenal dengan peristiwa 11 September 2001. Peristiwa
ini telah mendorong berbagai negara untuk
meningkatkan = kewaspadaan  terhadap  serangan
terorisme, terutama negara-negara yang memiliki

masalah keamanan.
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Reaksi yang muncul atas terjadinya aksi terorisme,
khususnya pasca peristiwa 11 September 2001 di New
York kemudian adalah sebuah langkah politik untuk
mengejar semua pelaku terorisme. Tidak hanya itu
bahkan reaksi itu juga memunculkan agenda
menumbangkan rezim-rezim kekuasaan yang dianggap
melindungi atau bekerjasama dengan pelaku terorisme.
Berbagai kerjasama internasional dikembangkan untuk
mendesak semua negara agar kooperatif dalam
memerangi terorisme.

Di Kanada, Undang-Undang Anti Terrorisme (UU C-
36), juga Patriot Act di Amerika Serikat dan Anti-
Terrorism serta Security Act (ASTA) di Inggris,
diterapkan segera setelah penyerangan 11 September
2001. UU C-36 telah memberikan kekuasaan yang luar
biasa terhadap para polisi untuk melakukan
penangkapan preventif yang digunakan untuk
mengancam anggota masyarakat minoritas untuk
“bekerja sama” dengan mereka.

Indonesia pada awalnya tidak memberikan respon
yang begitu besar terhadap Peristiwa 11 September 2001,
kecuali pernyataan kutukan dan menyesalkan tragedi
kemanusiaan tersebut. Begitu pula kerjasama baik
internasional maupun regional serta ratifikasi beberapa

konvensi internasional dianggap sebagai bentuk respon
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Indonesia yang notabene bagian komunitas masyarakat
dunia. Sementara tindakan-tindakan hukum yang
diambil pemerintah Indonesia tidak begitu mencolok
karena masih menggunakan perangkat peraturan dan
perundang-undang yang telah ada. Hal ini terkait
dengan keyakinan pemerintah Indonesia bahwa aksi bom
dan kekerasan yang terjadi di beberapa tempat Indonesia
merupakan gangguan keamanan dan aksi kriminalisme
yang marak akibat kebebasan yang kebablasan era
reformasi.

Tetapi pascabom Bali 12 Oktober 2002, terjadi
perubahan yang signifikan. Tepatnya enam hari setelah
peristiwa  tersebut, pemerintah Indonesia segera
merespon dengan mengeluarkan kebijakan politik
pemberantasan terorisme di Indonesia melalui Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu). Saat
itu tercatat ada dua Perppu yang dikeluarkan oleh
pemerintah: (1) Perppu No.l Tahun 2002 tentang
Pemberantasan  Tindak Pidana Terorisme yang
ditetapkan 18 Oktober 2002; dan (2) Perppu No. 2 Tahun
2002 tentang Pemberlakuan Perppu No. 1/2002 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa
Peledakan Bom Bali tanggal 12 Oktober 2002, yang juga
ditetapkan pada 18 Oktober 2002 (bersifat retroaktif).
Oleh sebab itu, jika dilihat dari asa-usul lahirnya Perppu,
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maka tragedi Bom Bali menjadi fakta sosiologis dan
yuridis bagi pemerintah untuk memiliki kepastian
hukum?!?! dan dapat dianggap sebagai awal kebijakan
perang melawan terorisme di Indonesia.

Bom Bali dalam perspektif pemerintah Indonesia
adalah peristiwa luar biasa. Bahasa hukumnya adalah
“kegentingan yang memaksa”, sebagaimana tertuang
dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 pasal 1
ayat 4 “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang
adalah Peraturan Perundang undangan yang ditetapkan
oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang
memaksa.”122 Hal ini membuktikan bahwa terorisme
merupakan kejahatan berbeda yang harus ditangani
dengan kebijakan yang berbeda.

Dalam kasus Indonesia, pemerintah Indonesia telah
mengambil tindakan terhadap pelaku pengeboman di
tanah air. Banyak pihak melihat tindakan pemerintah ini
sebagai respon positif sekaligus momentum yang tepat
menghadapi aksi kekerasan, kejahatan dan teror
(kriminal) di Indonesia yang sudah berlangsung lama.
Tetapi ada juga yang curiga, tindakan ini sebagai bagian

dari agenda terselubung (hidden agenda) dalam perang

121 Jawahir Thontowi, op.cit., h. 121

122 Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang Undangan, (Jakarta: Sekretariat Negara, 2004)
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melawan terorisme global yang dimotori Amerika serikat
(AS).123

Namun di balik gencarnya pelaksanaan agenda
perang melawan terorisme sikap pemerintah Indonesia
terkesan berubah terutama terhadap beberapa komunitas
gerakan Islam. Perubahan sikap ini diduga kuat akibat
ditemukannya fakta lapangan bahwa ternyata pelaku
pengeboman itu berasal dari kalangan Islam atau
setidak-tidaknya dilakukan oleh orang beragama Islam.
Di samping itu sulit dipungkiri bahwa konstalasi politik
internasional mengalami perubahan setelah kejadian
tersebut.

Kebijakan negara dapat dilihat dari produk hukum
yang memayungi kebijakan tersebut. Ringkasnya, tugas
negara adalah membuat hukum dan
mengaplikasikannya. Dari segi hukum, tindakan yang
diambil pemerintah Indonesia terhadap pelaku teror
dapat dipahami sebagai prosedur standar mengatasi aksi
kriminalisme. Namun, latar belakang dan asal usul
historis kelahiran kebijakan tersebut menimbulkan
prasangka yang cendrung negatif.

Prasangka negatif terhadap terhadap setiap

kebijakan sangat lazim terjadi. Prasangka negatif ini

123 ZA Maulani, op.cit., h.63
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lambat laun berubah menjadi sebuah pencitraan yang tak
menguntungkan terhadap Islam dan umat Islam
Indonesia. Terkait dengan sejarah, Hans Georg Gadamer
filosof hermenetik asal menyatakan, sebuah hukum
dengan mengacu pada situasi asal usul historisnya tidak
dapat mengabaikan perkembangan = yuridisnya.124
Perkembangan yuridis kebijakan melawan terorisme
inilah pada akhirnya memunculkan ketegangan baru
antara umat Islam dengan pemerintah Indonesia.

Tetapi respon atas persoalan terorisme
menimbulkan perdebatan klasik tentang pentingnya
menjaga keseimbangan antara alasan keamanan
(security) dan kebebasan sipil (liberty) dalam
penanggulangan terorisme. Reaksi atas perang melawan
terorisme pasca terjadinya peristiwa 11 September 2001
telah dijalankan di berbagai negara dilakukan melalui
pembentukan  kebijakan = hukum  dengan  dua
kecenderungan utama yang seragam; dengan
mengesampingkan dan melanggar hak-hak serta
kebebasan dasar yang dikualifikasikan kedalam non-

derogable rights di satu sisi; dan mensahkan kewenangan

124 Josef Bleicher, Hermeneutika Kontemporer: Hermeneutika sebagai
Filsafat dan Kritik, Alih bahasa Ahmad Norma Permata, (Yogyakarta:
Fajar Pustaka Baru, 2003), h. 144
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militer di sisi lain ke dalam masalah penegakan

hukum.125

B.IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MELAWAN TERO-
RISME

1. Instrumen Kebijakan Melawan Terorisme

Indonesia adalah negara hukum yang tengah
berupaya menegakkan supremasi hukum, di mana
hukum  diletakkan  sebagai  panglima  dalam
menyelesaikan satu permasalahan. Oleh sebab itu,
pemerintah Indonesia menganggap penting membuat
peraturan-peraturan hukum sebagai landasan kebijakan
memerangi terorisme di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah
Indonesia telah menerbitkan berbagai peraturan hukum
tentang pemberantasan terorisme di Indonesia, dengan

kronologis waktu penerbitan sebagai berikut:

125 Tim Imparsial, The Indonesia Human Rights Monitor, Implikasi
Perang Melawan Terorisme terhadap Penegakan HAM di Indonesia
(Laporan Monitoring Koalisi untuk Keselamatan Masyarakat Sipil 2002-
2009), (Jakarta: Imparsial, 2009), h. 1
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a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(Perppu) Nomor 1 dan Nomor 2 Tahun 2002
Peraturan ini ditetapkan tanggal 18 Oktober 2002

seminggu setelah kejadian bom Bali, 12 Oktober 2002.
Perppu ini merupakan respon langsung atas

peristiwa bom Bali 12 Oktober 2002 tersebut. Sebelumnya

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan Resolusi

Nomor 1438 (2002) terkait peristiwa tersebut karena

dianggap telah membawa dampak yang luas terhadap

kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan
internasional serta mengancam perdamaian dan
keamanan internasional.

Alasan formal peraturan ini antara lain terkait tugas
dan tanggung jawab untuk pemerintah Indonesia untuk
memelihara kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera
serta ikut serta secara aktif memelihara perdamaian
dunia sesuai dengan tuntunan dalam pembukaan UUD
1945.

Peraturan ini memuat opini tentang terorisme
sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban
serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap
kedaulatan setiap negara. Selain itu, terorisme disebut
sebagai kejahatan yang bersifat internasional yang
menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian

dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Oleh
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sebab itu perlu dilakukan pemberantasan secara
berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi
orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.
Secara historis, penerbitan Perppu ini sangat terkait
dengan terjadinya tindak pidana terorisme di Bali pada
tanggal 12 Oktober 2002 serta adanya kebutuhan yang
sangat mendesak untuk mengatasi masalah tersebut. Hal
ini dapat dilihat dari penamaan peraturan itu sendiri
yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme, pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali
tanggal 12 Oktober 2002 dan diringi dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun
2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa
Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002.

b. Instruksi Presiden Nomor 4 dan Nomor 5 Tahun
2002
Karena adanya kebutuhan yang sangat mendesak
untuk mengatasi masalah terorisme di Bali pada tanggal
12 Oktober 2002, pemerintah Indonesia segera

mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun
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2002 dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 tahun 2002
yang diterbitkan pada tanggal 22 Oktober 2002.

Tujuannya adalah agar langkah-langkah
pernberantasan tindak pidana terorisme pada peristiwa
peledakan bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002, baik
yang berupa tindakan penangkalan atau pencegahan
maupun penyelesaiannya dapat berlangsung dengan
cepat dan efektif.

Inpres Nomor 4 tahun 2002 ditujukan kepada
Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan
Keamanan (Menko Polkam). Dalam Inpres No. 4 Tahun
2002 ini Menkopolkam juga diberi kewenangan lain
untuk membentuk sebuah satuan kerja yang bersifat non-
struktural dan berada di lingkungan sekretariat Kantor
Menko Polkam guna mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas. Untuk implementasi Perppu No. 1
Tahun 2002 dan Inpres No. 4 Tahun 2002 ini dan untuk
mempercepat proses penegakan hukum kasus bom Bali
dan Makassar, Menko Polkam yang saat itu dijabat oleh
Susilo Bambang Yudoyono membentuk Desk Koordinasi
Pemberantasan Terorisme (DKPT) pada 29 November
2002 dan dilantik 23 Desember 2002.

DKPT tidak mempunyai  kewenangan untuk
bertindak sendiri. DKPT beranggotakan 58 orang (15
anggota tetap dan 43 anggota tidak tetap), dan diketuai
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oleh Irjen Pol Ansyad Mbai.’?¢ Desk ini bukan lembaga
yang  mengeksekusi  kebijakan. = Kewenangannya
merumuskan kebijakan dan memberikan pertimbangan-
pertimbangan pemikiran kepada pimpinan. Secara
operasional, desk ini mengoordinasikan instansi-instansi
pemerintah terkait, seperti intelijen BIN, BAIS, dan
kepolisian. Keanggotaannya diwakili oleh personel dari
instansi-instansi ~ tersebut. DKPT juga bertugas
memfasilitasi staf di lingkungan Kementerian Politik dan
Keamanan yang memberikan pemikiran dan konsep
untuk mendukung, memotivasi, mempercepat, dan
mengokordinasikan instansi-instansi yang bertanggung
jawab dalam pemberantasan terorisme.

Bersamaan dengan dikeluarkannya Inpres No. 4
Tahun 2002 pada 22 Oktober 2002, Presiden juga
memberikan kewenangan kepada Badan Intelijen Negara
(BIN) dengan mengeluarkan Inpres No. 5 Tahun 2002
yang ditujukan kepada Kepala Badan Intelijen Negara
(BIN) untuk melakukan pengkoordinasian penyusunan
perencanaan umum dan pengkoordinasian pelaksanaan
operasional kegiatan intelijen seluruh instansi lainnya
sebagai bagian atau untuk mendukung penyelenggaraan

tugas masing-masing. Inpres ini juga memberikan

126 “Desk Antiteror Bantu Penegakan Hukum Bom Bali”, Kompas
(Jakarta), 4 Januari 2003.
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kewenangan kepada BIN untuk mengambil langkah-
langkah yang perlu untuk mewujudkan, membina, dan
menjaga keutuhan dan keterpaduan rencana dan gerak
operasional intelijen, baik dalam kerangka institusi
maupun di antara aparatnya agar secara sendiri-sendiri
ataupun bersama-sama mampu bekerja secara efisien dan
efektif 127

c. Undang-Undang No 15 Tahun 2003

Undang-Undang dengan nomor 15 tahun 2003
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
merupakan penetapan terhadap Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. UU No. 15
Tahun 2003 dalam praktiknya digunakan sebagai alat
pencegahan (preemptive measures).

Secara prinsip dan material, UU ini tidak jauh
berbeda dari Perppu Nomor 1 tahun 2002. Di samping
sifatnya sebagai penetapan Perppu, UU nomor 15 ini
ditujukan sebagai payung hukum dalam berbagai aksi
terorisme, tidak hanya dalam kasus bom Bali
sebagaimana dimuat dalam Perppu.

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa beberapa

kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sangat positif

127 Tim Imparsial, op.cit., h. 16
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dan berguna dalam mengatasi persoalan terorisme dalam

negeri. Tetapi dalam beberapa materi kebijakan tersebut

menuai kontroversi karena alasan sebagai berikut:

D)

3)

Perppu Nomor 1 dan Nomor 2 tahun 2002 yang
berikutnya disahkan menjadi UU Nomor 15 Tahun
2003 dikeluarkan secara prematur dan oleh karenanya
tidak legitimated. Di samping itu proses pembuatannya
hanya melibatkan Presiden dan Menteri Kehakiman.
Ketika pengesahan oleh DPR, tidak mendapatkan
pembahasan yang memadai.

Proses pembuatan UU Terorisme melalaui DPR
bersama Presiden sebenarnya masih memungkinkan,
sebab perbuatan atau tindak pidana terorisme
sebenarnya bukanlah persoalan yang baru, pasal-pasal
KHUP dan UU Terorisme Kapal Udara dapat
diterapkan.

Substansi pasal-pasal Perppu Nomor 1 dan 2 Tahun
2002 yang berikutnya disahkan DPR menjadi UU
Nomor 15 Tahun 2003 juga bertentangan dengan asas-

asas hukum pidana.128

128 Jawahir, op.cit., h. 34
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2. Implementasi Kebijakan Melawan Terorisme

Perang melawan terorisme memang lebih cenderung
dimanfaatkan pihak keamanan untuk meminta
kewenangan yang lebih dan berupaya untuk me-
maksimalkan peran mereka dalam menindak terorisme.
Indikasinya dapat dilihat dari beberapa satuan tugas
pemberantasan terorisme yang dibentuk pemerintah. Di

antaranya :

a. Pembentukan Densus 88

Detasemen khusus (Densus) 88 dibentuk dengan
Skep Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003,
untuk melaksanakan Undang-undang No. 15 Tahun 2003
tentang penetapan Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Setelah tragedi Bom Bali I tahun 2002, mulai dirasa-
kan pentingnya pembentukan sebuah unit pasukan khu-
sus untuk penanggulangan terorisme secara domestik
seperti ancaman teror bom hingga penyanderaan sandera
di Indonesia. Terorisme yang dalam pengertian hukum
Indonesia adalah tindak pidana, lebih menyangkut
keselamatan masyarakat umum sehingga lebih ber-
dimensi penegakan hukum dan kamtibmas (keamanan
dan ketertiban masyarakat). Oleh sebab itu pembentukan

pasukan khusus anti teror itu di bawah Kepolisian RI

Perang Melawan Terorisme 129



(Polri). Tujuannya agar pengungkapan dan pemberanta-
san teorisme lebih efektif tanpa harus terganggu oleh
berbagai berbagai hambatan birokrasi dalam tubuh

kepolisian.

b. Pembentukan Desk Anti Teror

Dalam penjelasan Perpu No. 1 Tahun 2002 yang
telah disahkan melalui UU No. 15 Tahun 2003,
pemerintah telah membentuk satuan tugas anti-teror
yang direalisasikan dengan pembentukan Desk Anti-
Teror di bawah komando Menteri Politik, Hukum dan
HAM.12 Keanggotaan ini berasal dari berbagai instansi
pemerintahan yang salah satu tugasnya adalah
mendeteksi dengan cepat adanya ancaman terorisme di
Indonesia.

Salah satu instansi yang aktif membentuk Desk
Antiterorisme ini adalah TNI Angkatan Darat. Melalui
unit kerja ini, TNI-AD akhirnya mempunyai pintu masuk
untuk ikut memerangi aksi terorisme yang belakangan
ini masih marak di tanah air. Mabes TNI-AD telah

membentuk desk antiteror di seluruh Kodam di

129 Tim Imparsial, op.cit., h. 27

130 Muhammad Nasir



Indonesia. Desk antiterorisme ini mulai menjalankan

tugas pada 1 November 2005.130

Beberapa upaya yang dilakukan oleh Desk

Antiterorisme dalam mendeteksi kemungkinan adanya

aksi terorisme antara lain:

1)

Mengaktifkan aparat intelijen dalam memonitor
kondisi di Indonesia baik yang dilakukan oleh BIN,
BAIS, maupun Intelijen Kepolisian.

Mendata kelompok-kelompok atau organisasi-
organisasi Islam garis keras serta mengetahui tujuan
dari kelompok dan organisasi tersebut.

Memonitor dan mendata pesantren-pesantren yang
ada khusus terhadap pesantren yang dipimpin oleh
orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu dan
yang selalu mengkritik kebijaksanaan Pemerintah.
Memberdayakan perangkat Pemerintahan di tingkat
desa dalam memonitor wilayahnya dan mempunyai
rasa curiga terhadap setiap kegiatan-kegiatan diluar
sepengetahuan desa maupun tanpa sepengetahuan
masyarakat sekitar

Memberdayakan masayarakat dalam upaya ikut

menjaga atau mengamankan lingkungannya serta

130 Dipimpin Kasdam, Setiap Kodam Bentuk Desk Antiteror, Koran
Jawapos (Surabaya), Minggu, 06 November 2005
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selalu melaporkan setiap kegiatan yang ada di
sekitarnya apabila kegiatan itu mencurigakan.

6) Mendorong peran aktif aparat keamanan dalam
melaksanakan  pemantauan terhadap  wilayah
tugasnya dan selalu berdialog dengan aparat desa
dan masyarakat, dalam hal ini dilakukan oleh Polsek

dan Koramil setempat.?3!

Uraian di atas menunjukkan bahwa implementasi
kebijakan yang dikeluarkan pemerintah cendrung
mengambil pola-pola operasi militer dan operasi intelijen
yang lazim digunakan pada zaman Orde Baru. Hal ini
pula yang sering mendapat kritik dari masyarakat.
Dalam kaitannya dengan umat Islam Indonesia, upaya
pemberantasan melalui operasi intelijen ini terkesan
menyudutkan umat Islam, terutama bagi beberapa
organisasi Islam yang dicap radikal dan beberapa
pesantren Salafi beraliran radikal.

Di samping berbagai kebijakan politik di atas,
pada tataran operasional-lapangan juga dibentuk unit-
unit intelijen yang melibatkan hampir semua organisasi
dan aparat  pemerintah hingga tingkat daearah.

Pembentukan satuan intelijen hingga ke tingkat daerah

131 Iptu Erwin Aras Genda, “Upaya Deteksi Dan Penanggulangan
Terorisme” http//www.harian-global.com, diakses 9 Juni 2010
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ini muncul tak lama setelah meledaknya bom di Pasar
Tentena, Poso, Sulawesi Tengah, 28 Mei 2005 yang
mengakibatkan 21 korban meninggal dunia dan 6 orang
lainnya korban luka.132

Tak lama setelah peristiwa bom tersebut, rencana ini
dibahas dalam rapat koordinasi keamanan. Saat itu
Presiden  Susilo Bambang Yudhoyono bahkan
mengemukakan perlunya merefungsionalisasi Badan
Koordinasi Intelijen Daerah (Bakorinda) yang di
dalamnya terdiri dari intelijen Kepolisian Republik
Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan,
pemerintah daerah, dan masyarakat sebagai upaya
pencegahan terhadap gerakan atau aksi terorisme yang
skalanya semakin luas.’®® Bakorinda ini memang telah
ada sejak zaman Orde Baru. Rencana pemerintah saat itu
menghidupkannya kembali adalah untuk bahan analisa
sehingga tidak ketinggalan informasi dari daerah dan
agar intelijen dapat berfungsi sampai tingkat terbawah.

Bersamaan dengan penghidupan kembali Bakorinda
ini, untuk pencegahan gerakan dan aksi terorisme, di
tingkat nasional disusun gagasan pembentukan Badan
Antiteror yang merupakan pengemb angan dari Desk

Antiteror yang selama ini berada di bawah koordinasi

152 Tim Imparsial, op.cit.,, h. 16
133 “Bakorinda Direfungsionalisasi”, Kompas, (Jakarta), 10 Juni 2005
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Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan. Penghidupan kembali Bakorinda tampaknya
sejalan dengan rencana pemb entukan Desk Antiteror di
tiap daerah sampai kabupaten/ kota. Desk Antiteror di
setiap daerah ini juga merangkul pengamanan swakarsa
(pamswakarsa) yang dibentuk sampai tingkat RT/RW.
Pengoperasiannya dilakukan oleh Dinas Kesatuan
Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan berada dalam
koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kesbangpol
Departemen Dalam Negeri.!34

Bakorinda yang dimaksud adalah nama lain dari
Komunitas Intelijen Daerah (Kominda). Kominda tidak
jauh berbeda dengan Bakorinda, yaitu koordinasi
administrasi intelijen daerah sehingga tidak mempunyai
kewenangan apapun. Kominda ini bersifat koordinasi
antar lembaga pemerintah di daerah dan masyarakat
yang beranggotakan berbagai unsur intelijen di daerah,
seperti intelijen kepolisian daerah atau resor, intelijen
Kodim, intelijen kejaksaan, intelijen BIN di daerah,
pejabat eselon III/1V, serta staf Pegawai Negeri Sipil dari

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.13

134 “Badan Intelijen Harus Dikontrol”, (Kompas), 11 Juni 2005.
135 “Mendagri Jamin Intelijen Tidak Bakal Represif”, Kompas (Jakarta),
16 Juni 2005
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Sejalan dengan rencana-rencana pemerintah di atas,
setahun kemudian tepatnya 11 Mei 2006, Menteri Dalam
Negeri Mardiyanto menandatangai dan mengeluarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 11
Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah
(Kominda) yang substansinya mengenai
penyelenggaraan, kelembagaan, pengawasan dan
pelaporan, dan pendanaan Kominda.

Pembentukan Kominda ini juga ditegaskan kembali
oleh Mendagri dalan pembukaan Rapat Koordinasi
Nasional Wilayah II Komunitas Intelijen Daerah
(Kominda) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat,
yang diikuti oleh 15 Provinsi pada 20 April 2008. 13 Ja
juga menyatakan bahwa keberadaan Kominda sama
dengan Badan Koordinasi Intelijen Daerah (Bakorinda).

Dalam Pasal 7 Permendagri No. 11 Tahun 2006
tersebut tugas Kominda merencanakan, mencari,
mengumpulkan, mengoordinasikan, dan
mengomunikasikan informasi/bahan keterangan dan
intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala,
atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional
di daerah; dan memberikan rekomendasi sebagai bahan

pertimbangan bagi gubernur mengenai kebijakan yang

136 “Kominda Dibutuhkan. Mendagri: Jangan Melihat Intelijen dengan
Curiga”, Kompas (Jakarta), 21 April 2008
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berkaitan dengan deteksi dini, peringatan dini dan
pencegahan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di
daerah.

Kominda ini diketuai oleh gubernur yang
beranggotakan Panglima daerah militer atau komandan
resort militer, kepala kepolisian daerah, kepala Kejaksaan
Tinggi, kepala kantor wilayah Imigrasi, kepala kantor
wilayah bea dan cukai, dan unsur terkait lainnya (Pasal 8
ayat 3) Sementara untuk pendanaannya dibebankan
kapada anggaran pendapatan daerah (APBD) di setiap
provinsi dan kabupaten/kota (Pasal 12).137

3. Perkembangan Yuridis Kebijakan Melawan

Terorisme

Menurut William Gutteridge, pemerintah bisa mem-
iliki respon yang berbeda-beda terhadap aksi terorisme
di dalam negaranya. Macam-macam respon itu akan
menghasilkan implikasi yang berbeda-beda:

a. Membiarkan. Jika suatu pemerintahan membiarkan
aksi terorisme atau tidak menunjukkan ketegasan
yang dapat dibaca oleh rakyatnya, terbukalah
peluang bagi rakyat untuk memulai bertindak sendiri

dengan membentuk organisasi-organisasi paramiliter.

157 Tim Imparsial, op.cit., h. 18
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Gerakan dari rakyat ini dapat dilihat sebagai
melemahkan sistem negara dalam menjamin
keamanan rakyatnya. Kontra-teror dari rakyat akan
menghasilkan teror baru, maka rantai kekerasanpun
terbentuk.

Menekan aksi terorisme dengan kebijakan totaliter.
Menstabilkan atau memperkuat kontrol atas totalitas
politis dengan membentuk sistem satu partai,
mendirikan spionase, cek rutin dokumen-dokumen
personal, kontrol atas kebebasan bepergian, kontrol
atas media massa dan komunikasi massa,
penyaringan anggota-anggota partai, menyusun
hukum yang memungkinkan wuntuk menjaring
musuh-musuh politis, dan seterusnya.

Kontra teror terhadap terorisme internasional plus
demokrasi dengan melakukan penyerangan terhadap
basis-basis organisasi teroris atas nama demokrasi. Ini
dilakukan Amerika Serikat dalam aksi militer ke
Afganistan pasca tragadi 11 Septermber 2001.
Pendekatan lunak terhadap teroris dengan memenuhi
keinginan kaum teroris (negosiasi). Tak jarang
efeknya justru merugikan pemerintah, teroris akan
meningkatkan tuntutan dan ancamannya. Di lain
pihak suatu negosiasi dengan teroris dapat dicurigai

oleh publik demokratis sebagai politik arkanum.
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e. Pendekatan garis keras. Mengisolasi sel-sel dan
organisasi teroris, pasokan logistik dan pemimpin
mereka. Hukum terhadap pelaku teror diperkeras
dan Instrumen-instrumen anti-teroris dipercanggih

dengan presisi yang tinggi.138

Berdasarkan pola yang diberikan William Gutteridge
di atas,sepertinya pemerintah Indonesia cendrung
menggunakan pola nomor 2 dan 5 yang ditandai dengan
penerbitan berbagai kebijakan pemerintah. Penerbitan
kebijakan pemerintah merupakan sebuah bentuk respon
terhadap kejahatan terorisme di Indonesia. Namun
konsekwensi dan perkembangan yuridis sebagaimana
disorot Gadamer!® sangat sulit dielakkan. Secara tidak
langsung  perkembangan  yuridis = pemberlakukan
berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia
telah menjadi konsekwensi yang tidak diharapkan
(unintended consequences) dari perang melawan terorisme.
Selain itu konsekwensi tersebut juga telah membangun
sebuah garis cerita (storyline) baru dalam perkembangan
sejarah umat Islam di Indonesia.

Terwujudnya berbagai produk hukum dalam

mengatasi masalah terorisme di Indonesia merupakan

138 William Gutteridge, dalam Tim Imparsial, op.cit., h. 21-22.
139 Josef Bleicher, loc.cit
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langkah maju pemerintah, terutama dalam hal
memberikan respon yang memadai terhadap persoalan
yang menyangkut keamanan nasional. Tetapi seiring
dengan keberhasilan itu juga muncul respon balik dari
beberapa kalangan masyarakat Indonesia terkait dengan
materi yang dikandung oleh berbagai kebijakan yang
dikeluarkan tersebut.

Riza Sihbudi menilai dengan dikeluarkannya
berbagai kebijakan hukum tentang pemberantasan
terorisme dan penangkapan berbagai tokoh Islam dengan
menggunakan instrumen hukum tersebut, kemungkinan
besar pemerintah Republik Indonesia pascareformasi
hanya akan mengikuti jejak Suharto yang menerapkan
kebijakan keras terhadap kaum muslim fundamentalis
(seperti kasus Priok, Talangsari, Komando jihad dan lain-
lain).140

Sejalan dengan penilaian Riza Sihbudi di atas,
penerbitan instrumen hukum tentu saja diikuti oleh
komitmen untuk melaksanakan hukum tersebut untuk
mengatasi  masalah  terorisme di = Indonesia.
Bagaimanapun sulit dihindarkan bahwa intrumen

kebijakan tersebut pasti diterapkan kepada pelaku

140 Riza Sihbudi, “Respon Masyarakat Indonesia terhadap Doktrin
“Antiterorisme” AS, dalam Awani Irewati dkk., Hubungan Indonesia-
Amerika Serikat dalam Menyikapi Masalah Terorisme Pasca 9/11, (Jakarta:
Pusat Penelitian Politik LIPI, 2005), h. 65-66

Perang Melawan Terorisme 139



terorisme yang pada saat itu kebetulan berasal dari umat

Islam dan kelompok organisasi Islam. Perkembangan

yuridisnya antara lain:

a.

Perburuan dan penangkapan terhadap pelaku
terorisme dalam berbagai kasus, sejak kasus Bom Bali
1 (12 Oktober 2002) hingga yang terakhir kasus Bom
JW Mariott dan Ritz Carlton (17 Juli 2009).
Berdasarkan keterangan kepolisian RI, para pelaku
terlihat didominasi oleh warga Indonesia beragama
Islam.

Penelusuran terhadap asal wusul terorisme di
Indonesia melalui latar belakang dan motif aksi
terorisme di Indonesia. Berbagai temuan dan
pengakuan beberapa pelaku menunjukkan bahwa
latar belakang dan motif terorisme di Indonesia
adalah konflik ideologi Islam versus Barat, serta
semangat mendirikan negara Islam Indonesia yang
diatur berdasarkan syari’at Islam.

Melakukan tindakan preventif melalui penelusuran
akar ideologis pelaku terorisme di Indonesia. Perang
melawan terorisme di Indonesia pada hakikatnya
tidak semata-mata ditujukan untuk memerangi
kelompok Islam radikal di Indonesia. Akan tetapi
melihat keterkaitan kelompok Islam radikal dalam

beberapa peristiwa terorisme membuat pemerintah
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berupaya memerangi ideologi radikal sebagai bentuk
kebijakan preventif dalam mengatasi akar dan
sumber-sumber terorisme. Hal inilah yang kemudian
menjadi dasar pendapat bahwa terorisme di
Indonesia berasal dari radikalisme Islam. Hal ini
terlihat dalam diskusi yang diselenggarakan oleh
CIDES dengan bertajuk, “Kepemimpinan SBY,
Gerakan Terorisme dan Masa Depan Demokrasi
Indonesia” di Hotel Sahid Jakarta (22/10/09), Ketua
Desk Koordinator Pemberantasan Terorisme di
Kementerian Kordinator Polhukam Ansyaad Mbai,
melalui pernyataan dan makalah akademiknya,
tampak berupaya mengaitkan dan menggeneralisasi
tindakan dan kelompok teror sehingga mencakup
semua kelompok dan umat Islam yang mengusung
agenda penegakkan syariah. Akhirnya, upaya kontra
terorisme pun bergeser pada penindakan apa yang
disebutnya sebagai radikalisme agama, sehingga

perlu ada upaya deradikalisasi.’#!

Sepertinya beberapa alasan itu pulalah yang

menyebabkan umat Islam merasa kebijakan pemerintah

Indonesia dalam mengatasi masalah terorisme dalam

sewindu terakhir diarahkan kepada umat Islam

141 [bid
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Indonesia.  Beberapa  wacana  berikutnya yang
berkembang dalam perang melawan terorisme di
Indonesia yang dilontarkan pemerintah atau setidak-
tidaknya pejabat pemerintah juga terkesan menyudutkan
umat Islam. Beberapa wacana yang dogolongkan sebagai

perkembangan yuridis kebijakan tersebut di antaranya:

a. Melarang buku-buku agama yang dianggap
mengajarkan kekerasan

Faisal Ismail, Sekretaris Jenderal Departemen Agama
RI pernah melontarkan pernyataan mengenai penarikan
buku-buku yang mengandung ajaran kekerasan. Terkait
dengan itu, Departemen Agama akan melakukan
pengkajian yang mendalam terhadap buku-buku tentang
jihad menyusul aksi terorisme berkedok perjuangan suci
Islam. Ia menyatakan ayat-ayat yang dipakai dalam
buku-buku jihad itu cendrung radikal dan melegitimasi
tindak kekerasan.4?

Sebelumnya, atas nama pemberantasan terorisme di
Indonesia, pasca peristiwa bom Bali II, pada September
2005, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga sempat
melontarkan ide untuk melarang beberapa buku yang

dianggap mengajarkan kekerasan. Secara umum buku-

142 “Depag Kaji Buku Jihad Radikal”, Republika (Jakarta), Edisi 12
November 2005, h. 20
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buku tersebut di antaranya karangan Sayyid Qutub,

Muhammad Qutub, Hasan Al Banna.143

b. Pemeriksaan Sidik Jari Santri

Terkait dengan pelaku terorisme yang berlatar
pendidikan  pesantren membuat Kepolisian RI
bermaksud mengambil sidik jari santri sebagai tindakan
preventif penanganan terorisme. Tindakan ini memicu
protes dari berbagai pengasuh pesantren di antaranya
dari KH Hasyim Muzadi, Pengasuh Pesantren
Mahasiswa Al Hikam. Menurut Hasyim Muzadi yang
juga Ketua Umum PB NU ini, kekhawatiran pemerintah
terhadap pesantren akan menjadi sarang teroris
merupakan kekhawatiran yang tidak berdasar dan
berlebihan. Sebab tidak ada perubahan yang bersifat
fundamental dalam sistem pengajaran di pesantren
Indonesia, kecuali hanya perubahan metodologi
pengajarannya.l44

Selain itu rencana polisi mengambil sidik jari alumni
dan murid pesantren dinilai sebagai langkah yang keba-
blasan. Rencana itu pun diyakini akan menimbulkan ke-

resahan para alumni dan murid pesantren. Tindakan

143 Tim Imparsial, op.cit., h. 28
144 ”PBNU Tolak Rencana Sidik Jari Santri”, TEMPO Interaktif, Edisi
Sabtu, 10 Desember 2005

Perang Melawan Terorisme 143



mengambil sidik jari alumni dan para santri juga diang-

gap dianggap diskriminatif.

c¢. Usulan pembubaran ormas-ormas radikal

Menguatnya peran organisasi massa (ormas) Islam
radikal dan cendrung anarkis merupakan sebuah
fenomena yang tak terhindarkan pasca Orde Baru.45
Perilaku sejumlah ormas Islam yang suka berbuat anarkis
memicu rencana pemerintah untuk menindak bahkan
membubarkannya. Di samping rentan terhadap tindakan
terorisme, ormas radikal juga  dikhawatirkan
menimbulkan masalah keamanan nasional.

Kapolri Jenderal Polisi Sutanto dalam acara Dies
Natalis ke-60 Pendidikan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK)
17 Juni 2006 menyatakan bahwa aparat siap menindak
tegas ormas-ormas yang meresahkan masyarakat,
terbukti melawan hukum dan akan bertindak sesuai
perundangan yang berlaku dan bergantung pada tingkat
pelanggaran. Bisa dengan KUHP hingga UU no. 5/1985

tentang ormas.146

145 Gerakan umat Islam yang kerap dikonotasikan dengan kelompok
beraliran keras (radikal) direpresentasikan oleh Front Pembela Islam
(FPI), Hizbut Tahrir, Laskar Jihad, Forum Ukhuwah Umat Islam
(FKUI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dan sebagainya.

146 “Ormas Anarkis Dibidik” Indo Pos, (Jakarta), Edisi Minggu 18 Juni
2006
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Sebelumya Wapres Jusuf Kalla menegaskan
ancaman pemerintah yang akan menindak tegas ormas
radikal. ~Penindakan itu akan ditujukan pada
tindakannya, bukan pada pemikiran orang-orang yang
radikal. Menteri Agama Maftuh Basyuni juga
mempertanyakan ormas Islam yang anarkis. Jelas orang
yang tidak mengerti Islam. Karena semangat Islam bukan

semangat premanisme.'4”

d. Pengawasan aktivitas dakwah

Terkait dengan serangan bom terorisme yang sering
menggunakan dalil-dalil agama pemerintah juga sempat
melontarkan rencana pengawasan aktivitas dakwah oleh
kepolisian. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk upaya
perlindungan pemerintah terhadap warga negaranya
dari pengaruh terorisme. Hal tersebut disampaikan oleh
Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng di
Kompleks Istana, Jakarta, Senin, 24 Agustus 2009.148 Latar

belakangnya menurut Mallarangeng adalah karena

147 “Semangat Islam Bukan Semangat Premanisme” Indo Pos, (Jakarta),
Edisi Jum’at, 16 Juni 2006

148 “Jubir Presiden: Pengawasan Dakwah demi Perlindungan”,
http./fwww.mail-archive.com/kmnu2000@yahoogroups.com/msg15262.html,
Selasa, 25 Agustus 2009
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Jakarta baru saja mendapatkan serangan bom!¥ yang
motivasinya berkaitan dengan tafsir-tafsir agama tertentu
yang tidak pas.

Tetapi dalam waktu yang hampir bersamaan
Kepolisian mengaku tidak akan mengawasi kegiatan
dakwah terkait pemberantasan terorisme. Pengawasan
dakwah merupakan otoritas Departemen Agama. Hal ini
ditegaskan Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso
Danuri, dalam jumpa pers bersama Menteri Agama
(Menag) Maftuh Basyuni, di Mabes Polri, Senin (24
Agustus 2009). Pernyataan ini membantah polemik soal
rencana pengawasan dakwah di Bulan Ramadan untuk
mengantisipasi terorisme. Kabar polisi akan mengawasi
dakwah menurut Kapolri, merupakan penjelasan Kadiv
Humas Mabes Polri Irjen Pol Nanan Sukarna yang
disalahpahami. Menurutnya, otoritas penuh pengawasan
kegiatan dakwah berasal dari Departemen Agama.

Terlepas dari siapa yang berwenang mengawasi
dakwah terutama selama bulan Ramadhan tahun 2009,
wacana tersebut telah ~menunjukkan perspektif
pemerintah tentang dakwah. Inilah yang pada akhirnya
menjadi biang kritik dari masyarakat, terutama tokoh-

tokoh Islam.

149 Sebelum pernyataan ini Jakarta diserang bom yaitu bom bunuh di
Hotel JW Mariott dan Ritz Carlton, 19 Juli 2009
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Mantan pemimpin Majelis Mujahidin Indonesia, Abu
Bakar Ba'asyir mengatakan, pengawasan terhadap
ceramah agama seperti itu tidak obahnya seperti
dilakukan di masa Orde Baru, dan pengawasan itu tidak
wajar dan hanya menyudutkan umat Islam. Revrisond
Baswir, dosen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, juga
mengatakan pengawasan terhadap ceramah agama
seperti itu menunjukkan penindasan terhadap umat
Islam.

Begitu juga Umar Shihab, Ketua Majelis Ulama
Indonesia (MUI) mengatakan Polisi tak perlu awasi
dakwah. Seorang mubalig yang benar tidak akan
menyiarkan ajaran yang keliru. Mubalig selalu
menjalankan dakwah ke arah ketenangan sehingga orang
merasakan kesejukan hati. Habieb Rizieq Syihab Ketua
Front Pembela Islam (FPI) juga menyatakan Operasi
polisi awasi dakwah adalah bentuk teror dan intimidasi
yang melecehkan dakwah. Ini adalah gaya Orde Baru
yang melanggar HAM dan konstitusi terkait kebebasan
menjalankan ibadah. Din Syamsuddin Ketua Umum PP
Muhammadiyah berpendapat, jika dakwah sampai
diawasi, itu merupakan kemunduran jarum jam sejarah
Indonesia ke arah otoritarian dan penegakan hukum

yang represif.150

150 “Polisi Lecehkan Dakwah Islam” Republika (Jakarta), Minggu, 23
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Berdasarkan wuraian di atas dapat disimpulkan
bahwa kebijakan melawan terorisme di Indonesia
mencakup dua aspek, yaitu aspek pemberantasan
(kontraterorisme) dan pencegahan (antiterorisme). Pada
prinsipnya kebijakan pemerintah melaui penerbitan
berbagai instrument hukum sudah mencakup dan
menjadi payung hukum bagi kedua aspek tersebut. tetapi
dalam prakteknya, pemberlakuan kebijakan melawan
terorisme dalam hal pencegahan sering menimbulkan
kesalahpahaman dan memicu ketegangan di tengah
masyarakat.

Berdasarkan fakta lapangan yang dirilis pemerintah,
pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia sejak Bom
Bali I didominasi oleh kelompok umat Islam radikal,
maka tindakan pencegahan teror tentu saja diarahkan
pada pengawasan yang ketat kepada kelompok radikal
ini. Penerapan kebijakan melawan terorisme dari segi
aspek pencegahan inilah pada akhirnya menjadi faktor
penyumbang terbesar bagi pencitraan Islam radikal di

Indonesia.

Agustus 2009
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A. ISLAM INDONESIA SEBELUM PERISTIWA 11
SEPTEMBER 2001

1. Kilas Balik Islam di Indonesia

Islam di Indonesia sudah berlangsung lama. Ada 4
(empat) teori yang dapat dikemukakan terkait upaya
pengukuran “usia” agama Islam (Islamisasi) di
Indonesia, yaitu teori India, teori Arab, teori Persia dan
teori China. Semua teori tersebut di samping
mendasarkan teori-teorinya pada waktu kedatangan dan
penyebaran Islam di Nusantara, juga memberi petunjuk
akan keragaman asal-usul dan unsur pembentuk
karakter Islam di Indonesia.

Jika dihitung dari segi waktu, semua teori tersebut
mengemukakan argumen waktu kedatangan Islam
bermula dari abad ke-7 M hingga abad ke-13 M. dengan
demikan Islam di Indonesia sudah berumur sekitar 14
abad atau setidak-tidaknya 8 abad.

Selain itu yang patut diapresiasi berkaitan dengan
proses pembentukan bangsa Indonesia adalah pendapat
yang menyatakan bahwa kehadiran Islam di Nusantara
menjadi suatu tanda bagi permulaan sejarah Indonesia
modern. Setidaknya itu dapat dibaca dari buku karya
M.C Ricklefs yang meletakkan kedatangan Islam sebagai
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awal modernisasi Indonesia.’>!

Tetapi yang lebih penting dari wacana berapa lama
Islam memenuhi kebutuhan spiritual masyarakat
Indonesia, ada suatu kesepakatan akademis dari para
sejarawan, bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui jalur
damai. Islam masuk ke Indonesia tidak melalui jalur
penaklukan atau melalui jalan kekerasan bersenjata.

Islam di Indonesia sejak kehadirannya telah
melewati beberapa fase sejarah yang menarik untuk
disimak. Melalui pengematan yang cermat terhadap
karakter khusus yang melekat pada setiap fase, akan
dapat dilihat perubahan-perubahan dan kesinambungan
(changes and continuity) yang berlaku umum dalam
sejarah sosial Islam di Indonesia.

Beberapa fase yang pernah dilewati antara lain fase
di mana Islam disebarkan oleh para pedagang Muslim
dan diterima sebagai agama baru masyarakat Nusantara
(cikal bakal Indonesia), fase terbentuknya kerajaan-
kerajaan Islam Nusantara dan fase pelembagaan Islam.152

Fase kedatangan dan perkembangan Islam tersebut
pada sisi yang lain telah membentuk suatu komunitas

berbasis agama baru di Indonesia yaitu komunitas Islam

151 Baca MC Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern,terj. Dharmono
Hardjowidjono (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1993)

152 Hasan Mu'arif Ambary, Menemukan Peradaban: Jejak Arkeologis dan
Historis Islam Indonesia, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1988), h. 55-58
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atau sering juga disebut masyarakat Islam atau umat
Islam. Hal ini jarang tersebut sebelumnya untuk
mengidentifikasi komunitas berbasis agama lainnya
seperti komunitas Buddha atau Komunitas Hindu.

Sementara pada fase Kkerajaan-kerajaan Islam
diwarnai oleh konflik politik yang khas. Konflik politik
tersebut dapat dilihat dari kontestasi dagang hingga
peperangan melawan dominasi Eropa (Inggris, Spanyol,
Belanda dan Potugis). Selain itu konflik juga berlangsung
antara sesama kerajaan Islam terutama dalam hal
perebutan pengaruh politik dan dominasi ekonomi.
Tidak jarang kepentingan politik ekonomi mengalahkan
kepentingan agama. Dalam hal ini tidak jarang terjadi
persekutuan antara kerajaan Islam dengan kekuatan-
kekuatan bangsa Eropa.>® Pada fase ini pula penjajahan
menjadi masalah yang hampir merata di seluruh
Nusantara. Bahkan di sekitar abad ke-19 dan 20 dunia
Islam pada umumnya berada dalam kungkungan
kolonialisme.

Fase yang lain, yaitu fase Pelembagaan Islam dapat
dilihat dari pembentukan institusi sosial Islam. Fase ini
merupakan awal kesadaran berbangsa dan bernegara,

saat kekuatan senjata sebagai strategi utama dalam

15 Nor Huda, Islam Nusantara, Sejarah Sosial Intelektual Islam di
Indonesia, (Yogyakarta: Ar Ruz Media, 2007) , h. 79
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menghadapi penjajahan mengalami kebuntuan. Pilihan
yang mungkin saat itu antara lain memperkuat
masyarakat Islam dalam naungan berbagai organisasi
massa Islam yang marak didirikan. Persamaan nasib
berbagai suku bangsa di Nusantara diyakini mendorong
persatuan yang kelak berubah menjadi gerakan
nasionalisme. Islam dalam hal ini memiliki peranan yang
besar mengingat hanya agama Islamlah yang memiliki
pemeluk yang hampir merata di seluruh nusantara.
Komunikasi atas nama seagama diyakini sebagai perekat
nasionalisme yang ampuh.

Fase pembentukan kelembagaan Islam ini tidak
dapat dihindarkan dari pengeruh gerakan pembaharuan
Islam di Timur Tengah pada abad ke 19 hingga
puncaknya di awal abad ke 20. Berbagai organisasi sosial
Islam mulai dari Jami’at Khair, Sarekat Islam,
Muhammadiyah, Al-Irsyad (organisasi kaum keturunan
Arab), Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam, Persatuan
Tarbiyah Islamiyah (PERTI) dan sebagainya mulai
bermunculan. Menjelang kemerdekaan, organisasi-
organisasi ini memainkan peranan yang penting dalam
mendorong perubahan.

Selain beberapa fase di atas, menjelang kemerdekaan
Republik Indonesia dikumandangkan pada 17 Agustus
1945 berbagai perdebatan muncul dalam rangka
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menyambut kemerdekaan. Tema perdebatan penting di
antaranya mengenai dasar negara Indonesia yang kelak
diproklamasikan. Perdebatan tersebut berlangsung
antara kelompok pejuang berhaluan nasionalis dengan
kelompok pejuang Islam. Akhirnya perdebatan itu
sementara dapat diselesaikan dengan baik dalam
semangat kompromi untuk keutuhan Indonesia sebagai
negara baru. Tetapi kompromi politik tersebut tidak serta
merta menyelesaikan akar masalah perdebatan tersebut,
yaitu masalah ideologi dan keadilan bagi umat Islam.
Pascakemerdekaan, terutama masa pemerintahan
Presiden Soekarno yang dikenal dengan masa Orde
Lama, umat Islam mulai mengahadapi tantangan sebagai
bagian dari bangsa dan negara yang merdeka. Tantangan
terbesar antara lain masalah ideologi dan peran politik
umat Islam dalam dinamika ketatanegaraan. Pada masa
ini umat Islam seringkali bersentuhan dengan masalah
politik, kekuasaan, pemerintahan dan negara.’>* Masalah
ideologi yang tak terseselesaikan itu muncul dalam
bentuk peristiwa Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia
(DI/TII) pimpinan Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo di

Jawa Barat yang mengusung ide pembentukan Negara

15¢ Marzuki Wahid (editor), Jejak-jejak Islam Politik, Sinopsis Sejumlah
Studi Islam di Indonesia, (Jakarta: Ditpertais, 2004), h. 247
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Islam Indonesia,’®> yang berlangsung antara tahun 1948-
1962.1% Diikuti oleh gerakan serupa di Aceh pimpinan
Daud Beureueh dan Kabesar-besaran har Muzakkar di
Sulawesi Selatan.

Selain  itu umat Islam juga dihadapkan pada
keharusan menerima koalisi ideologis yang terdiri dari
ideologi Nasionalisme, Agama dan Komunisme
(Nasakom). Tetapi dalam perkembangannya, koalisi
ideologis ini gagal diterapkan karena faktor
ketidakseimbangan = dan  ketidakadilan = Soekarno
(Nasionalis) yang ternyata lebih dekat kepada
kepentingan ideology Komunisme yang diwakili oleh
Partai Komunis Indonesia (PKI).

Menjelang kejatuhan Presiden Soekarno, kekuatan
umat Islam dengan segala plus minusnya berhadapan
dengan situasi sejarah yang penuh  misteri,
membingungkan, penuh huru hara dan chaos. Kekuatan
Islam yang diboncengi tentara terlibat pembantaian
pengikut PKI.

155 [bid., h.151

156 DI/ TII pimpinan Kartosuwiryo praktis selesai setelah ia dieksekusi
pada 5 September 1962. Tetapi studi terakhir mengemukakan bahwa
ideology dan tujuan yang diusung DI/TII tidak berhenti hingga di
situ. Beberapa kajian menempatkan organisasi Islam kontemporer
yang dituduh melakukan tindakan makar dan aksi terror mulai dari
Komando Jihad hingga Jama’ah Islamiyah merupakan metamorphosis
dari DI/ TIL.

Perang Melawan Terorisme 155



Ironisnya, umat Islam yang berjasa menumbangkan
ideologi komunisme dan berhasil meruntuhkan rezim
Orde Lama dan menjadi kekuatan utama mendukung
Orde Baru justru mendapatkan perlakuan yang tidak adil
dari pemerintahan Presiden Soeharto. Rezim Orde Baru
yang totaliter dan paranoid menganggap kekuatan
politik umat Islam sebagai hal yang membahayakan
kekuasaan.

Rezim kekuasaan seringkali pragmatis terhadap
umat Islam. Sikap ini berangkat dari keinginan untuk
mempertahankan kekuasaannya. Untuk itu, rezim
kekuasaan sering melakukan manuver apa saja,
adakalanya merangkul adakalanya memberangus
kekuatan Islam.

Dari situlah rezim Soeharto mengidap ketakutan
terhadap kekuatan Islam politik (Islamophobia) sehingga
melakukan langkah-langkah represif dengan cara
mendepolitisasi Islam, minimal meminggirkan Islam
terutama pada sepuluh tahun pertama Orde Baru.
Puncaknya adalah terjadi pengasastunggalan ideologi
yaitu Ideologi Pancasila.15”

Menjelang kejatuhannya, tepatnya awal tahun 1990

Soeharto mencoba meraih simpati umat Islam dengan

157 Hal ini dapat dibaca dalam kajian M Rusli Karim, Negara dan
Peminggiran Islam Politik, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999)
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cara mengendorkan tekanan terhadap wumat Islam.
Bahkan sebisa mungkin Soeharto ingin merangkul umat
Islam. Hal tersebut dapat dilihat dalam maneuver politik
Soeharto dengan mendukung sepenuhnya berdirinya
Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada 5
Desember 1990. Soeharto melaui ICMI telah membawa
Islam dan kaum Muslimin ke "tengah" (moderat), dan
tidak lagi berada di pinggiran seperti sebelumnya.
Menurut Azyumardi Azra, ICMI juga telah menjadi
katalisator bagi kemunculan lembaga-lembaga baru
Islam, seperti Bank Muamalat Indonesia, MAN Insan
Cendekia. Selanjutnya ICMI juga telah mendorong
terjadinya proliferasi berbagai institusi baru seperti
Takaful, Dompet Dhuafa, serta unit-unit pemberdayaan
ekonomi rakyat lainnya.’®® Kemesraan umat Islam
dengan pemerintah Orde Baru tidak berlangsung lama.
Gerakan reformasi yang didukung aktivis prodemokrasi
pada tahun 1998 segera merubah pola hubungan umat

Islam dengan pemerintah.

158 “ICMI Mantapkan Peran Pemberdayaan Masyarakat”, Suara Karya
(Jakarta), Sabtu, 17 April 2010
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2. Islam di Indonesia dari tahun 1998 hingga peristiwa
11 September 2001

Studi Islam di Indonesia banyak menarik perhatian
dari para pengkaji Islam (Islamist) di luar negeri terutama
tentang dua organisasi massa Islam; Nahdlatul Ulama
(NU) dan Muhammadiyah. Namun, meski Indonesia
kaya dengan banyak intelektual muslim, dari pihak
organisasi manapun, mereka jarang terkenal dalam dunia
Internasional. Islamic Studies di kelas-kelas Internasional
banyak menjadikan Islam Indonesia menjadi obyek
kajian, tapi mereka umumnya tidak terfokus pada satu
tokoh. Studi-studi lebih diarahkan pada perkembangan
Islam dalam kaitannya dengan kasus-kasus khusus,
misalnya kasus politik.

Ada beberapa fenomena perkembangan pemikiran
dan gerakan Islam yang sangat mewarnai masyarakat
Islam Indoensia khususnya pasca reformasi, sehingga
wajah Islam Indonesia dan masyarakat Indonesia juga
ditentukan oleh kelompok Islam yang sekarang
berkembang di Indonesia.

Kelompok Islam pro syariah, formalisasi Islam,
puritanisme Islam, substansialisme Islam, moderat Islam
sampai liberal Islam yang perlu mendapatkan perhatian

serius dari kalangan aktivis Islam, akademisi dan peneliti
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Islam Indoensia. Kelompok-kelompok ini memberikan
kontribusi pada pemikiran Islam Indonesia, tetapi juga
perkembangan politik Indonesia kontemprer, sebab
kelompok Islam yang sekarang berkembang tidak imun
dari ormas Islam dan parpol di Indonesia. ~Ormas
Muhammadiyah dan NU sebagai ormas Islam terbesar
memberikan  kontribusi yang luar biasa pada
perkembangan pemikiran Islam di Indonesia, selain juga
politik partai yang terus berkembang sampai sekarang.
Pascakepemimpinan Soeharto, yaitu era reformasi
nampaknya merupakan momentum untuk melahirkan
ekspresi Islam yang beragam. Masa ini dapat disebut
sebagai masa kemerdekaan bagi seluruh ekspresi
keberagamaan masyarakat Indonesia. Nahdlatul Ulama
(NU) dan Muhammadiyah tidak lagi menjadi dwi-
tunggal yang mengundang perhatian banyak pengamat
asing. Selain NU dan Muhammadiyah yang dianggap
asli Indonesia (genuine)'®, ada banyak organisasi massa
Islam di Indonesia, misalnya Persis atau Perti, namun
memang tidak sebesar dua organisasi sebelumnya.
Sementara itu, seperti disinggung di atas, era

reformasi adalah era keterbukaan yang memungkinkan

159 Islam yang genuine Indonesia, dimaksudkan sebagai
penggambaran identitas Islam yang hanya dapat ditemukan di
Indonesia
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orang untuk mengekspresikan pikiran termasuk cara
keberagaamaan. Ragam pemikiran keagamaan moderat
yang dimajkan Orde Baru semakin bebas berekspresi
terutama dalam menyokong proses demokratisasi
Indonesia.

Fenomena politik Islam, Islam politik, dan partai
Islam tumbuh subur. Faksi-faksi Islam literalis, dogmatis,
fundamentalis, militant dan radikal yang tak mungkin
hidup di zaman Orde Baru, tanpa rasa takut muncul dan
mendominasi gerakan Islam. Misalnya lahirnya Front
Pembela Islam (FPI) dan MMI (Majelis Mujahidin
Indonesia). Forum Komunikasi Islam Ahlussunnah wal
Jamaah dengan Laskar Jihadnya, dan lain-lain.

Masing-masing organisasi Islam ini lahir dengan
karakternya masing-masing. Yang menarik, gerakan
organisasi ini mampu menyedot perhatian media massa
dengan coverage yang seluas-luasnya di media dalam dan
luar negeri. Hal ini disebabkan karena selain sangat
kental dengan simbol, gerakannya yang lebih
mengandalkan unjuk kekuatan dalam melawan sesuatu
bahkan banyak orang dirugikan atas pembenaran
tindakannya yang mengatasnamakan agama dengan kata
seperti jihad.

Di samping tumbuhnya berbagai organisasi masa

Islam dalam berbagai aliran, Indonesia di era reformasi
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mulai mengalami masa-masa sulit. Berbagai konflik
sosial terjadi di berbagai daerah. Di antaranya konflik
pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka
(GAM), Konflik Poso dan Ambon. Tidak jarang konflik
sosial tersebut menyeret keterlibatan beberapa organisasi
Islam terutama dalam kasus yang beraroma Suku, Aga-
ma, Ras, dan Antargolongan (SARA). Misalnya dalam
kasus Ambon dan Poso.

Pada era pemerintahan Presiden K.H Abdurrahman
Wahid semua elemen gerakan Islam mulai dari yang
moderat hingga radikal dibiarkan mengekspresikan
dirinya secara bebas. Tetapi di zaman pemerintahan
Presiden Megawati Soekarno Putri, elemen gerakan Islam
radikal mulai mendapat tekanan dan dimarginalkan. Hal
ini disebabkan opini yang dikembangkan oleh beberapa
organisasi Islam yang menyatakan larangan bagi
perempuan menjadi pemimpin. Tidak dapat dipungkiri,
organisasi Islam yang menentang kepemimpinan
Megawati didominasi oleh kelompok yang disebut
sebagai kelompok fundamentalisme radikal. Dengan
alasan  inilah = pemerintah = Megawati = merasa
berkepentingan menekan kelompok radikal demi
menjaga legitimasi politiknya di mata umat Islam
Indonesia.

Setelah peristiwa 11 September 2001, Amerika
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Serikat mengumandangkan aksi perang melawan teroris.
Indonesia pun pascaperistiwa itu, dicurigai sebagai surga
bagi teroris, dengan merujuk situasi gerakan Islam
belakangan. Julukan ini disebabkan informasi yang
beredar mengenai otak pengeboman yang dituduhkan
Amerika yaitu Osama bin Laden, pemimpin organisasi
Al-Qaeda yang diduga memiliki network dengan pentolan
ormas-ormas yang lahir belakangan. Asumsi ini timbul
karena meningkatnya gerakan Islam radikal di Indonesia.
Mereka misalnya dikenali dengan ciri-ciri; penggunaan
simbol-simbol Arab, mengusung tema-tema agama dan
sering mengerahkan massa seraya mengusung cita-cita
menegakkan negara Islam dan lain-lain.

Selain Al-Qaeda aliansi perang melawan terorisme
global juga berlangsung dengan tujuan menghancurkan
jaringan Jama’ah Islamiyah (JI) yang dianggap tumbuh
subur di Asia Tenggara. Kumpulan Mujahidin Militan
Malaysia, Barisan Nasional Pathani Thailand, Moro
Islamic Liberation Front (MILF) Filipina dan kelompok
pengebom Bali dan beberap tempat di Indonesia
merupakan jaringan JI yang bertujuan membentuk
negara regional Islam Asia Tenggara meliputi Singapura,

Indonesia, Malaysia, Thailand Selatan dan Mindanao.1¢0

160 Endang Turmudi (ed.), Islam dan Radikalisme di Indonesia, (Jakarta:
LIPI Press, 2004), h. 49
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Tema memerangi terorisme global ini dimanfatkan
secara efektif oleh banyak negara yang kebetulan
menghadapi problem perlawanan dari gerakan Islam
yang pada saat yang sama menolak dominasi AS.
Kecendrungan yang sama juga ditunjukkan oleh
pemerintah Indonesia. Dalam hal ini, meski agak ragu
pemerintah agaknya ”dipaksa” melakukan hal yang
serupa.

Persoalannya, apakah bangkit dan berkembangnya
kembali gerakan Islam radikal mejadi perhatian serius
pemerintah Indonesia? Terutama jika fenomena ini
dikaitkan dengan persoalan kenegaraan dan ideologi
kebangsaan Indonesia yaitu Pancasila. Hal ini patut
dipertimbangkan untuk memahami terbitnya berbagai
kebijakan pemerintah terkait masalah terorisme. Apakah
terbitnya peraturan pemerintah tersebut juga terkait
persoalan ancaman terorisme yang mengganggu
stabilitas keamanan dalam negeri hingga citra Indonesia
di mata internasional dalam persoalan keamanan.

Wajah dan citra Islam di Indonesia bukan sekadar
sesuatu yang sifatnya kosmetik. Ia juga membentuk
persepsi adanya ancaman terhadap kemapanan dunia
“modern”. Peristiwa 11 September 2001, tragedi Bali dan
Pengeboman Hotel JW Mariott serta berbagai aksi

kekerasan lainnya yang kemudian dikaitkan dengan
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Islam telah mengukuhkan persepsi itu.161

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Islam
di Indonesia pasca runtuhnya Orde Baru hingga sebelum
terjadinya peristiwa 11 September 2001 sudah
menunjukkan gejala ke arah pergerakan yang radikal.
Secara historis hal ini memberikan tanda-tanda bahwa
gerakan radikalisme Islam yang pernah dibungkam
selama pemerintahan Orde Baru mengalami kebangkitan

kembali.

161 Abdillah Toha dalam HD Haryo Sasongko (ed), Apa Kata Mereka
tentang Islam dan Terorisme, (Jakarta: Penerbit Progres, 2003), h. 4
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IMPLIKASI HISTORIS
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A. Implikasi Historis

Sebagaimana telah dipaparkan pada Bab III,
pemerintah Indonesia telah mengambil tindakan dalam
mengatasi terorisme dalam bentuk penerbitan instrumen
hukum yang diikuti oleh komitmen untuk melaksanakan
hukum tersebut dalam mengatasi masalah terorisme di
Indonesia. Bagaimanapun sulit dihindarkan bahwa
intrumen kebijakan tersebut pasti diterapkan kepada
pelaku terorisme yang pada saat itu kebetulan berasal
dari umat Islam dan kelompok organisasi Islam. Karena
itu Jimly Ash Shiddigie menyatakan kaum muslimin
harus menghadapi kenyataan sebagai kelompok yang
dicitrakan negatif dan dikonotasikan dengan pelaku
tindak pidana terorisme.’®2 Akhirnya, perkembangan
yuridis kebijakan tersebut dianggap telah berimplikasi
dalam membentuk citra Islam di Indonesia. Secara

historis, implikasinya antara lain:

1. Menegaskan pencitraan Islam radikal di Indonesia.
Sebagaimana diulas pada pembahasan sebelumnya,

Indonesia terutama setelah gerakan reformasi tahun 1998

162 Jimly Ash Shiddigie, “Tragedi Kemanusiaan dan Respon Umat
Islam terhadap Wacana Terorisme,” dalam dalam ZA Maulani dkk,
Terorisme dan Konspirasi Anti Islam, editor Abduh Zulfidar Akaha,
(Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2002), h.205
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memberikan ruang yang lapang bagi setiap warganya
baik secara individu ataupun berkelompok untuk
mengekspresikan pikiran, pendapat dan tindakannya.
Seiring dengan itu pula tumbuh gerakan yang radikal, di
antaranya diwakili oleh gerakan Islam. Gerakan ini
disebut radikal karena pengikutnya terkadang
melakukan aksi dan melontarkan pikiran yang menurut
ukuran “normal” tergolong sangat kasar.

Ada banyak hal yang memicu radikalisme Islam di
Indonesia, di antaranya persoalan domestik di samping
persoalan konstalasi politik internasional yang dinilai
telah memojokkan kehidupan sosial politik umat Islam.163

Aspek persoalan domestik setidaknya dapat dilihat
dari krisis pemerintahan era reformasi yang disebabkan
oleh tidak berdayanya pemerintah dalam memberikan
solusi-solusi untuk meredakan konflik, misalnya konflik
berdarah di Poso dan Ambon yang memicu sentimen
agama. Selain itu, krisis di internal pemerintahan juga
menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap
kinerja pemerintah. Ketidak percayaan ini pada akhirnya
membawa kepada rasa frustrasi dan masyarakat
berupaya mencari cara baru (alternatif) dalam

menyelesaikan permasalahan, di antaranya melalui jalur

163Abdillah Toha, op.cit, h. 1
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yang ditawarkan oleh gerakan radikal.1¢4

Dari segi persoalan internasional, peristiwa 11
September 2001 ikut mempengaruhi dinamika politik
domestik. Isu-isu politik keagamaan yang digelorakan
oleh banyak kelompok Islam pasca reformasi jika
dicermati didominasi oleh tema-tema yang mengusung
protes dan perlawanan atas hegemoni Amerika Serikat
dan Barat atas dunia Islam dalam berbagai bentuknya.
Dominasi yang diiringi ketidakadilan ini menjadi ikon
pengikat solidaritas berbagai kelompok gerakan Islam
untuk melawan ketidak adilan tersebut dengan caranya
sendiri.165

Gerakan Islam radikal di Indonesia bukanlah
fenomena tunggal dan seragam, tetapi menunjukkan
gejala yang jamak dan memiliki karakter yang berbeda-
beda. Al Zastrouw Ng mengemukakan 2 (dua) varian
gerakan Islam radikal, yaitu gerakan Islam radikal-kritis
dan gerakan Islam radikal-funamentalis.166

Gerakan Islam radikal-kritis muncul bukan karena
kesadaran ideologis pada nilai-nilai dan ajaran Islam.

Sebaliknya gerakan jenis ini muncul karena adanya

164M Zaki Mubarak, Genealogi Islam Radikal di Indonesia, (Jakarta:
LP3ES, 2007), h. 358

165 Jbid., h. 361
166 Al-Zastrouw Ng., Gerakan Islam Simbolik,Politik Kepentingan FPI,
(Yogyakarta: LKiS, 2006), h. 52
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tekanan sosial, kesewenang-wenangan dan ketidakadilan
sosial yang dilakukan pemerintah kolonial terhadap
pribumi.

Adapun sebab-sebab menguatnya citra radikal Islam

di Indonesia antara lain:

1. Adanya anggapan bahwa Indonesia sebagai simpul

Terorisme Internasional

Sebagaimana dibahas dalam bab sebelumnya, pada
tahun 2000-an teror bom menunjukkan peningkatan
drastis dalam perkembangan terorisme di Indonesia,
berbagai tudingan dan pembelaan mewarnai wacana
demokrasi di tengah tengah masyarakat.

Tajuk Rencana di Harian Pikiran Rakyat tanggal 11
September 2004 memuat tulisan tentang Pengakuan
Pelaku Bom, demikian sebagian cuplikannya; “Ledakan
bom Bali, 12 Oktober 2002, menjadi legitimasi pertama
bagi Indonesia sebagai “sarang teroris’ yang
dikendalikan oleh “Jamaah Islamiyah” atau “Al-Qaeda”.
Kemudian menyusul bom JW Marriot, 8 Agustus 2003.

Legitimasi itu ditindaklanjuti dengan penangkapan be-
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berapa tokoh Islam garis keras, beberapa diantaranya te-
lah dijatuhi hukuman.”167

Di awal tahun 2003 Komisaris Jenderal Erwin
Mapasseng, Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri
mengatakan bahwa jaringan terorisme itu tidak ada, yang
ada adalah teror bom yang terjadi sejak tahun 2000 - 2003
(57 kali perisiwa peledakan di Indonesia dan jumlah
terbesar di Jakarta 37 kali). Yang ada hanya kelompok
pelaku pengeboman Bali bukan jaringan terorisme.168

Ketua tim Investigasi Bom Bali juga meyampaikan
pernyataan senada, Inspektur Jenderal I Made Pastika
membeberkan terdapat 3 bagian kelompok terorisme;
Kelompok Separatis GAM, Kelompok Radikal yang
melakukan serangkaian pengeboman dengan cara mem-
balas dendam, dan kelompok partikelir/ kelompok
pribadi. Menurutnya, mengaitkan kelompok pelaku Bom
Bali dengan Jamaah Islamiyah membutuhkan penyidikan
dan penyelidikan lebih lanjut.

Pengamat Intelijen AC Manullang juga berkomentar
bahwa pelaku terorisme berada dalam berbagai simpul,
dan aksi aksi mereka masih akan terjadi selama kondisi

politik tidak stabil, justru dengan kondisi seperti itu

167 “Pengakuan Pelaku Bom” Tajuk Rencana, Harian Pikiran Rakyat
(Bandung), 11 September 2004

168 Wawan H Purwanto, Terorisme Undercover; Memberantas Teroris
hingga ke Akar-akarnya, Mungkinkah? (Jakarta: CMB Press, 2007), h. 158
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mereka akan bermain, tegasnya. la juga meyakini ada
permainan Intelijen Asing yang bisa jadi menggunakan
simpul simpul terorisme di dalam negeri.

Sinyalemen adanya jaringan terorisme Internasional
di Indonesia juga datang dari beberapa tokoh di luar
negeri. Di antaranya, Perdana Menteri Singapura Lee
Kuan Yew menyampaikan pandangannya tentang
terorisme di Asia Tenggara yang dimuat pada Majalah
Far Eastern Economic Review edisi terakhir di bulan
Desember 2002. Lee Kuan Yew mengatakan, seandainya
pun jaringan terorisme di belakang Bom Bali dapat di-
tangkap semuanya, itu hanya satu sel dari kelompok
radikal yang ada di Indonesia. Investigasi yang dil-
akukan melalui Internet, menurut Lee menunjukkan
bahwa di Indonesia ada sekitar seratus kelompok atau sel
serupa yang sama radikalnya dengan jaringan pengebom
Bali.16?

Selain itu, Direktur Internasional Crisis Group (ICG)
Sidney Jones mengatakan jaringan terorisme yang
belakangan melaksanakan aksinya bukanlah jaringan ba-
ru. Jika melihat modus operandinya dan target yang di-

tuju, jelas Jamaah Islamiyah. Tidak ada kelompok lain di

169 [bid., h. 25
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Indonesia yang bisa melakukan pengeboman seperti
itu.170

Pemerintah Amerika Serikat turut mengambil
langkah langkah yang Kontroversial dalam meredam
aksi terorisme pasca tragedi September 11 2001. Jamaah
Islamiyah (versi Foreign Terrorist Organization - FTO/ Or-
ganisasi Teroris Asing) yang di Indonesia identik dengan
Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) pimpinan Ustad Abu
Bakar Ba’asyir (ABB) tidak luput jadi sasaran, dan Majelis
Mujahidin Indonesia masuk daftar jaringan terorisme

Internasional versi Amerika Serikat.

2. Meningkatnya sentimen anti-Amerika Serikat

Kemampuan AS dalam menciptakan perspektif
global mengenai ancaman teroris, diikuti dengan
keprihatinan dunia terhadap serangan 11 September,
adalah modal yang besar bagi AS untuk dapat menekan
negara-negara agar mendukung dan dapat bekerjasama
dalam memberantas terorisme, atau yang disebut AS
sebagai “global war on terrorism”. Dalam hal ini AS
dipastikan meminta setiap negara untuk dapat aktif

dalam memberantas terorisme. Bahkan AS siap

170 [bid., h. 160-161
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memastikan kekuatan militernya untuk membantu setiap
upaya memerangi terorisme.

Kebijakan AS untuk memimpin perang melawan
terorisme  sepertinya semakin berhasil dengan
dikeluarkannya resolusi DK PBB No.1373 Tahun 2001.
Resolusi tersebut memuat langkah-langkah dalam
menanggulangi terorisme dan mendukung tindakan
pencegahan dan pemberantasan terorisme. Dengan
demikian, AS semakin memiliki kemudahan dalam
mendapatkan akses untuk menghadirkan militernya di
luar negeri dengan dalih terorisme.

Hal inilah yang kemudian menjadi kekhawatiran
banyak negara, terutama mereka yang tidak cukup kuat
untuk menolak penetrasi militer AS kedalam wilayahnya.
Seperti yang selalu ditekan pemerintah AS bahwa perang
ini tidak berhenti sampai disini (Afghanistan), maka
kecenderungan pasca perang di Afghanistan dan Iraq
adalah melanjutkan dengan memberikan perhatian
terhadap aktivitas terorisme di belahan lain dunia.?”!

Asia Tenggara merupakan kawasan yang sangat
merasakan dampak langsung dari langkah-langkah AS
tersebut. Karena tidak lama setelah AS menyerang

Afghanistan, pejabat pemerintahan AS mengumumkan

171 Mathias Brocker, Konspirasi 9.11, alih bahasa Godjali dkk., (Jakarta:
PT Ina Publikatama, 2006), h. 105
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adanya upaya Osama Bin Laden dan pengikutnya untuk
memperluas kegiatan-kegiatan mereka di Asia Tenggara
seperti Filipina, Singapura dan Indonesia. Berbagai
media cetak AS juga banyak mengeluarkan artikel
mengenai potensi teror dari gerakan-gerakan kelompok
Islam radikal yang berkembang dengan subur di Asia
Tenggara.

Barangkali kebijakan Pemerintah AS itulah yang
mendorong munculnya sentiment anti-AS. Sikap politik
anti-AS biasanya disampaikan secara bombastis melaui
pidato oleh tokoh-tokoh Islam.

Pidato-pidato yang cendrung keras itulah yang
dianggap sebagai representasi dari gerakan politik anti-
AS. Padahal dibalik pidato tersebut sama sekali tidak
ditemukan kekuatan yang riil untuk melakukan
perlawanan fisik bersenjata terhadap pemerintah AS.
Dengan kata lain, sikap anti-AS seperti itu hanyalah
terbatas pada orasi-orasi politik belaka.172

Penyebab lainnya adalah serangan AS ke
Afghanistan yang merupakan salah satu negara
berpenduduk muslim melukai perasaan umat Islam
seluruh dunia. Selain itu tindakan penyerangan itu

dimaknai sebagai serangan terhadap Islam.

172 M.T. Arifin “Teroris Kontraintelijen” Koran Tempo (Jakarta), Senin,
23 September 2002
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Sentiment anti AS sebagai reprentasi dunia Barat
pada akhirnya menegaskan akan adanya kekuatan
radikal Islam. Sebagimana diketahui, sentiment anti AS
(Barat) merupakan salah satu ciri dari kelompok

fundamentalisme radikal.

b. Meningkatnya aksi bom untuk dan atas nama jihad.

Ketika dunia masih tersentak dengan peristiwa 11
September, tiba-tiba bom meledak di Bali pada malam
hari tanggal 12 Oktober 2002 di kota kecamatan Kuta di
pulau Bali, Indonesia. Peristiwa ini menimbulkan korban
202 orang meninggal dan mencederai 209 orang. Korban
kebanyakan wisatawan asing (terutama Australia) yang
sedang berlibur di Bali. Setelah itu wacana bom jihad
mulai mengemuka, disusul dengan rankaian kejadian

bom jihad lainnya di berbagai penjuru tanah air.17

3. Meningkatnya aksi penangkapan terhadap aktivis

Islam radikal

Penangkapan aktivis Islam radikal pada dasarnya
tidak hanya terkait dengan aksi terorisme, misalnya
penagkapan terhadap Panglima Laskar Jihad, yakni Ja'far
Umar Talib, 4 Mei 2002. Namun pascapemberlakuan

173 Lihat Tabel II pada Bab II
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kebijakan pemerintah dalam menanggulangi masalah

terorisme menjadi penegas terhadap adanya radikalisme

Islam di Indonesia. Beberapa aktivis Islam radikal yang

ditangkap antara lain:

1.

Dany alias Taufik Bin Abdul Halim, ditetapkan se-
bagai tersangka dan ditahan pada tanggal 9 Agustus
2001 (Pelaku peledakan Bom Atrium Senen, 1
Agustus 2001).

Abbas ditangkap di Tasikmalaya pada tanggal 11
September 2001 (Pelaku peledakan Bom Atrium
Senen 1 Agustus 2001).

Umar Al Faruq warga Yaman, ditangkap bulan Juni
2002 di Bogor dan dikirim ke dikirim ke Pangkalan
Udara di Bagram, Afghanistan atas permintaan
Pemerintah Amerika (diduga sebagai operator Al-
Qaeda di Asia Tenggara).

Ustad Abu Bakar Ba’asyir Ditangkap dan ditetapkan
sebagai tersangka pada tanggal 18 Oktober 2002
(dikaitkan dengan pengakuan Umar Al Faruq kepada
Tim Mabes Polri di Afghanistan juga sebagai salah
seorang tersangka pelaku pengeboman Bali).

Amrozy ditangkap di Jawa Timur pada tanggal 5
November 2002 (Pelaku peledakan Bom Bali 12 Ok-
tober 2002).
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10.

Imam Samudera alias Abdul Aziz ditangkap di
pelabuhan Merak pada tanggal 26 November 2002
(Pelaku peledakan Bom Bali, 12 Oktober 2002)

Ali Gufron alias Muklas alias Huda Bin abdul Haq
alias Sofyan ditangkap di Klaten pada tanggal 3
Desember 2002 (Pelaku peledakan Bom Bali, 12
Oktober 2002).

Hambali alias Cecep Nurjaman alias Riduan Isam-
udin ditangkap di Thailand pada tanggal 12 Agustus
2003 - diduga sebagai otak serangkaian pemboman di
Indonesia.

Ja’far (WN malaysia) ditangkap di ds Grinsing Ba-
tang, Jawa Tengah pada tanggal 5 Pebruari 2004, ber-
dasarkan keterangan dari Jabfar ditangkap Amran
bin Mansur alias Andi Saputra (Pelaku peledakan
Bom Marriot, 5 Agustus 2003)

Iwan Darmawan alias Rois ditangkap di Bogor beser-
ta 3 orang rekannya (Hasan alias Purnomo alias
Agung, Sogir Alias Anshori, Apuy alias Saipul Bahri,
pada tanggal 5 November 2004 (Pelaku peledakan
Bom Kuningan (Kedubes Australia 9 September 2004)

174

174 JO Sembiring, “Fenomena Terorisme di Indonesia”, Army Strategy
and Terorism Info Online dalam http;//astiol.com/terorism/4-national-
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B. MUNCULNYA KETEGANGAN ANTARA
UMAT ISLAM DAN PEMERINTAH

Berdasarkan fakta lapangan yang dirilis pemerintah,
pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia pasca Orde
Baru didominasi oleh kelompok umat Islam radikal,
maka tindakan pencegahan teror tentu saja diarahkan
pada pengawasan yang ketat kepada kelompok radikal
ini. Misalnya dalam kasus penerapan Perppu No 1 2001,
Yusril Thza Mahendra Menteri Kehakiman dan HAM
(2002) pernah menyatakan, meskipun kelompok radikal
Islam terkena dampak langsung, ia berjanji untuk tidak
menjadikan Perppu ini sebagai peluru untuk menembak
para tokoh Islam.17

Tetapi pada kenyataannya, maraknya penangkapan
terhadap aktivis Islam termasuk yang pro penegakan
Syari‘at Islam menjadi tanda-tanda dimulainya
ketegangan akibat perpu itu. Hal ini dianggap sebagai
bentuk permusuhan pemerintah terhadap tokoh-tokoh
Islam.

Sebenarnya Pemerintah ~ Indonesia  pernah

mengalami berbagai peristiwa yang memicu ketegangan

terorism/11-fenomena-terorisme-di-indonesia-bagian-i.html, diakses 24 Juni
2010

175 Fauzan Al Anshari, “Terorisme dalam perspektip Barat dan Islam,”
dalam ZA Maulani dkk, op.cit., h. 153
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berkaitan dengan aktivitas radikalisme Islam di

Indonesia. Sumber-sumber ketegangan itu antara lain:

1. Pengawasan aktifitas masyarakat

Terkait dengan aktivitas pencegahan (preventif)
terorisme, pemerintah  melalui aparat hukum
menggencarkan  pengawasan  terhadap  aktivitas
masyarakat. Radikalisme agama yang menurut
pemerintah sering menjadi faktor pendorong aksi
terorisme yang dilakukan wumat Islam menjadi
pembenaran terhadap pengawasan ketat terhadap

aktivitas umat Islam. Bentuk pengawasan itu antara lain:

a. Melarang Buku-buku Agama yang Dianggap

Mengajarkan Kekerasan

Kementerian = Agama  sempat  melontarkan
pernyataan akan melakukan pengkajian yang mendalam
terhadap buku-buku tentang jihad menyusul aksi
terorisme  berkedok perjuangan suci Islam. Ia
menyatakan ayat-ayat yang dipakai dalam buku-buku
jihad itu cendrung radikal dan melegitimasi tindak
kekerasan.l7¢ Begitu juga pasca peristiwa bom Bali II,

pada September 2005, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga

176 “Depag Kaji Buku Jihad Radikal”, Republika (Jakarta), Edisi 12
November 2005, h. 20
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sempat melontarkan ide untuk melarang beberapa buku
yang dianggap mengajarkan kekerasan. Secara umum
buku-buku tersebut di antaranya karangan Sayyid
Qutub, Muhammad Qutub, Hasan Al Banna.177

Upaya tersebut sempat menimbulkan ketegangan
antara kalangan akademisi Islam dengan pemerintah.
Selain tidak menghormati budaya akademis, tindakan
pelarangan buku-buku tersebut dianggap kemunduran

dan warisan kebijakan Orde Baru

b. Pemeriksaan Sidik Jari Santri

Pengambilan sidik jari santri dianggap sebagai
tindakan preventif penanganan terorisme. Hal ini
dilatarbelakangi oleh fakta bahwa pelaku terorisme
kebanyakan yang berlatar pendidikan pesantren.
Tindakan ini memicu protes dari berbagai pengasuh
pesantren.  Kekhawatiran pemerintah  terhadap
pesantren akan menjadi sarang teroris merupakan
kekhawatiran yang tidak berdasar dan berlebihan. Selain
itu rencana polisi mengambil sidik jari alumni dan murid
pesantren dinilai sebagai langkah yang kebablasan dan
akan menimbulkan keresahan para alumni dan murid
pesantren. Tindakan mengambil sidik jari alumni dan

para santri juga dianggap diskriminatif.

177 Tim Imparsial, op.cit., h. 28
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c. Usulan pembubaran ormas-ormas radikal

Menguatnya peran organisasi massa (ormas) Islam
radikal dan cendrung anarkis merupakan sebuah
fenomena yang tak terhindarkan pasca Orde Baru.7
Perilaku sejumlah ormas Islam yang suka berbuat anarkis
memicu rencana pemerintah untuk menindak bahkan
membubarkannya. Di samping rentan terhadap tindakan
terorisme, ormas radikal juga  dikhawatirkan
menimbulkan masalah keamanan nasional.

Kapolri Jenderal Polisi Sutanto dalam acara Dies
Natalis ke-60 Pendidikan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK)
17 Juni 2006 menyatakan bahwa aparat siap menindak
tegas ormas-ormas yang meresahkan masyarakat,
terbukti melawan hukum dan akan bertindak sesuai
perundangan yang berlaku dan bergantung pada tingkat
pelanggaran. Bisa dengan KUHP hingga UU no. 5/1985
tentang ormas.1”?

Persoalan yang memunculkan ketegangan di sini an-
tara lain pemaknaan terhadap ideologi radikal yang di-

anggap masih simpang siur, apalagi terkait dengan

178 Gerakan umat Islam yang kerap dikonotasikan dengan kelompok
beraliran keras (radikal) direpresentasikan oleh Front Pembela Islam
(FPI), Hizbut Tahrir, Laskar Jihad, Forum Ukhuwah Umat Islam
(FKUI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dan sebagainya.

179 “Ormas Anarkis Dibidik” Indo Pos, (Jakarta), Edisi Minggu 18 Juni
2006
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radikalisme agama. Selain kerancuan dalam memahami
konsep radikal, tindakan pembubaran juga dianggap me-
langgar Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “Ke-
merdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan
pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetap-

kan dengan undang-undang.”

d. Pengawasan aktivitas dakwah

Pengawasan aktivitas dakwah ini menjadi polemik
setelah terjadinya serangan bom di Hotel JW Mariott dan
Ritz Carlton pada 19 Juli 2009. Setelah itu pemerintah
juga sempat melontarkan rencana pengawasan aktivitas
oleh Kepolisian. Tetapi dalam waktu yang lama
Kepolisian mengaku tidak akan mengawasi kegiatan
dakwah terkait pemberantasan terorisme. Pengawasan
dakwah merupakan otoritas Departemen Agama.

Terlepas dari siapa yang berwenang mengawasi
dakwah terutama selama bulan Ramadhan tahun 2009,
wacana tersebut telah menunjukkan perspektif
pemerintah tentang dakwah. Inilah yang pada akhirnya
menjadi biang ketegangan dan kritik dari masyarakat,
terutama tokoh-tokoh Islam.

Mantan pemimpin Majelis Mujahidin Indonesia, Abu
Bakar Ba'asyir mengatakan, pengawasan terhadap

ceramah agama seperti itu tidak obahnya seperti di masa

182 Muhammad Nasir



Orde Baru, dan pengawasan itu tidak wajar dan hanya
menyudutkan umat Islam. Revrisond Baswir, dosen
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, juga mengatakan
pengawasan terhadap ceramah agama seperti itu
menunjukkan penindasan terhadap umat Islam. Umar
Shihab, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI)
mengatakan Polisi tak perlu awasi dakwah. Seorang
mubalig yang benar tidak akan menyiarkan ajaran yang
keliru. Mubalig selalu menjalankan dakwah ke arah
ketenangan sehingga orang merasakan kesejukan hati.
Habieb Rizieq Syihab Ketua Front Pembela Islam (FPI)
juga menyatakan operasi polisi awasi dakwah adalah
bentuk teror dan intimidasi yang melecehkan dakwah.
Ini adalah gaya Orde Baru yang melanggar HAM dan
konstitusi terkait kebebasan menjalankan ibadah. Din
Syamsuddin Ketua Umum PP Muhammadiyah
berpendapat, jika dakwah sampai diawasi, merupakan
kemunduran jarum jam sejarah Indonesia ke arah

otoritarian dan penegakan hukum yang represif.180

180 “Polisi Lecehkan Dakwah Islam” Republika (Jakarta), Minggu, 23
Agustus 2009
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e. Penangkapan Sewenang-wenang dan Kasus Salah

Tangkap

Stigmatisasi negatif yang dibangun oleh aparat
keamanan terhadap atribut muslim fundamentalis juga
seringkali memicu terjadinya banyak kasus salah
tangkap. Sejumlah orang telah menjadi korban karena
diduga terkait terorisme hanya karena atribut muslim
yang dipakainya dan kemudian dilepaskan karena tidak
terbukti.

Di Semarang, Senin, 17 Agustus 2009 misalnya,
Pangdam IV Diponegoro Mayjen Haryadi Soetanto
menghimbau masyarakat untuk melaporkan ke pihak
keamanan bila ada orang asing memakai sorban, jubah,
dan berjenggot. Sehari sebelumnya pada 16 Agustus
2009, Makruf Hamid, 37 tahun tiba-tiba diciduk oleh
polisi usai Shalat Ashar di Masjid Nurul Huda. Warga
Desa Sida Kangen, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga,
Jawa Tengah, ini ditangkap petugas polisi dari Mapolres
Purbalingga bersama 11 rekan dai. Mereka dicurigai
terlibat jaringan teroris di tanah air. Setelah menginap
dua malam di tahanan, baru pada Selasa 18 Agustus 2009
siang mereka dilepaskan. Dengan menggunakan truk
polisi, mereka akhirnya diantar ke pesantren Jamaah
Tabligh di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Purwokerto

Selatan.
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Selain itu, polisi juga menangkap 17 anggota
penceramah dari Jamaah Tabligh berkewarganegaraan
Filipina yang sedang melakukan khuruj (perjalanan
dakwah dari masjid ke masjid). Mereka ditahan di
Mapolda Jawa Tengah. Mereka kemudian juga
dibebaskan. Di Makassar, 25 Juli 2009, Polres Makassar
Timur menangkap pria bernama Mustofa. Penyebabnya,
korban diduga mirip gembong teroris Noordin M Top
karena berjanggut dan gemuk. Usai pemeriksaan, polisi
menyimpulkan Mustofa bukan buronan Noordin dan
tidak memiliki keterlibatan dengan jaringan teroris.8!

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa
kebijakan pemerintah Indonesia melawan terorisme
terutama dari aspek perkembangan yuridisnya telah
membentuk citra buruk bagi Islam Indonesia. Berbagai
tindakan pemberantasan, penangkapan, penembakan
yang dilakukan aparat penegak hukum yang disiarkan
melalui media massa telah menampilkan wajah Islam
yang berbeda dari arus utama Islam Indonesia. Padahal
semenjak awal 1990-an Islam Indonesia sudah bergerak
ke arah moderat dan menjadi penyokong utama stabilitas

keamanan nasional. Tetapi sejak pemberlakuan kebijakan

181 Tim Imparsial, The Indonesia Human Rights Monitor, Implikasi
Perang Melawan Terorisme terhadap Penegakan HAM di Indonesia
(Laporan Monitoring Koalisi untuk Keselamatan Masyarakat Sipil 2002-
2009), (Jakarta: Imparsial, 2009), h. 32
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melawan terorisme kesan yang muncul kemudian
adalah, pertama: radikalisme Islam seolah-olah menjadi
arus utama Islam Indonesia, kedua: ketegangan-
ketegangan yang berpotensi konflik vertikal antara umat
Islam dan pemerintah mulai bermunculan.

Meskipun demikian, pada hakikatnya tujuan dari
kebijakan melawan terorisme adalah untuk memberantas
pelaku tindak pidana terorisme, yaitu para pelaku
pemboman di beberapa tempat di tanah air dan
mencegah sebab-sebab terjadinya tindak pidana
terorisme, termasuk tindak pidana terorisme yang
dilakukan atas nama agama.

Citra buruk yang terbentuk berdasarkan peristiwa
terorisme tersebut bukanlah pengejawantahan sejarah
Islam Indonesia secara holistik. Hal tersebut tidak lebih
peristiwa parsial yang sangat terkondisi oleh ruang
(spasial) dan waktu tertentu (temporal). Dengan kata lain
citra negatif yang terbentuk tersebut merupakan
cerminan partikular atas wajah-wajah Islam historis

Indonesia.
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PENUTUP

Masalah terorisme di Indonesia cukup unik dan
kompleks, serta setidak-tidaknya telah memberi kontri-
busi dalam membentuk citra Islam di Indonesia (kadang
. Demikian juga, kajian terorisme merupakan kajian yang
sangat kompoleks sehingga membutuhkan keseriusan
dan kecermatan dalam pembahasannya.

Sementara wulasan ini terfokus pada upaya
menemukan dan menuliskan Implikasi Kebijakan
Pemerintah Indonesia dalam Melawan Terorisme
terhadap Citra Islam di Indonesia Pasca Peristiwa 11
September 2001. Artinya, buku ini berupaya meletakkan
wacana terorisme dalam garis perkembangan sejarah
Islam di Indonesia setelah tumbangnya Orde Baru.

Adapun kaitannya dengan peristiwa serangan
terhadap menara kembar World Trade Center (WTC dan
gedung Pentagon di New York, Amerika Serikat pada 11
September 2001 antara lain adanya asumsi bahwa
peristiwa tersebut telah memberikan andil dalam
mengubah sejarah Islam, setidak-tidaknya citra Islam di
Indonesia.

Oleh sebab itu, sejalan dengan hasil kajian buku ini,

yaitu tentang pemberantasan tindak pidana terorisme
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yang dilakukan pemerintah, penulis menyarankan agar

pemerintah:

1. Dari segi pemberantasan harus mempertimbangkan
keadilan dan Hak Asasi Manusia serta asas yang ber-
laku umum dalam hukum pidana, yaitu asas praduga
tak bersalah.

2. Dari segi pencegahan harus melibatkan unsur yang
berkompeten. Misalnya dalam kasus radikalisme
agama yang mendorong tindakan terorisme, jika hal
itu terkait dengan kesalahan dalam memahami aga-
ma, maka dalam pencegahannya harus melibatkan
tokoh agama.[MN]

Wallahu a’lam bil al Shawab
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